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Dinamika Otoritas Syariah dalam hukum perbankan Indonesia tak hanya bersifat teknis-
yuridis, tetapi juga cerminan tarik-menarik legitimasi agama, akseptabilitas sosial, dan
otoritas negara. Diwarnai komparasi negara muslim terpilih, buku ini menegaskan pen-
tingnya keseimbangan prinsip legalitas, independensi, dan kompetensi otoritas fatwa.
Dalam konfigurasi unik Indonesia, peran historis fatwa MUl mendapatkan pengukuhan
konstitusionalnya dalam Putusan MK 2022. Namun, konsolidasi melalui Omnibus Law
UU P2SK 2023 menimbulkan ambiguitas baru. Ini isyarat kelanjutan kontestasi politik
legislasi yang terus berlangsung. Ke depan, agenda krusialnya adalah memperkuat
Sharia Governance Framework dan kredibilitas otoritas syariah untuk memastikan Sharia
Compliance berkelanjutan, dan menjadikannya pilar utama dalam penguatan sistem
hukum ekonomi syariah Indonesia.
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“ Sekalipun negara memiliki wewenang penuh dalam membentuk hukum,

namun ketika bersentuhan dengan penetapan hukum agama, in casu perbankan

syariah, negara perlu membatasi dirinya dengan cara menyerahkan penetapan materi

hukum tersebut kepada pemegang otoritas agama. Dalam hal ini, negara mengambil

peran mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas

agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara
di bidang pengelolaan perbankan syariah. ’ ,

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 65/PUU-XIX/2021
Pengujian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dibacakan 8 Agustus 2022 tanpa Dissenting Opinion
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Syariah Nasional tetap berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan bukan menjadi
bagian dari instansi tertentu. , ,
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Pengantar

PENULIS

alam lanskap hukum perbankan

Indonesia yang terus berevolusi,

kehadiran perbankan syariah
menandai titik singgung krusial an-
tara norma agama dan sistem hukum
negara bangsa (Nation-State). Ke-
majuannya tidak hanya diukur dari
pertumbuhan aset atau ekspansi pa-
sar, tetapi juga dari kemampuan mem-
bangun infrastruktur legal dan Kke-
lembagaan yang kredibel. Di jantung
tantangan itu, terdapat pertanyaan
fundamental tentang ‘otoritas’: siapa
yang berwenang menetapkan prin-
sip syariah sebagai acuan operasio-
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nal perbankan? Bagaimana fatwa keagamaan
bertransformasi menjadi norma hukum positif
yang mengikat publik?

Buku ini mencoba melacak jawaban de-
ngan menelusuriperjalanan historis perumusan
otoritas penetapan fatwa prinsip syariah yang
sarat dinamika politik-legislasi. Dimulai dari
observasi inti perdebatan di balik layar saat
pembahasan RUU Perbankan Syariah 2007-
2008, ketika tawaran model “Dewan Syariah
Nasional (DSN)-Negara” diperhadapkan de-
ngan model “DSN-Majelis Ulama Indonesia
(MUI)” yang sudah satu setengah dekade mem-
bersamai tumbuh kembang perbankan syariah
sejak awal 1990-an.

Kontestasi itu berujung kompromi de-
ngan memberi rekognisi pada peran historis
MUI, sebagai otoritas fatwa prinsip syariah
non-negara, yang dinilai lebih memenuhi prin-
sip independensi. Sedangkan untuk menjawab
prinsip legalitas, negara, melalui Bank Indonesia
(BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan
mengadopsi fatwa MUI menjadi peraturan, de-
ngan difasilitasi sebuah komite di bawah BI/
OJK yang beranggotakan unsur negara dan
masyarakat.

Skema kompromi itu ternyata tidak ser-
ta merta menghentikan gejolak dari bawah
tanah: mengapa wadah non-negara, yang di-
anggap berstatus badan hukum privat, diberi
otoritas yang berdampak publik? Gugatan itu
muncul dalam beragam ekspresi: mulai berupa
pertarugan opini di ruang publik, debat uji ma-
teri di Mahkamah Konstitusi (MK), sampai kon-
testasi legislasi perombakan UU, dengan me-
mainkan momentum Omnibus Law di tengah
pandemi.

Untuk memperkaya cita rasa perspektif,
buku ini membumbui dengan pantauan kompa-
ratif praktik hukum di beberapa negara muslim
terpilih: Malaysia, Pakistan, Sudan, Iran, dan
Bahrain, sebagai cermin kritis dalam melihat
konfigurasi unik di Indonesia. Catatan krusial
dari perbandingan itu, antara lain, bahwa re-
konstruksi otoritas syariah dalam hukum per-
bankan di berbagai negara muslim, kerap kali,
berada dalam tarik menarik dan pencarian ke-
seimbangan antara prinsip legalitas (daya ikat
hukum), independensi (kebebasan dari inter-
vensi), dan kompetensi (reputasi kepakaran).

Masing-masing negara menampilkan va-
riasi pendekatannya sendiri, dari yang terinte-
grasi dalam kelembagaan bank sentral hingga
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model non-negara yang diakui secara formal.
Hal demikian menunjukkan tidak ada model
statis, melainkan sebuah proses berkelanjutan
dalam rangka menyelesaikan dilema antara
otoritas yang berdaya ikat hukum dan legitimasi
fatwa yang berakar dari ijtihad ulama.

Tidak berhenti pada telaah sejarah, buku
ini juga menyajikan analisis terkini terhadap
dua momen paling penting dalam satu dekade
terakhir. Pertama, bagaimana Putusan MK
2022 secara konstitusional mengukuhkan
MUI sebagai otoritas primer dalam penetapan
prinsip syariah, dan mengakui fatwa sebagai
sumber hukum materiel. Kedua, setelah nara-
si kepastian hukum digulirkan putusan MK,
ambiguitas baru muncul dari Omnibus Law
UU P2SK 2023, akibat pergeseran dari atribusi
eksplisit terhadap fatwa MUI menjadi impli-
sit. Meskipun nama MUI tetap ada dalam pen-
jelasan UU, ini memberi isyarat bahwa kontes-
tasi politik legislasi belum usai dan status hu-
kum otoritas syariah di Indonesia masih terus-
menerus dinegosiasikan.

Buku ini dirancang dengan alur tertentu,
dengan harapan, pembaca bisa nyaman. Bab
I menjelaskan konteks dan relevansi otoritas
syariah dalam hukum perbankan, dengan

mengulas beberapa aspek yang menjadi titik
pijak telaah di bab-bab berikutnya, seperti isu
daya ikat fatwa, kewenangan badan hukum
publik versus privat, dan pertalian norma hu-
kum dan norma agama dalam sistem hukum
Nation-State, bukan Religion-State.

Bab II menyajikan kerangka konseptual
tata kelola otoritas syariah dalam hukum per-
bankan, dengan menelaah model tata kelola
di beberapa negara mayoritas muslim seperti
Pakistan, Malaysia, Sudan, Iran, dan Bahrain.
Melaluiperbandinganitu, buku inimenyediakan
lensa komparatif untuk menganalisis praktik di
Indonesia. Studi komparatif itu juga menjadi
landasan tesis sentral buku ini tentang penting-
nya menyeimbangkan tiga prinsip kunci: lega-
litas, independensi, dan kompetensi.

Bab III fokus pada telaah pengaturan dan
praktik orotitas syariah sektor perbankan di
Indonesia, sejak proses awal kelahiran (2007-
2008), peralihan dari BI ke OJK (2011-2013),
sampai dinamika pasaca putusan MK 2022
dan Omnibus Law 2023. Bab IV mendiskusikan
beberapa problematika konseptual yang sering
mengemuka seputar isu ini, melihat upaya jalan
keluarnya, dan menawarkan prioritas agenda ke
depan, agar tidak terus berputar stagnan pada
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debat isu polemis, tapi juga memikirkan agenda
strategis ke depan untuk penguatan perbankan
syariah dengan pengembangan kerangka tata
kelola yang makin andal.

Bab V selain merangkum simpulan, juga
mengedepankan titik balik perkembangan oto-
ritas syariah di Indonesia, dengan merangkai
catatan krusial dari tiga momen penting: Per-
tama, pengukuhan Kkonstitusional melalui Pu-
tusan MK 2022. Kedua, konsolidasi dan per-
geseran dalam Omnibus Law UU P2SK 2023.
Ketiga, kehadiran POJK 2/2024 tentang Tata
Kelola Syariah Perbankan, sebagai momentum
mengalihkan fokus ke agenda priotitas men-
datang, yaitu penguatan Sharia Governance
Framework, sebagai fase baru evolusi pengaturan
industri perbankan syariah.

Pesan akhir buku, yang dikembangkan
dari Tesis Magister Hukum Ekonomi Universi-
tas Indonesia (2010) ini, bahwa agenda ke
depan jangan lagi sekadar tarik ulur tentang
‘siapa’ yang berwenang menjadi pemegang
otoritas syariah, melainkan ‘bagaimana’ mem-
perkuat kerangka tata kelola syariah secara me-
nyeluruh. Menggarisbawahi peran krusial POJK
2/2024, buku ini menutup dengan mengajak
pandangan ke depan yang lebih optimis namun

realistis, untuk terus mengawal profesional-
isme, akuntabilitas, dan kredibilitas otoritas
syariah.

Semoga ada manfaatnya. Mohon masukan
dan maklum atas semua keterbatasan.

Jakarta, Juni 2025

Asrori S. Karni

iX

PENGANTAR
PENULIS



Ucapan

TERIMA KASIH

alam proses penyusunan buku ini, setelah ber-
Dsyukur kepada Allah SWT dan bershalawat ke-

pada Rasululah SAW, kami sampaikan terima
kasih dan salam ta’dhim dari lubuk hati terdalam,
kepada Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, KH. Masduki Ba-
idlowi, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Prof. Dr. M. As-
rorun Ni'am Sholeh, KH. M. Cholil Nafis, Ph.D., K.H.
Sholahuddin Al Aiyub, M.Si, Ah. Azharuddin Lathif,
M.H., Prof. Dr. Uswatun Hasanah (pembimbing Te-
sis FH UI), Prof. Dr. Fathurrahman Djamil (penguji
Tesis FH UI), Prof. Dr. Heru Susetyo (penguji Tesis
FH Ul), para guru Magister Hukum Ekonomi FH Ul
2007-2010 (Prof. Dr. Erman Radjagukguk, Prof. Dr.
Hikmahanto Juwana, Prof. Dr. Satya Aritanto, Prof. A.
Zen Umar Purba, Prof. Valerine ].L.K, Prof. Arifin S. At-
madja, Dr. Yunus Husein, Dr. Zulkarnain Sitompul, Dr.
Inosentius Samsul, Dr. Syamsul Ma’arif), Dr. Sukirno,
S.H., M.Si. (Kaprodi S3 FH Undip, motivator pengem-
bangan buku ini), Prof. Ro’'fah Setyowati, Ph.D. (Pro-
motor S3 FH Undip, peniup energi positif), Dr. Nabi-
tatus Sa’adah, M.H. (Ko-Promotor S3 FH Undip), Prof.
Dr. Ahmad Tholabi Kharlie (Dekan FSH UIN Jakarta
2019-2023 /Warek [ 2023-2027), Prof. Dr. Muham-
mad Maksum (Dekan FSH UIN Jakarta 2023-2027),
Abdul Muis Sobri (editor dan penerbit), Muh. Azha-
run Ni'am (editor), Amin S. Putra (disainer), dan ke-
luarga tercinta kami: Ade Rina Farida, Maula Azharil
Adzkia, Zidny [Iman Nafi, serta Raisa Ni'ma Aqila.

BAB 1l

PENGANTAR PENULIS i
UCAPAN TERIMA KASIH X
DAFTAR IS xi
BAB |  KONTEKS DAN RELEVANSI OTORITAS SYARIAH
DALAM HUKUM PERBANKAN-------------c-<--- 1
A. MOMENTUM HUKUM KHUSUS
PERBANKAN SYARIAH-----scncnenememmaca 2
B. PETA STUDI OTORITAS SYARIAH
HUKUM PERBANKAN «---ccecmcmcmemecaca 15

C. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN
OTORITAS SYARIAH DALAM SISTEM

HUKUM 39
1. Daya Ikat Fatwa ---------------==-----oo-- 39
2. Kewenangan Badan Hukum Publik

dan Privat 43

3. Norma Hukum Versus Norma Agama 45

KERANGKA KONSEPTUAL TATA KELOLA

OTORITAS SYARIAH DALAM HUKUM PERBANKAN -- 51

A. SHARIAH GOVERNANCE FRAMEWORK 55
1. Ketentuan Umum Kerangka Kerja

Tata Kelola Syariah -----------=-----=---- 56
2. Pengawasan, Akuntabilitas,

dan Responsibilitas --------------------- 59
3. Independensi 60
4. Kompetensi 61
5. Kerahasiaan dan Konsistensi---------- 62
6. Etika Profesional-------------------=----- 63
7. Kepatuhan Syariah dan Fungsi Riset-- 64



Xii

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH

DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

BAB

OTORITAS SYARIAH DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA ---
A

mMHO 0w

OTORITAS PRODUKSI FATWA PRINSIP SYARIAH ----

. Pakistan
. Malaysia

. Iran

1
2
3. Sudan
4
5

Bahrain

TRANSFORMASI FATWA MENJADI REGULASI
BERDAYA IKAT

1. Pakistan
2. Malaysia

3. Sudan

MEKANISME PENGAWASAN KEPATUHAN
SYARIAH

1. Pakistan
2. Malaysia

3. Sudan

POTRET SEKILAS POLITIK HUKUM
PERBANKAN SYARIAH

1. Materi Hukum

2. Kelembagaan Hukum
3. Kultur Hukum

PROSES LAHIRNYA FORMULA OTORITAS SYARIAH-

DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) ------------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) -----------
KOMITE PERBANKAN SYARIAH (KPS) --------
PERALIHAN DARI BI KE OJK

PASCAUU 21/2011
1. Dari KPS Bl Ke KPJKS OJK -------------=------
2. Pasca UU P2SK 4/2023: KPJKS Jadi KPKS
DINAMIKA OTORITAS SYARIAH

PASCA PUTUSAN MK 2022

KONSOLIDASI OTORITAS SYARIAH
PASCA OMNIBUS LAW 2023

1. Penguatan Sharia Governance Framework
Hukum Perbankan

2. Peningkatan Peran dan Wewenang
Dewan Pengawas Syariah --------------------

65
67
70
76
81
82

84
86
87
92

96
98
102
107

111

121
124
129
131
134
147
156
160

164
165
171
173
188

198

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA MENUJU PENGUATAN

OTORITAS SYARIAH
A

B.

BAB V

OTORITAS PUBLIK DI TANGAN

BADAN HUKUM PRIVAT

HUKUM NEGARA BERBASIS AGAMA

DENGAN REFERENSI RESMI

RISIKO TEORITIK OTORITAS PUBLIK

TANPA STANDAR PUBLIK

AGENDA PENGUATAN FUNGSI OTORITAS

SYARIAH
1.

2.

PENUTUP
A

Konsolidasi Kewenangan dan Tantangan
Penguatan
Pelembagaan Ulama dalam Qanun Aceh:
Pelajaran Eksperimen Lokal -----------------------
MUI Bukan “Ormas Biasa”:

Agenda Reposisi Kelembagaan --------------------
Menguatkan Infrastruktur Fatwa:

Model Jimly untuk MUI

Legitimasi Otoritas Agama dalam Nation-State:

Dinamika Awal

Pelajaran Komparasi: Keseimbangan Legalitas,
Independensi, dan Kompetensi -----------------------
Putusan MK 2022: Pengukuhan Model Otoritas --
Omnibus Law 2023: Antara Konsolidasi

dan Pergeseran

Agenda Mendatang:
Penguatan Kerangka Tata Kelola ----------------------

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL PENULIS

209

210

224

230

235

238

242

248

256

265

267

269
271

273

279

282
305

xiii

DAFTAR
1SI



eeeeeeee
Negara Muslim

KONTEKS

DAN RELEVANSI
OTORITAS SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN




2

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH

DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

A. MOMENTUM HUKUM KHUSUS
PERBANKAN SYARIAH
utir kunci dalam hukum perbankan syariah
yang berbeda dengan hukum perbankan
konvensional adalah tersedianya otoritas
dan mekanisme yang menjamin kepatuhan
(compliance) pada prinsip syariah.! Kepatuhan
pada norma sebenarnya adalah elemen lazim
dalam tata kelola perbankan. Karena itu, setiap
bank selalu memiliki direksi bidang kepatuhan.

1 DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan
Syariah, 2007, h. 153. Pengalaman Pakistan lebih tiga dekade dalam pengelo-
laan bank Islam menunjukkan bahwa kerangka kerja kepatuhan syariah yang
efektif adalah hal esensial bagi kesuksesan industri jasa keuangan syariah.
Hal itu penting untuk memelihara kepercayaan deposan dan berbagai
pemangku kepentingan lain. Lihat Islamic Bank Departement, State Bank of
Pakistan, "Strategic Plan for Islamic Banking Industry of Pakistan”, hal. 15,
(http://www.sbp.org.pk/departments/pdf/StrategicPlanPDF/Appendix-
C%20Shariah%?20Compliance.pdf), diunduh pada 8 Februari 2009.

2 Seputar prinsip kepatuhan bank, merujuk pada Muhammad Jumhana, Asas-
Asas Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2008) h. 200.

Tetapi kepatuhan syariah pada hukum perbank-
an syariah mengandung muatan lebih mendalam,
dikarenakan juga memiliki dimensi keagamaan.

Bila sebuah bank syariah melakukan
penyimpangan norma, risikonya bukan hanya
dinyatakan bermasalah menurut standar hu-
kum positif, tapi juga dalam perspektif agama.
Dampak ikutannya, reputasi bank dan keper-
cayaan publik akan mengalami Kkrisis. Karena
banyak nasabah yang memilih bank syariah
berdasarkan pertimbangan agama, untuk meng-
hindari haramnya riba.? Bila sebuah bank su-
dah menyatakan diri sebagai bank syariah, lalu
terungkap kegiatan bisnisnya menyimpang dari
syariah, maka kepercayaan nasabah bisa rusak.*
Padahal kepercayaan (trust) adalah pilar pokok
eksistensi dan kelangsungan bank.

3 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2007) h. 25.

4 Di Bukit Tinggi, Pengadilan Agama memutuskan produk Bank Bukopin
Syariah tidak sesuai prinsip syariah. Lihat Fachrul Rasyid, “Rebah
Dirambah Murabahah”, Majalah GATRA, 20 Februari 2008, h. 82. Di Jakarta,
Bank Danamon Syariah dilanda rumor menerapkan praktik derivatif
yang bertentangan syariah. Lihat Sigit Wibowo, "Transaksi Derivatif
Coreng Industri Perbankan Syariah”, Sinar Harapan, 3 Februari 2009. Ada
beberapa analisis yang meragukan kesesuaian syariah praktik perbankan
syariah selama ini. Misalnya pembiayaan murabahah yang menjadi produk
dominan bank syariah. Lihat Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik
atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, (Jakarta: Paramadina,
2006). Lihat juga Abdul Azis Setiawan, "Otokritik untuk Perbankan
Syariah”, Majalah Hidayatullah, Februari 2006.
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Otoritas syariah dalam hukum perbankan
di Indonesia pertama kali diformulasikan seca-
ra legal-formal dalam Undang-Undang (UU)
nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, yang disahkan pada 16 Juli 2008. UU
tersebut menggariskan bahwa otoritas sya-
riah berada pada Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan
Pengawas Syariah (DPS), yang harus dibentuk
pada masing-masing Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional.®

Penjabaran otoritas MUI itu diwujudkan
dalam dua hal. Pertama, otoritas perumusan
prinsip syariah. MUI menjadi otoritas satu-
satunya yang disebutkan UU 21/2008, dengan
fungsi membuat fatwa tentang prinsip syariah.®
Dikarenakan fatwa MUI bukan bagian sumber
hukum dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan yang mengikat,” maka agar berke-

5  Bagian "Penjelasan Umum”. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang
Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 nomor
94 dan TLNRI 4867.

6  Prinsip syariah yang dijadikan rujukan bukan berupa bahan mentah teks
keagamaan yang langsung diambil dari kitab suci atau kitab-kitab fikih
klasik produk para ulama terkemuka di bidang syariah. Prinsip syariah yang
dimaksud UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah hasil
kajian pengembangan dari sumber-sumber pokok agama tadi, yang dibahas
mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), lalu dituangkan dalam
bentuk fatwa MUL Fatwa inilah wujud pengejawantahan paling siap pakai
dari prinsip syariah tadi. Seputar fatwa MU], lihat Ma'ruf Amin, Fatwa dalam
Sistem Hukum Islam, (Jakarta: elSAS, 2008).

7  Pola ini sejalan dengan Positivisme Kelsenian. Inti aliran ini adalah

kuatan operasional, fatwa itu dituangkan dalam
wadah legal berupa Peraturan Bank Indonesia
(BI). Proses peralihan dari fatwa MUI menjadi
Peraturan Blitu dikelola oleh Komite Perbankan
Syariah (KPS), sebuah komite di internal BI.®

Kedua, tahap pengawasan. Mekanisme
pengawasan kepatuhan syariah diwujudkan
dalam bentuk penyediaan divisi kontrol internal
di setiap bank syariah, berupa DPS. Peran MUI
adalah pemberi rekomendasi calon anggota
DPS sebelum ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). DPS inilah yang
merepresentasikan otoritas syariah dari MUI
untuk diterapkan pada setiap bank syariah.’
DPS menjadi kepanjangan tangan MUI untuk
memonitor implementasi fatwa MUL

menekankan Teori Jenjang (Stuffentheorie). Bahwa validitas hukum
ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Dalam kasus Indonesia,
validitas sebuah UU tergantung sejalan atau tidak dengan UUD 1945.
Aliran ini memandang hukum adalah apa yang berlaku, bukan apa yang
digagas. Lihat M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence,
(London: Sweet & Maxwell. Ltd., 1994) h. 309 dan W. Friedmann, Teori
dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, (Jakarta:
Rajawali, 1990), h.149.

8 Lihat Pasal 26 ayat 1-5 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Lihat juga Peraturan Bl nomor 32/10/PBI/2008 tentang Komite
Perbankan Syariah. LNRI tahun 2008 nomor 179 dan LTNRI 4927.

9  Lihat Pasal 32 ayat 1-4 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat
juga Peraturan BI nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
LNRI tahun 2009 nomor 29, TLNRI nomor 4978.
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Secara umum, model otoritas syariah
yang digariskan UU 21/2008 itu merupakan
peneguhan praktik yang sudah berjalan se-
belum UU tersebut lahir. MUI sudah lama me-
laksanakan peran penting dalam perjalanan
perbankan syariah di Indonesia. Namun kedu-
dukan MUI memasuki fase baru yang makin
strategis, setelah lahirnya UU 21/2008.

Meskipun bukan badan hukum publik, bu-
kan bagian lembaga negara, MUI pasca UU ter-
sebut, diberi otoritas mengeluarkan ketentuan
yang secara tidak langsung dapat mengikat pu-
blik. Sebelum berlakunya UU 21/2008, fatwa MUI
tidak mengikat proses perumusan regulasi bi-
dang perbankan syariah. Fatwa MUI memang su-
dah banyak yang diserap oleh regulator menjadi
regulasi, tapi formula penyerapannya terserah
kepada kebijakan regulator. Ada fatwa yang dise-
rap secara utuh. Ada yang diserap secara parsial.
Ada juga yang tidak diserap menjadi regulasi.’®

Mekanisme penyerapan fatwa ke dalam
hukum positif yang demikian itu, sejalan de-

10 Lihat tesis Sholahudin Al Aiyub, Analisis faktor-Faktor Keorganisasian
yang Berhubungan dengan Kinerja Dewan syariah Nasional- Majelis
Ulama Indonesia, Tesis Master, Pascasarjana Ul, Desember 2006. Lihat
juga Asrori S. Karni, “Fatwa Moderat Berdaya Ikat”, Majalah GATRA, Edisi
Khusus Lebaran 2007, Nomor 48 Tahun XIII, tanggal 24 Oktober 2007,
hal. 76-77.

ngan hakikat dasar fatwa sebagai produk hu-
kum Islam yang tidak mengikat. Otoritas re-
gulasi awalnya tidak terikat mematuhi fatwa.
Semenjak berlakunya UU 21/2008, fatwa MUI
dinyatakan menjadi rujukan resmi dalam pe-
nyusunan Peraturan BI tentang prinsip syariah.
Berikut bunyi pasal 26 dalam UU 21/2008 yang
menempatkan fatwa MUI sebagai rujukan:

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21
dan/atau produk dan jasa syariah, wajib
tunduk kepada Prinsip Syariah.

(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis
Ulama Indonesia.

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam Peraturan Bank
Indonesia.

(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk
komite perbankan syariah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan, keanggotaan, dan tugas
komite perbankan syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
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Ada dua aspek teoritik yang penting di-
perhatikan dalam menyikapi skema otoritas
syariah di atas. Pertama, menurut teori hukum
Islam, fatwa tidak berkekuatan mengingat
publik luas. Fatwa hanya mengikat orang yang
mengeluarkan fatwa. Peminta fatwa (mustafti)
pun tidak terikat.!’ Produk pemikiran hukum
Islam yang diakui mengikat hanya dua: putusan
hakim (qadla’) dan peraturan perundang-
undangan (qanun).'? Maka itu wajar terjadi,
atas persoalan agama yang sama, di kalangan
umat Islam kadang muncul beberapa fatwa
berbeda, dengan argumen yang sama-sama su-
lit dibantah.

Kedua,Indonesiaselamainitidak memiliki
otoritas resmi dalam fatwa agama, berbeda
dengan negara-negara yang menjadikan Islam
sebagai agama negara. Karena tidak ada lem-
baga fatwa resmi, maka banyak entitas di Indo-
nesia yang melahirkan fatwa atau pendapat
hukum Islam. Baik organisasi kemasyarakatan
(ormas) Islam, perguruan tinggi Islam, maupun
ulama perorangan.

11 Lihat entry “Fatwa” dalam Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum
Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid I, hal. 326.

12 Busthanul Arifin, “Segi Hukum yang Terlupakan”, dalam satria Effendy,
Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi
dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. xviii.

Selain MUI yang memiliki kompetensi
berfatwa dan secara faktual makin produktif
melahirkan fatwa, secara sosiologis di Indo-
nesia juga banyak otoritas keulamaan lain
yang dipandang kredibel mengeluarkan opini
keislaman di Indonesia. Sebelum MUI terben-
tuk, tahun 1975, sudah berdiri Organisasi Ke-
masyarakatan (ormas) Islam yang jauh lebih
tua, seperti Muhammadiyah (sejak 1912) dan
Nahdlatul Ulama (sejak 1926), untuk menyebut
dua saja contoh ormas Islam terbesar, yang
lebih lama mengeluarkan fatwa keagamaan.!?
Di Muhammadiyah melalui majelis tarjih, di
NU melalui bahtsul masail. Lahirnya MUI 1975
antara lain untuk menawarkan model wa-
dah bersama di tengah kemajukan otoritas
keulamaan, maka moto MUI adalah Wadah
Musyawarah Ulama, Zuama’, dan Cendekiawan
Muslim.

Catatan kedua, dari sudut proses pemba-
hasan UU Perbankan Syariah, formula otoritas
kepatuhan syariah yang demikian itu juga pen-
ting ditelaah secara mendalam, karena mo-
del otoritas tadi dihasilkan dari proses tarik

13 Seputar fatwa Muhammadiyah, lihat Fathurahman Djamil, Metode
Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995). Untuk
perbandingan NU dan Muhammadiyabh, lihat Rifyal Ka’bah, Hukum Islam
Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: Yarsi, 1999).
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menarik tajam.!* Sebenarnya, dinamika de-
mikian adalah perjalanan lazim dalam setiap
pembahasan UU. Persoalanya, apakah hasil
dari proses tarik menarik itu sekadar berspirit
kompromi atau akomodasi atas kepentingan
pihak tertentu atau juga sudah dilengkapi
dengan perangkat regulasi yang memadai.

Semula, menurut naskah RUU yang di-
usulkan DPR, otoritas syariah itu diberikan ke-
pada sebuah “Dewan Syariah Nasional” (DSN).
Namun DSN dalam usulan DPR itu bukan lagi
organ di bawah MUIL Tapi badan baru yang
namanya sama dengan DSN MUI, hanya saja, kali
ini diusulkan dikukuhkan sebagai bagian bank
sentral (BI) atau bagian Otoritas Jasa Keuangan,
setelah OJK berdiri.’® Artinya, dalam skenario
usulan DPR itu, dibentuk DSN baru yang bukan
bagian dari MUI, namun bagian dari negara,
dalam hal ini, BI atau OJK. Bisa disebut sebagai
“DSN-Negara” untuk memudahkan pemilahan
dalam buku ini.

14 Kritik ini terinspirasi pendekatan aliran Critical Legal Studies. Lihat
Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies
Movement). Terjemahan Ifdhal Kasim. (Jakarta: ELSAM, 1999). Lihat juga
M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, (London: Sweet &
Maxwell. Ltd., 1994). h. 935-1024.

15 DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
Perbankan Syariah”, 2007, h. 154-155.

Diusulkan pula dalam draf RUU itu, meka-
nisme pengangkatan DSN-Negara, dengan cara
ditunjuk dan diangkat oleh BI, setelah terlebih
dahulu mendengarkan pendapat MUI. Masa
jabatannya empat tahun. Hal itu makin mengu-
kuhkan hubungan struktural DSN-Negara dengan
BI. Pertimbangan dilakukannya formalisasi DSN
ini, karena DPS sebagai perangkat kepatuhan
syariah di tingkat operasional sudah disebutkan
dalam peraturan perundang-undangan tingkat
UU, yakni UU 40/2007 tentang Perseroan Ter-
batas, sementara DSN sebagai payung di atas DPS
dalam skema otoritas syariah tadi, belum masuk
UU. Maka, posisi dan kewenangan lembaga DSN
perlu dimasukkan dalam UU.

DSN-Negara, dalam draf RUU itu, diske-
nariokan sebagai satu-satunya badan yang ber-
wenang mengeluarkan fatwa atas produk, jenis
kegiatan, dan jasa keuangan syariah. DSN-Negara
juga mengawasi penerapan fatwa. Dengan de-
mikian, semula, otoritas syariah tidak dise-
rahkan kepada MUI, tetapi kepada sebuah badan
pembuat fatwa yang secara kelembagaan menjadi
bagian bank sentral atau otoritas jasa keuangan.

Ketua MUI bidang fatwa Ketika itu, KH
Ma'ruf Amin, mengungkapkan ketidaksetujuan-
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nya dengan model usulan DPR tersebut.!® Bila
DSN dijadikan bagian dari BI, MUI meragukan
kemandirian dan validitas opini hukum Islam
yang hendak dirumuskan. Bukan tidak mungkin,
otoritas fatwa itu hanya akan menjadi lembaga
pemberi legitimasi atas rencana kebijakan bank
sentral. Pemerintah ternyata juga menentang
formula usulan DPR itu.'”

Dalam perkembangan kompromi beri-
kutnya, akhirnya usulan DPR itu dimodifikasi.
Setelah otoritas syariah yang hendak di bawah
bank sentral ditolak, otoritas itu kemudian di-
kembalikan kepada MUI, sebagaimana prak-
tik yang selama ini berjalan.’®* Kompromi po-
lemik tentang otoritas syariah secara ringkas
dikonklusikan dalam penjelasan umum UU
21/2008 Perbankan Syariah berikut ini:

Sebagai undang-undang yang khusus
mengatur perbankan syariah, dalam Un-
dang-Undang ini diatur mengenai masalah

16 Ceramah KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI bidang Fatwa, saat Rakernas MUI di
Jakarta, Oktober 2008.

17 Lihat “Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang
Tentang Perbankan Syariah”, ditandatangani Menteri Keuangan Sri
Mulyani, tanggal 21 Maret 2007.

18 Lihat “Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap RUU Perbankan Syariah”
pada Rapat Paripurna DPR, tanggal 17 Juni 2008. Berkas 6 halaman
itu ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan
HAM, Andi Mattalatta, dan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni.

kepatuhan syariah (syariah compliance)
yang kewenangannya berada pada Majelis
Ulama Indonesia (MUI) yang direpresen-
tasikan melalui Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang harus dibentuk pada masing-
masing Bank Syariah dan UUS. Untuk me-
nindaklanjuti implementasi fatwa yang di-
keluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank
Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia
dibentuk komite perbankan syariah, yang
keanggotaannya terdiri atas perwakilan da-
ri Bank Indonesia, Departemen Agama, dan
unsur masyarakat yang komposisinya ber-
imbang.

Keunggulan formula kompromi ini adalah
bahwa prinsip independensi otoritas fatwa,
sebagaimana didalilkan KH Ma'ruf Amin dan
pemerintah, dikedepankan. Hanya saja, formula
otoritas baru ini belum disertai ketentuan le-
bih komprehensif tentang standar operasi,
kewenangan rinci, mekanisme rekrutmen,
dan hal-hal detil lainnya, yang sebelumnya su-
dah dipersiapkan komprehensif dalam RUU
Perbankan Syariah versi DPR, ketika hendak
mengusulkan “DSN-Negara” di bank sentral
sebagai pemegang otoritas syariah. Dengan de-
mikian, hasil akhir pembahasan UU Perbankan
Syariah saat itu, dalam kaitan otoritas syariah,

13

BABI
KONTEKS DAN
RELEVANSI
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN



14

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

sekadar menetapkan klausul makro, seperti
memastikan siapa pemegang otoritas syariah,
siapa perangkat pendukungnya di tingkat ope-
rasional, dan siapa yang mentransformasikan
fatwa ke dalam regulasi.

Sedangkan ketentuan detail belum di-
atur dalam UU 21/2008 tentang Perbankan
Syariah. Begitu pula tidak ditemukan klausul
yang menyatakan bahwa ketentuan rinci se-
putar otoritas syariah akan diatur dalam per-
aturan perundang-undangan yang lain. Bisa
dibandingkan dengan ketentuan tentang DPS.
Meskipun pasal-pasal tentang DPS dalam
UU Nomor 21 Tahun 2008 juga bersifat garis
besar, tetapi ada klausul yang mendelegasikan
ketentuan rincinya pada Peraturan BL.» Dengan
demikian, otoritas syariah yang dipercayakan
kepada MUI tidak disertai panduan legal ten-
tang standar operasi fungsi dan otoritas fatwa
MUL

19 Pasal 32 ayat (4) UU 21/2008 menyebutkan, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia”.

B. PETA STUDI OTORITAS SYARIAH

HUKUM PERBANKAN

Tak lama setelah pengesahan UU
21/2008, belum ditemukan studi komprehen-
sif tentang otoritas dan mekanisme kepatuhan
syariah dalam regulasi perbankan syariah di
Indonesia. Hal itu barang kali disebabkan ka-
rena penegasan legal formal tentang masalah
tersebut baru ada setelah berlakunya UU
21/2008, mulai 16 Juli 2008. Begitu pula be-
lum ditemukan studi mendalam tentang per-
bandingan otoritas dan mekanisme kepatuhan
syariah diberbagainegara. Studi perbandingan
antar negara yang ditemukan lebih banyak
mengulas aspek umum perkembangan lemba-
ga keuangan syariah.

Namun demikian, ditemukan sejumlah
studi yang bisa menjadi pijakan awal untuk
mengembangkan kajian tema ini lebih lanjut
dan mendalam. Tema seputar mekanisme pe-
rumusan prinsip syariah dan pengawasan
implementasinya dalam praktik lembaga ke-
uangan syariah, ditemukan dalam tesis Shola-
hudin Al Aiyub, tahun 2006, di Program Pas-
casarjana, Kajian Timur Tengah dan Islam,
Universitas Indonesia. Tesis yang mengulas
posisi dan peran Dewan Syariah Nasional
(DSN)-MUTI itu berjudul, "Analisis Faktor-Faktor
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Keorganisasian yang Berhubungan dengan Ki-
nerja Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia.”

Salah satu bahasan dalam tesis tersebut
yang relevan dengan buku ini adalah gambaran
tentang model-model penyerapan fatwa DSN-
MUI dalam regulasi lembaga keuangan syariah.
Bukan hanya fatwa bidang perbankan yang
diserap Peraturan BI, tapi juga fatwa terkait
pasar modal dan asuransi yang diserap regulasi
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam- LK), serta fatwa terkait
lembaga pembiayaan yang diadopsi dalam per-
aturan Departemen Keuangan.

Dikatakan, tingkatan penyerapan fatwa
ekonomi syariah oleh berbagai regulator terse-
but, berbeda-beda. Ada yang diadopsi substan-
sinya saja. Ada pula yang diakomodir secara
tekstual, apa adanya. Misalnya, Peraturan BI No.
7/46 tentang Akad Penghimpunan dan Penya-
luran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Ke-
giatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Di
sana tertampung hampir semua fatwa DSN
berkaitan perbankan syariah.

Tingginya serapan fatwa dalam peraturan
BJ, periode sebelumberlakuUU 21/2008, bukan

karena perintah UU, tapi karena kebijakan hu-
kum pimpinan Bl yang menempatkan fatwa
DSN sebagai acuan. Surat Keputusan (SK) Di-
reksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999,
pasal 31 menyatakan, “Untuk melaksanakan
kegiatan usahanya, bank umum syariah diwa-
jibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI.” Lebih
lanjut, SK itu berbunyi, “Dalam hal bank akan
melakukan kegiatan usaha sebagaimana di-
maksud pasal 28 & 29, bila ternyata kegiatan
usaha dimaksud belum difatwakan DSN, maka
bank wajib minta persetujuan DSN sebelum
melaksanakan kegiatan tersebut.”

Namun, banyak pula fatwa DSN yang
sama sekali tidak diakomodasi Peraturan BI.
Menurut Sholahudin, dari 53 fatwa DSN yang
dikeluarkan antara 2000-2006, fatwa yang
diakomodasi dalam Peraturan BI sekitar 40
fatwa (75%). Sisanya tidak diserap. Fatwa yang
tidak diserap Peraturan BI kebanyakan berisi
tema pertalian antara nasabah dan pelaksana
perbankan syariah. Antara lain fatwa tentang
diskon dalam murabahah; sanksi atas nasabah
mampu yang menunda-nunda pembayaran;
potongan pelunasan dalam murabahah; pem-
biayaan rekening koran syariah; pengalihan
hutang; dan penyelesaian piutang murabahah
bagi nasabah tak mampu bayar.
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Sedangkan penyerapan fatwa DSN da-
lam regulasi pasar modal syariah tergambar le-
wat Peraturan Bapepam no. IX.A.13 yang me-
nyatakan bahwa semua transaksi pasar modal
syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI. Menurut
tesis Sholahudin, tidak ditemukan secara spesifik
peraturan Bapepam yang memuat fatwa. Tetapi
redaksi dan ruh peraturan Bapepam di atas
menunjukkan pentingnya posisi fatwa DSN.

Di bidang asuransi syariah, sandaran
hukum yang selama ini jadi payung adalah
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/
KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Ke-
lembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi. Serta keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan No. Kep.4499/LK/2000
tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan sistem Syariah. Pada peraturan tersebut,
fatwa DSN diakomodasi secara substantif.

Dipaparkan pula gambaran mekanisme
pengawasan implementasi prinsip syariah.
Bahwa tiap lembaga keuangan syariah harus
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Na-
ma-nama anggota DPS direkomendasikan
DSN-MUI. Karena itu, DPS dipandang sebagai
kepanjangan tangan DSN untuk menjamin ter-

implementasinya fatwa DSN. Meskipun, hu-
bungan DSN dan DPS itu lebih bersifat moral,
bukan hubungan yang mengikat secara legal.
Sebelum UU 21/2008 mekanisme pengawasan
demikian sudah menjadi praktik yang berjalan.
Lalu diperkuat oleh UU PT nomor 40 tahun 2007.

Tesis Sholahudin tersebut belum meng-
gambarkan situasi terbaru setelah berlakunya
UU 21/2008. Pendekatan yang dipakai juga
berbeda, bukan telaah yuridis-normatif, tapi
perspektif manajemen, dengan tujuan mengu-
kur kinerja Lembaga DSN-MUI Tapi materi
yang tergali dalam tesis tersebut amat berguna
sebagai bahan kajian buku ini.

Studi lain yang relevan, meski lebih jauh
pertaliannya, adalah disertasi Wahiduddin
Adams di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
yang lulus pada 5 Juli 2002, dengan judul,
"Fatwa-Fatwa Hukum MUI (Pola Terserapnya
dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-
1997).” Disertasi tersebut memetakan dan
menyediakan pijakan teoritik tentang pola
relasi antara fatwa yang berstatus sebagai legal
opinion yang tidak mengikat dengan peraturan
perundang-undangan yang bersifat mengikat.
Posisi MUI yang makin kuat dalam perumusan
hukum perbankan syariah belakangan ini,
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sebagaimana tertuang dalam UU 21/2008, tak
pelak bertolak pada rekam jejak MUI seba-
gaimana dikemukakan disertasi tersebut.

Tapi disertasi itu tidak banyak menying-
gung prinsip syariah yang terkait lembaga ke-
uangan syariah. Fatwa MUI yang dikupas lebih
bersifat umum, termasuk fatwa bidang kesehatan
yang banyak diadopsi regulasi bidang kesehatan.
Dalam pada itu, periode 1997 dan sebelumnya
yang menjadi periode penelitian disertasi itu,
DSN sebagai organ di bawah MUI yang khusus
menetapkan fatwa ekonomi syariah, belum ber-
diri. DSN baru berdiri tahun 1999.

Bahkan pada periode 1997 dan sebelum-
nya itu, UU 10/1998 tentang Perbankan yang
menjadi tonggak penting dalam hukum per-
bankan syariah, belum lahir. UU inilah yang per-
tama kali menyejajarkan bank syariah dan bank
konvensional dengan dual banking system. Di
UU ini pula, pertama kali secara eksplisit disebut
istilah ”prinsip syariah”, yang pada ketentuan
sebelumnya, UU 7/1992 tentang Perbankan,
masih "malu-malu” dengan istilah “Prinsip Bagi
Hasil”?® Maka wajar bila disertasi tersebut be-

20 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata
Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007) h.
121.

lum mengulas penyerapan fatwa MUI tentang
perbankan syariah.

Disertasi rintisan tentang fatwa MUI di-
lakukan Mohammad Atho Mudzar di Univer-
sity of California, tahun 1990, berjudul, “Fatwas
of The Council of Indonesian Ulama: A Study
of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-
1988”. Disertasi ini hampir menjadi rujukan
induk tentang studi MUI. Disertasi tersebut
bermanfaat memberi gambaran umum tentang
sifat fatwa, dari segi metode perumusan, ke-
adaan sosio-politis di sekelilingnya, dan reaksi
masyarakat terhadap fatwa itu.

Atho mengulas delapan kelompok fatwa
MUIL Mulai tentang ibadah, pernikahan dan
keluarga, kebudayaan, makanan, kehadiran
Muslim pada perayaan Natal. Masalah kedok-
teran, keluarga berencana, hingga tentang ke-
lompok sempalan Islam. Tak satu pun bahasan
tentang fatwa bidang keuangan Islam. Hal itu
bisa dimengerti, karena periode kajiannya
sampai tahun 1988. Tapi catatan penting dari
disertasi ini adalah bahwa MUI memiliki re-
kam jejak dan pengalaman panjang dalam
mengembangkan pemikiran hukum Islam yang
responsif terhadap perkembangan aktual.
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Kepustakaan lain yang mengupas per-
bandingan mekanisme kepatuhan syariah di
berbagai negara ditemukan dalam karya Sudin
Haron, Islamic Banking: Rules & Regulations,
terbitan Pelanduk Publication, Selangor, tahun
1997. Selain menjelaskan konsep mekanisme
kepatuhan syariah di beberapa negara Timur
Tengah, dikemukakan pula ringkasan perban-
dingan fatwa berbagai dewan pengawas sya-
riah sejumlah bank Islam di Timur Tengah. Tapi
paparannya singkat.

Tema serupa ditemukan dalam kertas
kerja State Bank of Pakistan berjudul "Stra-
tegic Plan for Islamic Banking Industry of Pa-
kistan”?!, khususnya lampiran Appendix-C ber-
judul “Shariah Compliance”. Dipaparkan per-
bandingan beberapa negara, seperti Iran, Ma-
laysia, Pakistan, Bahrain, dan juga Indonesia.
Tapi situasi Indonesia yang dipaparkan pada
periode ketika UU 21/2008 belum berlaku. Se-
bagai bahan awal, materi kertas kerja itu amat
berarti bagi kajian buku ini. Tapi ulasannya baru
sekilas, dan arahnya lebih untuk menghasilkan
kesimpulan bahwa mekanisme di Pakistan ada-
lah yang terbaik.

21 http://www.sbp.org.pk/departments/pdf/StrategicPlanPDF /Appendix-
C%20Shariah%20Compliance.pdf, diunduh 8 Februari 2009.

Riset berikutnya yang memiliki kedekatan
tema dengan fokus buku ini, antara lain, dila-
kukan Yeni Salma Barlinti, dosen FH UI. Studi
Barlinti dalam buku, Kedudukan Fatwa Dewan
Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional
di Indonesia (2010), berasal dari disertasinya di
program doktor ilmu hukum UL?? Versi artikel
hasil riset itu dimuat dalam buku, Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Dalam Sorotan (2011),2 dan
versi pengembangannya dimuat dalam jJurnal
Hukum dan Pembangunan (2012).2*

Dalam riset disertasinya tahun 2010, isu
hukum penelitian Barlinti, yang relevan dengan
angle buku ini, ada dua. Pertama, bagaimana
kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) MUI dalam sistem perundang-undangan.
Kedua, bagaimana pemanfaatan fatwa DSN-
MUI sebagai pertimbangan hukum bagi hakim
peradilan agama dan bagi arbiter Basyarnas da-
lam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

22 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2010.

23 Yeni Salma Barlinti, “Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Hukum
Indonesia.” Dalam Asrorun Ni’am Sholeh (ed.), Fatwa Majelis Ulama
Indoensia Dalam Sorotan. Jakarta: MUI, 2011.

24 Yeni Salma Barlinti, “Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi
Syariah.” Jurnal Hukum dan Pembangunan (Vol. 42, No. 1, Januari -Maret
2012).
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Terkait isu hukum pertama, Barlinti ber-
kesimpulan, bahwa kedudukan fatwa DSN da-
lam peraturan perundang-undangan adalah
sebagai hukum positif yang bersifat mengikat
para pelaku ekonomi syariah dan ada ancaman
sanksi administratif bila tidak dipatuhi. Pelaku
ekonomi syariah tersebut terdiri praktisi industri
keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang bertugas memastikan penerapan
fatwa dalam operasionalisasi lembaga ekonomi
syariah.

Pada isu hukum kedua, Barlinti berke-
simpulan, bahwa hakim dan arbiter tidak se-
lalu merujuk fatwa DSN dalam penyelesaian
sengketa. Penelitian dilakukan pada hakim-ha-
kim Pengadilan Agama se-Jakarta dan hakim
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Dari
enam putusan pengadilan, hanya satu yang me-
rujuk fatwa DSN. Dari delapan putusan Basyar-
nas, hanya satu yang merujuk fatwa DSN. Hal
itu, menurut Yeni, lantaran fatwa DSN dinilai
tidak mengikat, sebagaimana fatwa secara
umum. Hakim lebih mengutamakan peraturan
perundang-undangan karena dinilai mengikat.

Pada artikel tahun 2012 di Jurnal Hukum
dan Pembangunan, Barlinti menambahkan isu
hukum tentang bagaimana seharusnya bentuk

kelembagaan DSN-MUI sebagai pembuat fatwa
ekonomi syariah. Hal itu karena DSN adalah
lembaga non-negara namun produk hukumnya
(fatwa) dirancang mengikat. Padahal dalam
literatur ilmu hukum, yang mengikat publik itu
lazimnya adalah produk lembaga negara. Secara
konseptual, fatwa juga tidak mengikat publik.
Dengan kepastian kelembagaan DSN, menurut
Barlinti, perdebatan fatwa itu mengikat atau
tidak, akan dapat berkurang.

Setelah membandingkan dengan bebe-
rapa lembaga negara independen, seperti KPK,
KPI, KY, LPSK, dan Bapepam-LK, serta lembaga
fatwa di Malaysia dan Singapura, Barlinti me-
nyimpulkan, bahwa DSN seharusnya menjadi
lembaga pemerintah. Tidak lagi menjadi bagian
MUI. Sebagai lembaga pemerintah, Barlinti ber-
pandangan, sebaiknya tidak menjadi bagian da-
ri kementerian apapun, tapi bertanggung jawab
langsung pada Presiden.

Dengan menjadi lembaga pemerintah,
menurut Barlinti, DSN akan menjadi lembaga
yang berwenang mengeluarkan fatwa. Produk
hukum DSN akan mengikat secara hukum bagi
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan eko-
nomi syariah. DSN akan menjadi lembaga yang
lebih berwibawa dan berkekuatan hukum se-
bagai lembaga pemerintah.
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Meski menjawab sebagian perdebatan
terkait topik ini, argumen dan simpulan Barlinti
masih bisa didiskusikan. Simpulan bahwa fat-
wa DSN adalah hukum positif sebagai upaya
untuk menjawab polemik daya ikat fatwa, juga
perlu didiskusikan. Mengingat, bahwa dalam
UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa
MUI harus ditransformasikan dulu ke dalam
Peraturan BI, baru berkekuatan mengikat. De-
ngan demikian, payung hukum Peraturan BI
itulah yang membuat fatwa menjadi mengikat.

Fatwa DSN tidak otomatis mengikat, se-
belum dituangkan dalam peraturan tertulis
dari lembaga berwenang, yang dalam konteks
UU 21/2008 adalah BI, dan dalam konteks
pasca UU 21/2011 tentang OJK, adalah OJK.
Ancaman sanksi administratif pun lebih ka-
rena pelanggaran terhadap Peraturan Bl atau
Peraturan OJK yang isinya diserap dari fatwa,
bukan karena fatwa itu sendiri. Dengan de-
mikian, fatwa DSN belum cukup meyakinkan
untuk disimpulkan sebagai hukum positif. Sim-
pulan Barlinti itu terbantah oleh temuannya
sendiri, bahwa kebanyakan hakim dan arbiter
tidak merujuk fatwa DSN, justru dengan argu-
men, bahwa fatwa DSN bukan bagian hukum
positif yang mengikat.

Status demikian juga dinyatakan pene-
litian lain, misal, artikel Andi Firiana, doktor
hukum Unpad, pada jurnal Al-Ahkam (2017),
bahwa fatwa tidak masuk hierarki tata atur-
an hukum positif yang memiliki kekuatan
mengikat. Fatwa baru berkekuatan mengikat
setelah ditransformasi dalam berbagai bentuk
Peraturan Perundang-Undangan.?

Yang menarik, pada riset yang lain, Bar-
linti mengusulkan agar DSN dijadikan lembaga
pemerintah, terlepas dari MUIL Pertimbang-
annya, agar fatwa DSN mengikat publik. Opsi
ini memperlihatkan, seolah Barlinti ragu pada
simpulan awalnya, bahwa fatwa DSN adalah
hukum positif. Sisi lain, skenario menjadikan
DSN sebagai lembaga pemerintah juga salah satu
alternatif yang pernah dikaji kemungkinannya,
termasuk oleh naskah akademik RUU Perbankan
Syariah tahun 2007. Opsi lainnya, otoritas fatwa
prinsip syariah itu bukan berbentuk lembaga
pemerintah, tapi lembaga negara independen.

Terbuka pula kemungkinan, bentuk ke-
lembagaan otoritas syariah itu berupa lembaga
non-negara, tetap sebagai lembaga keulamaan,

25 Fariana, Andi, “Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum
Ekonomi Islam di Indonesia.” Al-Ahkam (Vol. 12, No. 1, Juni 2017).
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namun dicarikan formulasi, agar produknya
bisa mengikat publik. Hal itu mengingat, ske-
nario menjadikan otoritas fatwa sebagai bagian
lembaga negara sudah pernah dicoba dalam
pembahasan RUU Perbankan Syari’ah tahun
2007, dan belum bisa diterima oleh pembuat UU.
Alasan pokoknya, otoritas syariah itu diharapkan
independen dari kooptasi negara, karena dia juga
lembaga keulamaan. Maka, tidak cukup skenario
tunggal dalam merespon tema ini.

Multi skenario juga disarankan penelitian
Ja’far Baehaqi, doktor hukum Undip, 2013. Da-
lam artikel di jurnal Al-Ahkam, UIN Semarang,
“Paradoks Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Ma-
jelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum
Perbankan Syari’ah dan Alternatif Solusinya.”?®
Ja’far mengajukan tiga skenario agar fatwa DSN
mengikat. Pertama, penguatan berbasis man-
dat. DSN diberikan mandat oleh UU untuk me-
rumuskan fatwa sebagai pedoman.

Kedua, penguatan berbasis formalisasi
kelembagaan. Dengan ini, DSN dijadikan lem-
baga negara independen. Ketiga, penguatan
berbasis adopsi fatwa dalam peraturan perun-

26 Ja’far Baehaqi, “Paradoks Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari’ah dan Alternatif
Solusinya.” Al-Ahkam (Vol. 27, No. 1, April 2017).

dang-undangan, seperti yang saat ini berlaku.
Fatwa ditempatkan sebagai sumber hukum
positif melalui pengujian tertentu secara ketat,
sebagaimana kajian Abdul Halim, dalam jurnal
Ahkam UIN Jakarta.?’

Tiga skenario Ja'far tersebut dikembang-
kan dari tesis magister Asrori S Karni di FH
UL,?® karena beberapa kali Ja'far merujuknya,
dan disertasi Ja'far di FH Undip.? Rekomendasi
Ja'far terlihat lebih meyakinkan. Selain tiga
aspek penguatan kelembagaan tersebut versi
Ja'far, aspek yurisprudensi juga bisa menjadi
pilihan penguatan fatwa DSN. Hal itu dikupas
dalam artikel Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya
di Jurnal Hukum dan Pembangunan.*

Disertasi Sultan Alaydan, Islamic finance,
Sharia Non-compliance and the Standardization
of Sharia Governance, di University of West-
minster, London, 2016, sangat relevan dengan
sorotan buku ini. Disertasi Alaydan berangkat

27 Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia,” Ahkam
(Vol. XIIL, No. 2, Juli 2013).

28 Asrori S. Karni, “Problem Konseptual Otoritas Kepatuhan Syariah dalam
Regulasi Perbankan Syariah,” Tesis, Magister Hukum FH UI, 2008.

29 Ja’far Bachaqi, “Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam
Formulasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.”, Disertasi FH Universitas
Diponegoro, 2013.

30 Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, “Dinamika Penerapan /jtihad Bidang
Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan
(Vol. 49, No. 2, 2019).
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dari beberapa kritik pada praktik lembaga
keuangan Islam yang dipandang belum Islami.
Aspek kepatuhan syariahnya diragukan. Fat-
wanya dinilai inkonsisten dan tata kelolanya
dipandang belum berstandar. Kritik demikian
diprediksi dapat menurunkan kepercayaan
publik, kemudian membuat pertumbuhan ke-
uangan Islam rendah, dan lebih jauh, akan dapat
memicu Krisis.?! Maka diperlukan model Sharia
Governance yang terstandarisasi dan dapat
menjamin bahwa operasionalisasi lembaga ke-
uangan Islam betul-betul Islami secara spirit,
bukan hanya dari tampilan luar.

Pertanyaan penelitian disertasi Alaydan,
bagaimana seharusnya Sharia Governance di-
standarkan agar bisa menjamin praktik ke-
uangan Islam yang murni, sebagai alternatif
terhadap keuangan konvensional. Ada spirit
puritanisme dalam karya dosen Dar Al Uloom
University, Riyadh, Arab Saudi ini. Pertanyaan
penelitian itu diurai dalam tiga pertanyaan
rincian: (1) Apa problem sharia governance
dalam praktik dan apa sumber problem itu? (2)
Apa solusi yang mungkin untuk memecahkan
problem itu dalam bingkai sharia governance

31 Sultan Alaydan, “Islamic finance, Sharia non-compliance and the
standardization of Sharia Governance” (Disertasi, University of Westminster,
London, 2016), Hlm. 13.

kekinian? (3) Apa tindakan terbaik untuk me-
ningkatkan model tata kelola syariah yang ada
saat ini?3?

Disertasi Alaydan menggunakan teori
institusional baru. Penggunaan teori ini seka-
ligus diklaim sebagai originalitas penelitian
ini. Esensi teori institusional baru adalah bah-
wa agen, termasuk organisasi, terikat pada
lingkungan yang lebih luas. Organisasi tercipta
dan berubah sesuai perubahan lingkungan, khu-
susnya terkait legitimasi dan budaya. Proses per-
ubahan itu diderivasi dari konsep Max Weber
tentang birokratisasi, yang berdampak pada
pembentukan “kandang besi” dan homogenisasi.
Melalui proses yang disebut isomorfisme ke-
lembagaan itu, organisasi menjadi “terpenjara”
dalam framework institusional. Pasar yang kom-
petitif, merujuk Weber, menjadi kekuatan pe-
nentu terpenting bagi birokratisasi.*

Data socio-legal disertasi ini digali dari
tiga negara yang dinilai memiliki banyak sektor
signifikan terkait keuangan Islam. Yaitu, Inggris,
Arab Saudi, dan Malaysia. Inggris mewakili ne-
gara minoritas penduduk muslim. Saudi mewa-

32 Ibid., hlm. 14.
33 Ibid., hlm. 29.
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kilinegara Islam. Malaysia mewakili non-negara
Islam yang berpenduduk mayoritas muslim.3*

Dalam simpulan disertasinya, Alaydan
mengusulkan kerangka kerja tata keloka sya-
riah pada tiga level, agar komprehensif.>> Le-
vel perusahaan, level nasional, dan level in-
ternasional. Level perusahaan masih sama
dengan model Dewan Pengawas Syariah (DPS)
yang saat ini berlaku di tiap perusahaan,
hanya ditambahkan tekanan, agar DPS lebih
terintegrasi dalam corporate governance, bukan
sekadar elemen tambahan yang berbeda.

Pada level nasional, disertasi Alaydan
menekankan pentingnya dukungan penguatan
dari hukum nasional. Diperlukan keberadaan
sebuah Dewan Syariah Nasional seperti di Ma-
laysia. Tapi framework lebih lanjut diserahkan
pada keputusan masing-masing negara.

Pada level internasional, Alaydan menya-
rankan pentingnya badan otoritatif tunggal yang
merancang standar tata kelola syariah. Perlu
pula badan regulasi profesional internasional
untuk mendata pakar syariah dan mengelola

34 Ibid., him. 15.
35 Ibid., him. 405-406.

pendidikan para sarjana syariah sesuai disiplin
ilmunya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama
lebih luas dengan kalangan industri. Perlu pula
badan hisbah internasional yang dalam jangka
panjang bertanggung jawab mengelola koor-
dinasi dengan ombudsman nasional tiap negara.

Disertasi Alaydan memberi sumbangsih
teoritis dan konseptual sangat penting pada
fokus buku ini. Model solusi komprehensif
yang ditawarkan untuk memastikan terjaganya
Sharia Compliance sangat berguna untuk di-
adopsi dan dikontekstualisasi dalam kasus
Indonesia, dan diperluas pada fungsi Otoritas
Syariah secara lebih luas, tidak terbatas pada
bidang keuangan syariah, tapi juga jaminan
produk halal, dan berbagai bidang layanan
publik lain yang memerlukan layanan syariah
dari sebuah otoritas yang kredibel.

Alaydan merekomendasikan kerangka ker-
ja tata kelola syariah di level nasional diserah-
kan pada masing-masing negara.*®* Mengingat
Alaydan hanya meneliti konteks Inggris, Arab
Saudi, dan Malaysia, maka konteks Indonesia
penting dikupas tersendiri. Apalagi, Alaydan juga
menyarankan, sebagai tindak lanjut penelitian

36 Ibid.
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ini, diperlukan riset lanjutan pada negara-negara
lain yang mayoritas muslim. Alaydan menyebut
contoh Iran dan Sudan.?” Indonesia tidak disebut.
Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di
dunia, Indonesia lebih penting diteliti, dan di
situlah arti penting buku ini.

Proyek riset untuk merumuskan model
komprehensif dalam menjamin Sharia Com-
pliance pada lembaga keuangan syariah, juga
dilakukan disertasi Musthafa Ibrahim Muham-
maf Musthafa di Kairo, Mesir, 2012. Judulnya,
Nahwa Manhaj Mutakamil Lirragabah ‘alal
Masharif al-Islamiyah (Menuju Metode Terpadu
Pengawasan Perbankan Islam), pada Program
Ekonomi Islam, Al-Jami’ah Al-Amrikiyah Al-
Maftuhah (Universitas Amerika Terbuka), ca-
bang Kairo.?®

Musthafa berangkat dari penilaian bahwa
pengawasan syariah di perbankan Islam yangada
tidak berjalan efektif dan efisien. Banyak elemen
pengawas, baik dari dalam lembaga keuangan
[slam, maupun dari luar, tetapi sporadis dan ti-
dak efektif. Maka Musthafa menginginkan regu-

37 Ibid., hlm. 15.

38 Musthafa Ibrahim Muhammaf Musthafa, “Nahwa Manhaj Mutakamil
Lirraqabah ‘alal Masharif al-Islamiyah” (Disertasi, Program Ekonomi Islam,
Al-Jami’ah Al-Amrikiyah Al-Maftuhah, Kairo, 2012).

lasi pengawasan syariah yang efektif dan efisien,
dengan merumuskan standar evaluasi dan pen-
carian model pengawasan ideal.*®

Disertasi Musthafa merumuskan bebera-
pa hipotesis. Antara lain, bahwa Dewan Peng-
awas Syariah (DPS) yang ada, tidak efektif.
Depertamen audit internal di tiap perbankan
Islam, tidak mampu menjalankan fungsinya.
Begitu pula akuntan dan auditor eksternal tidak
optimal. Maka dibutuhkan akuntan dan auditor
spesialis syari’ah.*

Musthafa menggunakan metode induktif
(istigra’i) dengan analisis lapangan dan deduktif
(istinbathy) dengan menelaah bahan hukum ter-
tulis.*! Riset dibatasi pada pengawasan internal,
bukan eksternal. Pengawasan internal dibatasi
pada pengawasan syariah, bukan pengawasan
keuangan, administrasi atau pengawasan per-
bankan yang dilakukan bank sentral.*?

Disertasi ini berkesimpulan, keberadaan
Dewan Syariah diperlukan untuk dua fungsi
pokok: mengeluarkan fatwa sebagai pedoman

39 Ibid., hlm.
40  Ibid., hlm.
41 Ibid., him.
42 Ibid., hlm.

'S;‘ k«g‘, o
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operasional dan mengawasi kepatuhan pada
prinsip syariah. Dalam perkembangannya,
mengemuka gagasan pemisahan Dewan Sya-
riah untuk fungsi produksi fatwa dan fungsi
pengawasan kepatuhan.** Ini mirip dua fung-
si pokok MUI dalam UU 21/2008 tentang Per-
bankan Syariah. Fungsi produksi fatwa dija-
lankan DSN, salah satu lembaga di bawah MUI.
Sedangkan fungsi pengawasan dijalankan DPS,
sebagai kepanjangan tangan MUI, yang ada di
tiap lembaga keuangan syariah.**

Musthafa juga berkesimpulan, bahwa kunci
efektivitas dan efisiensi fungsi Dewan Pengawas
Syariah Perbankan Syariah adalah kemandirian
dan daya ikat keputusannya, termasuk fatwanya,
serta pemahamannya yang memadai terhadap
karateristik industri perbankan syariah terkini.
Disimpulkan pula, banyak negara mengeluarkan
peraturan yang mewajibkan keberadaan Dewan
Syariah dan Divisi pengawasan. Beberapa negara
yang dia sebut, antara lain: Bahrain, Uni Emirat
Arab, Kuwait, Jordania, Sudan, Suriah, Lebanon,
Yaman, Malaysia dan Inggris. Dia tidak sebut
Indonesia.*®

43 [bid., him. 214.

44 Lihat Pasal 32 ayat 1-4 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat
juga Peraturan BI nomor 11/3/PB1/2009 tentang Bank Umum Syariah.
LNRI tahun 2009 nomor 29, TLNRI nomor 4978

45 [bid.

Dibandingkan Indonesia, tetangga de-
kat, Malaysia, lebih sering dirujuk dalam be-
berapa riset komparatif tentang keuangan
Islam. Selain dalam studi Alaydan (2016) dan
Musthafa (2012) di atas, juga dalam disertasi
Zulkifli Hasan (2012) di Universitas Durham,
dan Abd Hakim Abd Razak (2018) di Dublin,
Irlandia.*®

Pakistan juga sering dijadikan bahan kom-
parasi, misal, pada disertasi Husein G. Rahman di
Universitas Adelaide, Australia. Indonesia belum
banyak disebut. Abd Hakim Abd Razak (2018)
menyebut Indonesia untuk dibandingkan dengan
Malaysia.*” Maka studi tentang dinamika otoritas
syariah di Indonesia dalam bingkai komparasi
internasional, makin penting .

Pada bagian saran disertasi Musthafa, ada
dua hal yang menarik disebut di sini, karena dekat
relevansinya dengan fokus buku ini. Pertama,
untuk memastikan independensi DPS dari dewan

46 Zulkifli Hasan, “Shari’ah Governance in Islamic Financial Institutions in
Malaysia, GCC Countries anda The UK” (Disertasi, Durham University,
Inggris, 2011). Juga, Abd Hakim Abd Razak, “The Corporate Governance
of Multiple Sharia’ Board Directorship Practice Under The Centralised
Approach: A Case Study of Qismut+3 South East Asia Divisional Members
of Malaysia and Indonesia” (Disertasi, School of Law, Trinity College
Dublin, Irlandia, 2018).

47 Hussain G. Rammal, “Corporate Governance in the Islamic Banking
System in Pakistan: The Role of Shari'ah Supervisory Board” (Disertasi,
Business School, University of Adelaide, Australia, 2010).
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direksi dan manajemen secara keseluruhan,
DPS harus dicalonkan dan ditetapkan melalui
rapat umum pemegang saham. Kedua, Musthafa
mengusulkan ada sebuah Dewan Syariah yang
menyatu dengan bank sentral. Dewan Syariah
tersebut bertugas menangani pengawasan per-
bankan syariah, serta menyatukan fatwa dengan
standarisasi produk perbankan syariah yang
dikeluarkan bank sentral.

Sumbangsih penting dari disertasi Mus-
thafaini padasalah satu konsen buku ini adalah
penegasan bahwa prinsip independensi dan
daya ikat fatwa adalah termasuk asas kunci
dalam merumuskan mekanisme pengawasan
kepatuhan syariah pada lembaga keuangan
syariah. Hanya saja, sebagian hal itu sebagian
sudah menjadi bahasan lama di Indonesia.

Misal, skenario bahwa Dewan Syariah
Nasional itu menyatu di bank sentral, per-
nah diajukan dalam RUU Perbankan Syariah,
tapi akhirnya ditolak, karena dinilai dapat
mengganggu independensi Dewan Syariah.
Akhirnya, yang diterima adalah formula tetap
seperti yang sudah berjalan, yakni DSN tetap
berada di bawah MUI. Agar fatwa MUI bisa
mengikat publik secara legal, ditransforma-
sikan terlebih dulu dalam hukum positif. Hal

itu menjadi kupasan disertasi Ahmad Zuhdi
(2015) di FH UGM.*®

Saran agar DPS diangkat oleh RUPS
supaya lebih independen, sudah dijalankan
di Indonesia sejak pengesahan UU 40/2007
tentang Perseroan Terbatas. Di Indonesia juga
sudah ada beberapa disertasi yang mengupas
efektivitas pengawas syariah di internal per-
bankan Syariah, seperti Arrisman (2008) di FH
Ul dan Didin Muhammad Sudi (2015) di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.*®

C. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN
OTORITAS SYARIAH DALAM SISTEM
HUKUM

1. Daya Ikat Fatwa

Dalam sejarah, ada empat model
produk penggalian hukum Islam: fikih,
fatwa, qadha’ (putusan pengadilan), dan

48 Ahmad Zuhdi, “Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) dalam Sistem Hukum Indonesia” (Disertasi, Program
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015).

49  Arrisman, “Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia” (Ringkasan Disertasi, Program
Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008); Didih
Muhammad Sudi, “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan
Syariah” (Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2015).
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qanun (peraturan perundang-undangan)®’.
Fikih dan fatwa sama-sama hasil ijtihad
ulama yang bersifat privat, dalam arti,
bukan bagian otoritas negara. Sedang-
kan qadha’ dan qanun hasil ketetapan ele-
men kenegaraan. Fikih dan fatwa, meski
sama status dan kedudukan pembuatnya,
namun berbeda dalam hal inisiatif. Fatwa
merupakan jawaban atas pertanyaan atau
konsultasi dari peminta fatwa. Sedangkan
fikih adalah hasil ijtihad tanpa harus ada
permintaan lebih dahulu. Dari segi impli-
kasi daya ikatnya, fatwa dan fikih tidak
mengikat, sedangkan gadha’ dan qanun
bersifat mengikat publik.>!

Fatwa tidak berkekuatan mengingat
publik luas. Fatwa hanya mengikat orang
yang mengeluarkan fatwa. Peminta fatwa
(mustafti) pun tidak terikat.’? Untuk
memperjelas watak dasar perbedaan fat-
wa, bisa dicermati sebagian perbedaan

50

51

52

Hal itu diulas dalam Mohammad Atho Mudzar, Fatwas of The Council of
Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-
1988 (Jakarta, INIS, 1993) hal. 2.

Lihat disertasi Frank Edward Vogel, Islamic Law and Legal System: Studies
of Saudi Arabia (Cambridge: Harvard University, 1993). Pada halaman
211, Vogel menyebut fatwa, “ .. in origin and essence, it is a private, not
public, legal function.”

Lihat entry “Fatwa” dalam Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum
Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid I, hal. 326.

fatwa dan qadha’ yang diuraikan KH
Ma'ruf Amin berikut ini.>®* Pertama, bila
qadha’ mengikat untuk dipatuhi, fatwa
hanya bersifat informatif (tabyin). Kedua,
keputusan gadha’ harus dilaksanakan
terhukum, sedangkan pemohon fatwa ti-
dak wajib menerima atau melaksanakan
fatwa. Ketiga, gadha’ hanya berkenaan de-
ngan pihak yang berperkara dan berlaku
pada wilayah hukum tertentu, sedangkan
fatwa bisa dialamatkan pada kalangan
lebih luas.

Perihal tidak mengikatnya Keputus-
an hukum elemen “swasta” ini juga ter-
cermin dari kaidah fikih, “sebuah ijtihad
tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain” (al
ijtihadu la yunqgadhu bil ijtihad). Ini cer-
min dari penghargaan atas kerja keras in-
telektual dalam Islam. Bila MUI, NU, dan
Muhammadiyah mengeluarkan fatwa
berbeda tentang hukum bunga bank atau
rokok, maka masing-masing independen,
dan tidak bisa saling membatalkan. Ber-
hadapan dengan keragaman itu, demi ke-
pastian hukum, maka berlakulah kaidah

53 Lihat Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: elSAS,
2008) hal. 41.
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fikih, “ketetapan pemerintah bersifat
mengikat dan menghentikan silang pen-
dapat” (hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’u
al-khilaf).>*

Status fatwa setara legal opinion.>®
Berbeda dengan putusan hakim (qadha’)
dan peraturan perundang-undangan
(qanun) yang dalam ilmu hukum Islam
dinilai mengikat dan bisa memaksa.>
Walaupun fatwa tidak bersifat mengikat,
namun kontribusi fatwa dalam dinamika
pemikiran hukum Islam amat signifikan.
Produktivitas fatwa amat tinggi dalam
memperkayapembentukankaidahhukum
[slam untuk merespon tantangan aktual.
Fatwa menjadi wujud ekspresi tanggung
jawab ulama dalam mendampingi dan
menjawab persoalan umat, sejak periode
sahabat Nabi hingga kini.” Di Indonesia
sendiri, fatwa telah banyak diserap dalam

54

55

56

57

Ulasan ini bisa dilihat dalam Jalaluddin Al-Suyuthi, Al-Asybah wa Al-
Nadhair fi al-Furu (Semarang: Usaha Putra), hal. 71-73, dan Muhammad
Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhahi al-Qawa’id al-Fighi al-
Kulliyah (Riyadh: Muasasah Risalah), h. 255.

Husein Mansur, Al-Madkhal Ila al-Qanun: al-Kitab al-Awwal al-Qaidah al-
Qanuniyah (Beirut: Dar a-Nahdhah al-Arabiyah, 1995), hal. 22.

Yusuf Qardhawi, Al-Figh al-Islami baina al-Ashalah wa al-Tajdid (Kairo:
Maktabah Wahbah, 2003), hal. 49.

Lihat tesis Faisar Ananda Arfa di McGill University yang sudah dibukukan,
Sejarah Pembentukan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal.
39.

peraturan perundang-undangan. Baik di-
serap secara utuh, sebagian atau substan-
sinya saja.’®

2. Kewenangan Badan Hukum
Publik dan Privat

Dalam ilmu hukum, ada dua je-
nis badan hukum dipandang dari segi
kewenangannya. Pertama, badan hukum
publik (personne morale), yang mem-
punyai kewenangan mengeluarkan ke-
bijakan publik, baik mengikat umum
(algemeen bindend), maupun tidak mengi-
kat umum (semisal UU APBN). Kedua,
badan hukum privat (personne juridique),
yang tidak mempunyai kewenangan me-
ngeluarkan kebijakan publik yang ber-
sifat mengikat masyarakat umum.*°

Konsep bahwa ketetapan yang
mengikat publik itu hanya dimiliki oleh
otoritas badan hukum publik, yakni nega-

58

59

Tentang tema ini diulas disertasi Wahiduddin Adams, "Fatwa-Fatwa Hukum
MUI (Pola Terserapnya Dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-
1997),” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Juli 2002, dan Sholahudin Al
Aiyub, Analisis faktor-Faktor Keorganisasian yang Berhubungan dengan
Kinerja Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,Tesis Master,
Pascasarjana Ul, Desember 2006.

Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori,
Kritik, dan Praktik, (Jakarta: Jakarta, Rajawali Press, 2009), hal. 93, lihat
juga Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 2005) hal. 29-54.
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ra, sejalan dengan positivisme Kelsenian
yang dirintis Hans Kelsen. Inti aliran
ini adalah menekankan Teori Jenjang
(Stuffentheorie). Bahwa validitas atau ke-
absahan hukum ditentukan oleh norma
yanglebihtinggidandikeluarkanolehlem-
baga yang berwenang membentuknya.
Aliran ini memandang hukum adalah apa
yang berlaku, bukan apa yang digagas.®°
Dalam kasus Indonesia, validitas sebuah
UU tergantung sejalan atau tidak dengan
UUD. Peraturan Pemerintah baru sah bila
ditetapkan oleh Presiden. Peraturan Bank
Indonesia (BI) juga baru sah bisa ditetap-
kan oleh Gubernur BI.

Dengan demikian, norma berlaku
karena ia mempunyai “daya laku” (va-
liditas), dan daya laku itu dimiliki ka-
rena dua hal: norma itu dibentuk oleh
norma lebih tinggi, dan norma itu di-
bentuk oleh lembaga yang berwenang
membentuknya.®’ Lembaga mana yang
berwenang membentuk norma hukum

60

61

Lihat M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, (London:
Sweet & Maxwell. Ltd., 1994) h. 309 dan W. Friedmann, Teori dan Filsafat
Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, (Jakarta: Rajawali,
1990), h.149.

Maria Farida Indrati, /Imu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi
Muatan, (Jakarta: Kanisius, 2007), Jilid 1, hal. 19.

yang mengikat publik? Menurut literatur
hukum adalah badan hukum publik, bu-
kan badan hukum privat, seperti organi-
sasi kemasyarakatan, yayasan, atau per-
seroan terbatas.

Dengan demikian, fatwa keagamaan
yang dikeluarkan entitas hukum privat,
seperti MUI atau Ormas Islam lain, dalam
perspektif ini, tidak bisa mengikat publik.
Hal itu sejalan dengan hakikat dasar fatwa
sebagai produk hukum Islam yang tidak
mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat
mematuhi fatwa agama. Dalam kerangka
ini, mekanisme penyerapan fatwa dalam
regulasi, polanya terserah pada otoritas
regulasi. Bisa diserap seluruhnya, substan-
sinya saja, atau ditolak sama sekali.

3. Norma Hukum Versus Norma Agama
Dalam literatur ilmu hukum, dikenal
beragam norma dalam masyarakat. Di
Indonesia, keragaman norma yang masih
dirasakan, paling tidak, ada empat: norma
agama, norma adat, norma moral, dan
norma hukum. Dengan demikian, fatwa
keagamaan, termasuk fatwa MUI, adalah
kelompok norma agama, bukan norma
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hukum®. Ada tiga perbedaan mendasar
antaranormahukum dan normalainnya.®?

Pertama, norma hukum bersifat
heteronom, artinya, norma hukum ber-
asal dari daya paksa entitas di luar diri
seseorang, dalam hal ini, dipaksa oleh ne-
gara. Misalnya, norma kewajiban mem-
bayar pajak berasal dari paksaan negara,
bukan kesadaran diri seseorang. Se-
dangkan norma lainnya bersifat teonom,
artinya, berasal dari kesadaran diri se-
seorang, sehingga tidak dapat dipaksa-
kan dari luar. Kewajiban puasa, misalnya,
berasal dari kesadaran diri yang berpang-
kal dari penghayatan norma agama, bu-
kan hasil paksaan negara. Dengan kata
lain, implementasi norma agama, dalam
ilmu hukum, tidak bisa dipaksakan oleh
negara, tapi tergantung kepada kadar ke-
patuhan keagamaan seseorang. Kecuali
bila norma agama itu diadopsi dalam nor-
ma hukum negara.®*

62 Ibid, hal. 39.

63 Ibid, hal. 25.

64 Lihat Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta;
Gema Insani Press, 1996), untuk pembanding, lihat juga Abdullahi
Ahmed An-Na'im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan
Syariah, (Bandung: Mizan, 2007).

Kedua, oleh karena norma hukum
berasal dari negara, maka norma hukum
dapat disertai sanksi pemaksa secara fisik
atau sanksi pidana, sedangkan norma
lainnya, termasuk norma agama, dalam
sistem hukum negara-bangsa, tidak da-
pat disertai sanksi pemaksa secara fi-
sik. Bila norma agama hendak diberi
sanksi pidana secara fisik, maka harus
ditransformasikan lebih dahulu menjadi
norma hukum, melalui proses legalisasi,
seperti pemberlakukan beberapa norma
syariah dalam beberapa ganun di Aceh.®

Ketiga, dalam norma hukum, sank-
si pemaksa atau sanksi pidana itu di-
laksanakan oleh aparat negara, seperti
polisi, jaksa, atau hakim. Sedangkan un-
tuk pelanggaran norma lainnya, sanksi
dikenakan oleh diri sendiri. Dalam norma
agama, misalnya, dilakukan dengan ber-
taubat. Tokoh agama tidak bisa secara se-
pihak, tanpa kewenangan, menerapkan
sanksi pidana, seperti dilakukan Pang-
lima Laskar Jihad, Ja’far Umar Thalib, di

65 Lihat Asrori S. Karni, “Pasang Surut Perkara Jinayat’, Majalah GATRA,
edisi 11 November 2009, hal. 61, dan Taufik Adnan Amal dan Samsu
Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria,
(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
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Ambon, ketika diminta merajam anggo-
tanya yang berzina, meskipun saksi rajam
itu atas permintaan anggota tadi.®

Pemilihan norma hukum negara
dan norma agama ini menandaskan bah-
wa norma agama dalam sistem hukum
negara-bangsa (nation state) --bukan sis-
tem hukum negara-agama, tidak otomatis
mengikat publik. Tentu hal itu dari sudut
pandang hukum negara. Karena dari su-
dut pandang keyakinan agama, norma
agama itu sudah otomatis mengikat “pub-
lik penganut agama” itu, tanpa harus di-
bantu instrumen negara.®’

Dalam praktiknya, pemilahan nor-
ma agama dan norma hukum negara ini
relevan tatkala norma agama belum di-
adopsi menjadi norma hukum. Misalnya,
norma tentang zina dalam Islam adalah
setiap hubungan seksual tanpa ikatan
pernikahan. Itu berbeda dengan norma
dalam KUHP lama warisan kolonial se-
belum diubah dengan UU No. 1/2023

66 Lihat Herry Mohammad, “Eksekusi Rajam Untuk Penzina di Ambon”,
Majalah GATRA, 30 April 2001.

67 Lihat Asrori S. Karni, “Meraba Model Kodifikasi Hukum Agama”, Majalah
GATRA, 21 Desember 2007.

tentang KUHP. Zina dalam KUHP lama
hanyalah hubungan seksual antar pa-
sangan yang salah satunya atau keduanya
terikat perkawinan dengan orang lain.
Dengan demikian, hubungan seksual an-
tara Ariel “Peterpan” dan Luna Maya, mi-
salnya, bukan delik perzinaan, karena ke-
duanya tidak terikat pernikahan dengan
orang lain, tetapi hubungan seksual an-
tara Ariel dan Cut Tari, yang sudah punya
suami, dapat dikategorikan zina, itu pun
sepanjang diadukan oleh suaminya.

Ketika norma agama sudah diadop-
si menjadi norma hukum positif, maka
pemilahan itu sebetulnya tidak lagi se-
penuhnya relevan. Dari sudut ilmu hukum,
norma agama yang sudah menjadi hukum
positif, memang tidak lagi dianggap sebagai
norma agama, tetapi sebagai norma hukum
negara. Namun dari perspektif siyasah
syar’iyah (politik hukum Islam), hal itu
pada dasarnya sama saja, masih kategori
hukum yang bermuatan agama. Artinya,
setiap muslim tetap dibebani kewajiban
keagamaan untuk mematuhinya, sama de-
ngan ketika norma itu belum menjadi hu-
kum positif. Perbedaannya lebih pada daya
paksa penegakannya. Sebelum menjadi
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hukum positif, negara tidak bisa terlibat
memaksakan implementasinya, sedang-
kan setelah menjadi hukum positif, elemen
negara menjadi absah terlibat dalam pene-
gakannya. #

B

KERANGKA
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erangka konseptual tentang otoritas sya-

riah yang dikembangkan dalam buku ini

merujuk pada gagasan yang berkembang
dalam perdebatan di DPR tahun 2007-an ketika
membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perbankan Syariah. Baik gagasan yang
terkandung dalam RUU versi DPR maupun
dalam RUU versi pemerintah serta konsep
kompromi yang kemudian disepakati menjadi
UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Selain itu, rujukan juga diperkaya de-
ngan perbandingan praktik regulasi terkait
otoritas syariah di sejumlah negara, antara lain,
Malaysia, Pakistan, Sudan, Iran, dan Bahrain.®®

68 M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank
Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal. 33.

Bahasan tentang konsep otoritas syariah
dalam hukum perbankan syariah, merujuk
pada berbagai praktik pengaturan di sejumlah
negara tersebut, secara umum paling tidak
mencakup tiga elemen pokok.*® Pertama, pe-
rihal otoritas penetapan fatwa tentang prinsip
syariah, berkaitan dengan standar produk dan
usaha perbankan syariah.

Ulasan topik ini meliputi siapa yang dite-
tapkan memiliki otoritas untuk mengeluarkan
fatwa tentang prinsip syariah yang menjadi
pijakan kegiatan perbankan syariah. Pemegang
otoritas itu bisa entitas yang terpisah dari
negara, bisa bagian dari kelembagaan negara,
atau bagian dari otoritas regulasi. Variasi mo-
del itu tergantung tata hukum yang berlaku di
masing-masing negara. Proses penetapan fat-
wa merupakan elemen pokok yang harus ada,
karena hal itu menjadi pijakan dalam menja-
lankan tahapan berikutnya, yakni mekanisme
pengawasan kepatuhan syariah.

Kedua, proses positivisasi fatwa atau
transformasi fatwa menjadi regulasi sehingga

69 Tiga elemen itu antara lain disarikan paper Gubernur State Bank of Pakistan,
Dr. Shamshad Akhtar, berjudul, “Shariah Compliant Corporate Governance”,
yang disampaikan dalam Annual Corporate Governance Conference di
Dubai.  http://www.sbp.org.pk/about/speech/governors/drsham-
shad/2006/Corporate- Governance-30-Dec-06.pdf
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berkekuatan mengikat publik. Proses transfor-
masi ini tidak terjadi di negara yang menjadikan
Islam sebagai dasar negara. Negara demikian
memiliki otoritas fatwa resmi, sehingga produk
fatwa dari lembaga atau perorangan yang me-
miliki otoritas itu langsung berkekuatan mengi-
kat. Sementara di negara yang menganut model
negara kebangsaan (nation-state), seperti Indo-
nesia, meski mayoritas penduduknya muslim,
memerlukan fase peralihan dari fatwa men-
jadi regulasi yang dikeluarkan lembaga berwe-
nang.”® Karena fatwa pada dasarnya tidak ber-
kekuatan mengikat.

Ketiga, mekanisme pengawasan imple-
mentasi fatwa. Ini adalah elemen paling penting
dalam konsep otoritas syariah. Produksi fatwa
dan positivisasi fatwa sehingga berkekuatan
mengikat tidak akan efektif memastikan kepa-
tuhan syariah, bila tidak dikawal dengan me-
kanisme yang secara langsung mengawasi dite-
rapkannya prinsip-prinsip syariah.”?

70 Studiterserapnya fatwa dalam regulasi, lihat Wahiduddin Adams, "Fatwa-
Fatwa Hukum MUI (Pola Terserapnya Dalam Peraturan Perundang-
Undangan 1975-1997),” disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5
Juli 2002.

71 Lihat Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga
Keuangan Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Sejumlah negara yang memiliki hukum
perbankan syariah dari waktu ke waktu te-
rus menyempurnakan konsep, mekanisme
kerangka Kkerja tata kelola syariah (Shariah
Governance Framework). Dalam proses pe-
nyempurnaan itu, sejumlah bank sentral, me-
rumuskan beberapa prinsip yang penting di-
perhatikan. Salah satu rumusan kerangka kerja
tata kelola kepatuhan syariah yang cukup kom-
prehensif berasal dari bank sentral Malaysia,
Bank Negara Malaysia (BNM)."?

A. SHARIAH GOVERNANCE

FRAMEWORK

Sebelum membahas tiga elemen pokok
konsep otoritas syariah, sebagaimana diuraikan
di atas, terlebih dahulu dipaparkan beberapa
prinsip dalam pengembangan kerangka ker-
ja tata kelola syariah (Shariah Governance
Framework). Pijakan pokoknya dari kertas kerja
yang dikeluarkan Islamic Banking and Takaful
Department Bank Negara Malaysia, nomor BNM/
RH/CP 012-5, berjudul “Concept Paper on Shariah
Governance Framework for Islamic Financial

72 Bank Negara Malaysia, “Concept Paper on Shariah Governance Framework for
Islamic Financial Institutions”, tahun 2010. Diunduh dari http://www.bnm.
govimy/guidelines/05_shariah/02_Shariah_Governance_Framework.
pdf pada 11 Juni 2010.
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Institutions” (Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah
Pada Lembaga Keuangan Islam), tahun 2010.73

Rujukan itu diperkaya dengan paper Gu-
bernur State Bank of Pakistan, Dr. Shamshad
Akhtar, berjudul, “Shariah Compliant Corporate
Governance”, yang disampaikan dalam Annual
Corporate Governance Conference di Dubai, pada
27 November, 2006.”* Kemudian dibandingkan
dengan regulasi di Indonesia tentang tata ke-
lola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) untuk bank syariah.”> Berikut be-
berapa prinsip tersebut:

1. Ketentuan Umum Kerangka Kerja
Tata Kelola Syariah

Tiap Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) seharusnya bertanggung jawab mem-
bentuk infrastruktur tata kelola syariah
yang sehat dan kuat, dengan menekankan
peran fungsi-fungsi kunci dalam menjamin
implementasi efektif kerangka Kkerja ta-
ta kelola syariah. LKS harus menjamin
bahwa seluruh operasi usahanya selalu

73 Ibid.

74 http://www.sbp.org.pk/about/speech/governors/dr.shamshad/2006/
Corporate- Governance-30-Dec-06.pdf, diunduh 4 Juni 2010.

75 Peraturan BI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,
tanggal 7 Desember 2009. LNRI tahun 2009 nomor 175, TLNRI 5085.

patuh pada prinsip syariah dari waktu
ke waktu. Mekanisme kontrol kepatuhan
syariah harus dibentuk pada semua aspek
usaha, untuk menjamin, semua aktivitas
memenuhi prinsip kepatuhan syariah.

Tata kelola syariah yang kuat dan
sehat tercermin dari efektivitas kerja dan
tanggung jawab direksi, manajemen, dan
sebuah komite syariah independen yang
kompeten dan akuntabel, diperkuat oleh
kapasitas riset syariah internal yang kuat,
serta dimonitor melalui review syariah yang
aktif, proses manajemen risiko syariah, dan
proses audit syariah. Struktur tata kelola
syariah pada LKS minimal terdiri elemen-
elemen sebagai berikut:

a. Pengawasan menyeluruh oleh dewan
direksi tentang aspek Kkepatuhan
syariah pada seluruh kegiatan usaha
LKS. Dewan direksi bertanggung ja-
wab membentuk struktur tata kelola
syariah yang tepat.

b. Tiap LKS sepatutnya membentuk se-
buah komite syariah, yang terdiri per-
sonil dengan latar belakang kualifikasi
tinggi bidang syariah, yang mampu
membahas dan mengambil keputusan
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terhadap isu-isu keuangan melalui
perspektif syariah. “Komite Syariah”
(Shariah Committe) ini istilah yang di-
pakai di perbankan Islam Malaysia.
Pakistan membuat istilah “Penasihat
Syariah” (Shariah Advisor), sedangkan
Indonesia menyebut dengan “Dewan
Pengawas Syariah”.

. Manajemen bertanggung jawab me-

nyiapkan sumber daya manusia yang
kapabel dalam menopang implemen-
tasi tata kelola syariah, untuk men-
jamin pelaksanaan usaha dan kegiatan
LKS sesuai syariah.

. Tersediareview internal syariah secara

terus menerus.

. Dilakukan audit reguler, minimal ta-

hunan, untuk verifikasi bahwa fung-
si-fungsi kunci LKS dan kegiatan usa-
hanya sesuai syariah. Temuan audit
ini bisa dibawa ke komite syariah dan
komite audit dewan direksi.

Proses manajemen risiko syariah, untuk
mengidentifikasi potensi risiko syariah,
dan jika memungkinkan, ditempuh lang-
kah-langkah pembenahan, untuk me-
nekan risiko.

. Tim riset syariah internal untuk me-

nyelenggarakan riset.

h. Diseminasi keputusan syariah pada
pemangku kepentingan yang relevan.

2. Pengawasan, Akuntabilitas,
dan Responsibilitas

LKS harus merencanakan akuntabi-
litas dan tanggung jawab yang jelas pada
setiap fungsi kunci yang terlibat dalam
implementasi tata kelola syariah. Baik
dewan direksi, komite syariah, maupun
manajemen. Dewan direksi memegang
tanggung jawab secara keseluruhan terha-
dap struktur tata kelola syariah dan kepa-
tuhan syariah.

Sebuah komite syariah bertanggung
jawab atas semua fatwa, saran, dan kepu-
tusan terkait syariah. Karena keputusan
syariah bersifat mengikat, maka harus
dipastikan, keputusan syariah itu diam-
bil lewat kajian dan penelitian mendalam.
Manajemen bertanggung jawab menja-
lankan keputusan syariah, baik dari oto-
ritas syariah di bank sentral, maupun dari
komite syariah di LKS bersangkutan. Ma-
najemen juga bertanggung jawab menye-
diakan sumber daya manusia yang me-
madai untuk menopang tata kelola syariah.
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3. Independensi

Independensi sebuah komite sya-
riah di tiap LKS harus selalu dipantau
sepanjang waktu, saat mereka menja-
lankan tugas, membuat keputusan yang
obyektif. Dewan direksi LKS harus menga-
kui dan memastikan terjaminnya inde-
pendensi komite syariah dalam membuat
keputusan. Komite syariah juga harus
menempuh langkah independen dalam
bekerja. Independensi keputusan syariah
diperlukan untuk memelihara keperca-
yaan para pemangku kepentingan.

Di Malaysia dan Sudan,”® sebuah
badan pengawas syariah juga dinyatakan
sebagai badan independen. Begitu pula
di Indonesia. Atas alasan perlu adanya
sebuah lembaga fatwa keuangan sya-
riah yang independen itu pula, maka
konsep otoritas fatwa yang semula mau
dimasukkan dalam struktur bank sentral
(Bank Indonesia) atau dalam Otoritas
Jasa Keuangan, kemudian dikembalikan
pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).””

76 The Banking Business (Organization) Act 2003, Sudan, pasal 15 ayat 1.

77 Lihat “Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Perbankan Syariah”, ditandatangani Menteri Keuangan Sri
Mulyani, tanggal 21 Maret 2007, hal. 4.

Di Pakistan, menurut Shamshad
Akhtar, untuk menopang independensi pe-
nasihat syariah, bank sentral menetapkan
garis pemisah (demarkasi) antara dewan
syariah dengan manajemen dan direksi.
Penasihat syariah memang bekerja me-
nelaah semua aspek bisnis, namun keter-
libatannya hanya fokus pada persetujuan
struktur dasar produk atau kegiatan usaha
lain, dan tidak mencampuri kegiatan usaha
sehari-hari. Namun demikian, Shamshad
Akhtar menambahkan, peran penasihat
syariah di LKS harus diberi ruang gerak le-
bih, ketimbang peran penasihat lain di bank
konvensional.

4. Kompetensi

Setiap orang yang diberi tanggung
jawab menunjang kerangka kerja tata
kelola syariah harus terus meningkatkan
pengetahuan dan pemahamannya ten-
tang prinsip syariah dan juga tentang
perkembangan terbaru keuangan Islam.
Direksi dan manajamen harus mema-
hami secara baik prinsip syariah dan apli-
kasinya pada keuangan Islam.

Komite syariah juga harus memiliki
pengetahuan memadai tentang keuangan
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secara umum dan keuangan Islam secara
khusus. Komite syariah diharapkan terus
menerus melengkapi pengetahuan yang
relevan dan mengikuti pelatihan. LKS
harus merumuskan Kkriteria kepatutan
dan kelayakan dalam rekrutmen anggota
komite syariah dengan menyesuaikan
kriteria yang dikeluarkan bank sentral,
untuk menjamin hanya orang yang kom-
peten dan kredibel yang diangkat menjadi
anggota komite syariah.

Penasihat syariah yang memenuhi
kualifikasi, kompeten, dan berpengalam-
an, jadi kunci penopang perkembangan
kepatuhan syariah dari LKS. Tanpa faktor
itu, kata Shamshad Akhtar, ada risiko bah-
wa demi keuntungan jangka pendek, pe-
megang saham atau direksi berpeluang
mengabaikan prinsip Syariah.”®

5. Kerahasiaan dan Konsistensi

Informasi internal LKS yang dipero-
leh komite syariah saat menjalankan tu-
gasnya harus dijaga kerahasiaannya se-
panjang waktu dan tidak boleh disalahgu-
nakan. Karena itu, rangkap jabatan ang-

78 Shamshad Akhtar, “Shariah Compliant Corporate Governance”, hal. 2.

gota komite syariah dilarang di Malaysia,
untuk menjaga kerahasiaan antar LKS,
selain agar ia bekerja lebih fokus dan me-
maksimalkan kompetensinya.

Larangan serupajugadiberlakukan di
Pakistan. Seorang ahli syariah hanya boleh
menjadi penasihat syariah di satu bank
syariah. Di Indonesia, larangan rangkap
jabatan baruberlaku bilamerangkap antara
Dewan Pengawas Syariah dan konsultan
LKS. Bila merangkap sesama Dewan Peng-
awas Syariah, masih bisa dengan batas
maksimal tertentu.”

6. Etika Profesional

Untuk menjamin kualitas dan kon-
sistensi fatwa atau keputusan syariah,
komite syariah harus memiliki struktur
proses pembuatan keputusan yang pa-
kem, didokumentasikan, dan diperta-
hankan terus menerus, untuk mencegah
pengaruh luar tak layak, yang dapat
mengganggu kredibilitas keputusan.

79 Pasal 51 ayat (4) Peraturan BI nomor 11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah.
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Keberhasilan sistem keuangan Islam
berpijak pada kepercayaan pemangku ke-
pentingan bahwa sistem tersebut memang
sesuai prinsip syariah. Shamshad Akhtar
menyebut ini sebagai risiko reputasi.®
Prinsip good corporate governance berpe-
ran memastikan kepercayaan stakeholders
tidak dirusak dan sistem keuangan Islam
tumbuh baik berkelanjutan. Faktor risiko
reputasi berupa kehilangan kepercayaan
harus dikelola secara baik dan penasihat
syariah harus bekerja maksimal.

7. Kepatuhan Syariah dan Fungsi Riset

LKS harus memastikan komitmen
kepatuhan syariah dipegangi dengan
kuat, dikelola melalui fungsi-fungsi audit
dan review, ditopang oleh proses kontrol
manajemen risiko, dan kemampuan riset
internal. Langkah demikian, menurut
Shamshad Akhtar, harus didukung ko-
mitmen direksi LKS yang dedikatif dan
kualified dalam menilai kepatuhan sya-
riah, sehingga ia memfasilitasi penga-
wasan dan melindungi industri dari risiko
reputasi. Keberadaan direksi kompeten
dan berkomitmen akan mengurangi

80 Shamshad Akhtar, Op Cit. hal. 2.

orientasi mengejar keuntungan dan me-
ngalahkan prinsip kepatuhan syariah.

B. OTORITAS PRODUKSI FATWA

PRINSIP SYARIAH

Penetapan pihak mana yang memegang
otoritas fatwa, dalam banyak praktik regulasi
di sejumlah negara, berada dalam tarik mena-
rik antara prinsip legalitas, kompetensi, dan
independensi. Prinsip legalitas diperlukan,
agar fatwa memiliki kekuatan mengikat. Su-
paya mengikat, maka beberapa negara, seperti
Pakistan, Sudan, Iran, dan Malaysia, memben-
tuk dewan atau majelis yang memiliki otoritas
fatwa, dengan cara disatukan dalam lembaga
resmi, seperti bank sentral, selaku badan hu-
kum publik.8!

Gagasan demikian juga tercermin dalam
RUU Perbankan Syariah usulan DPR yang hendak
menempatkan otoritas fatwa (dinamakan “De-
wan Syariah Nasional”) menjadi bagian bank
sentral (Bank Indonesia--BI) atau bagian Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK). RUU inisiatif DPR

81 State Bank of Pakistan, Islamic Banking Department, Surat Edaran
(circular) No. 02 Tahun 2008, Lampiran-1, Instructions for Shariah
Compliance in Islamic Banking Institutions, http://www.sbp.org.pk/
ibd/2008/Annex-c2-1.pdf
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ini diarsiteki oleh Bank Indonesia. Ada lima
kewenangan “DSN-Negara” versi Bl ini, yang
diusulkan. Pertama, memberi atau mencabut
rekomendasi personel DPS. Kedua, mengeluarkan
fatwa yang mengikat DPS. Ketiga, mengeluarkan
fatwa yang menjadi landasan regulasi yang
dikeluarkan lembaga berwenang, seperti Bl dan
Bapepam LK. Keempat, memberi peringatan atas
penyimpangan fatwa DSN. Kelima, mengusulkan
pada pihak berwenang agar memberi sanksi bila
peringatan DSN-Negara tidak diindahkan.®

Namun gagasan itu ditolak pemerintah
dan Majalis Ulama Indonesia (MUI), dengan
pertimbangan, bahwa penyatuan otoritas fatwa
dan otoritas regulasi seperti itu dapat meng-
ganggu prinsip independensi dan kompetensi.
Dikhawatirkan, produk fatwanya akan sejalan
saja dengan pesanan BI atau OJK. Selain inde-
pendensi, kompetensinya juga diragukan, ka-
rena biasanya sosok yang sesuai selera regu-
lator yang direkrut.

Akhirnya, UU 21/2008 tentang Perbankan
Syariah, merumuskan formula jalan tengah. De-
mi indepensi dan kompetensi, otoritas fatwa

82 Lihat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
Perbankan Syariah, 2007, h. 154-155.

tetap diserahkan pada MUI. Sedangkan untuk
memenuhi prinsip legalitas, fatwa MUI itu ke-
mudian diserap dan dituangkan dalam Pera-
turan BI. Praktik regulasi di berbagai negara
lain memiliki dinamika masing-masing. Ada be-
berapa pelajaran dari pengalaman negara lain
yang relevan diimprovisasi menjadi solusi dalam
mengatasi dilema praktik regulasi di Indonesia.
Berikut paparan praktik di negara lain.

1. Pakistan

Di Pakistan, otoritas pembuatan fat-
wa untuk perbankan Islam tidak hanya ter-
sentralisasi pada otoritas syariah di tingkat
nasional, tapi juga terdesentralisasi ke
otoritas syariah pada tiap bank. Hanya saja,
bila terdapat perbedaan pendapat antar
sejumlah otoritas tadi, maka yang dijadikan
rujukan final adalah fatwa dari otoritas
syariah tingkat nasional.

Otoritas pembuat fatwa tingkat na-
sional berada di bank sentral, State Bank
of Pakistan (SBP), dengan nama “Dewan
Syariah” (Shariah Board-SB). Adapun oto-
ritas syariah pada tiap bank syariah di-
namakan “Penasihat Syariah” (Shariah
Advisor-SA). Tiap bank diberi keleluasaan
menawarkan produk berstandar syariah,
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sebagaimana dinyatakan Ordinansi Per-
bankan Pakistan tahun 1962.

Untuk memperkuat kredibilitas
fatwa Dewan Syariah BNP, personilnya
direkrut dari beragam bidang keilmuan
dengan tingkat kompetensi tinggi. Dewan
Syariah SBP terdiri lima orang: dua pakar
syariah, seorang lawyer, seorang akuntan,
dan seorang bankir.

Ketua pertama Dewan Syariah SBP
adalah Dr Mahmood Ahmed Ghazi, mantan
Menteri Agama dan dikenal sebagai pakar
syariah dengan reputasi dunia. Satu pa-
kar syariah lagi, sebagai anggota Dewan
Syariah SBP adalah Dr. Imran Usmani,
putra ahli fikih ternama Pakistan, Maulana
Taqi Usmani.®® Ini salah satu bentuk ke-
sungguhan dalam memenuhi prinsip kom-
petensi. Unsur bankir diisi Direktur Depar-
temen Bank Islam SBP.

Dewan Syariah bank sentral, SBP,
bertugas merumuskan prinsip-prinsip
syariah tentang moda keuangan dan mo-

83 Shamshad Akhtar, “Shariah Compliant Corporate Governance”, hal. 4, diunduh
dari http://www.sbp.org.pk/about/speech/governors/drshamshad/2006/
Corporate-Governance-30-Dec-06.pdf pada 4 Juni 2010.

del perjanjian yang kemudian dijadikan
pedoman bagi semua bank syariah, se-
kaligus acuan bagi kepatuhan syariah.
Berikut tugas dan tanggung jawab detil
dewan syariah SBP:

1. Mengkaji dan mengesahkan aspek ke-
patuhan syariah produk perbankan
yang dikembangkan bank sentral.

2. Memberi nasihat bank sentral tentang
pengembangan regulasi seputar prin-
sip kehati-hatian perbankan Islam.

3. Mengesahkan kriteria kelayakan dan
kepatutan dalam pengangkatan pena-
sihat syariah pada lembaga penyeleng-
gara usaha perbankan Islam.

4. Memberi nasihat pada bank sentral
tentang fatwa acuan, Ketika terjadi
silang pendapat saat dilakukan audit
syariah di bank yang berada dalam
pengawasan bank sentral.

5. Memberi nasihat pada bank sentral
ketika terjadi perbedaan pendapat
tentang opini syariah terhadap sebuah
produk bank syariah.

Bila di bank sentral terdapat dewan
syariah, di tingkat lembaga perbankan
Islam, diharuskan membentuk penasihat
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syariah (SA). Keharusan itu dituangkan
dalam Surat Edaran (circular) Bank Sen-
tral, No. 02 Tahun 2008, Lampiran-1,
bertajuk, Instructions for Shariah Com-
pliance in Islamic Banking Institutions,
yang dikeluarkan pada Maret 2008. SBP
menentukan kriteria kepatutan dan ke-
layakan. Calon penasihat syariah boleh
berasal dari beragam madzhab.

Calon anggota penasihat syariah di-
pilih oleh masing-masing bank syariah,
disetujui oleh SBP, dan diangkat oleh bank
syariah, untuk masa jabatan tiga tahun.
Dengan demikian, penasihat syariah ber-
peran sebagai mata dan telinga bank sen-
tral pada tingkat operasional perbankan
syariah. Fatwa dan Kketetapan penasihat
syariah tentang semua persoalan keuangan
berkekuatan mengikat pada bank Islam.
Bukan hanya bank Islam, penasihat hukum,
auditor, dan konsultan bank Islam, boleh
meminta nasehat tentang aspek syariah
pada penasihat syariah.

2. Malaysia

Di Malaysia, negara federasi ber-
bentuk monarki konstitusional, yang me-
nempatkan Islam sebagai agama resmi,

otoritas pembuatan fatwa bidang eko-
nomi syariah berada di tangan sebuah
lembaga resmi negara. Nama, posisi,
dan efek fatwa lembaga itu mengalami
dinamika dan penguatan dari tahun ke
tahun. Awalnya, lembaga itu bernama
National Shariah Advisory Council on
Islamic Banking and Takaful (NSAC), yang
dibentuk pada 1 Mei 1997.3* Lembaga itu
dibentuk bank sentral setempat, Bank
Negara Malaysia (BNM).

NSAC memegang otoritas tertinggi
tentang ketentuan bank dan asuransi
syariah. Tugas pokoknyaadatiga. Pertama,
berperan sebagai badan otoritas tunggal
untuk memberi nasehat pada BNM ten-
tang bank dan asuransi syariah. Kedua,
mengkoordinasikan berbagai isu syariah
berkenaan dengan bank dan asuransi
syariah. Ketiga, menganalisis dan meng-
evaluasi produk atau skema baru yang di-
ajukan lembaga perbankan atau perusa-
haan asuransi. Pada pokoknya, misi uta-
ma NSAC adalah melakukan harmonisasi

84 State Bank of Pakistan, “Shariah Compliance”, yang memaparkan per-
bandingan berbagai negara, termasuk Malaysia. http://www.sbp.org.
pk/departments/pdf/StrategicPlanPDF/Appendix-  C%20Shariah%20
Compliance pdf, diunduh 8 Februari 2009.
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keragaman tafsir syariah antar berbagai
bank dan asuransi syariah.

Selain membentuk NSAC, bank sen-
tral Malaysia juga membentuk “Majelis
Penasihat Syariah” (Shariah Advisory
Council—SAC), pada 1 Mei 1997. Bila NSAC
merupakan otoritas syariah tertinggi da-
lam merumuskan prinsip syariah, SAC
berperan sebagai lembaga pengawas, yang
berwenang memastikan implementasi hu-
kum Islam oleh bank, asuransi, lembaga
keuangan syariah yang berada dalam
supervisi bank sentral.

SAC bertugas memberi masukan
dan pedoman pada seluruh bank-bank
Islam. Sebagai badan rujukan, SAC juga
berwenang melakukan validasi seluruh
produk bank dan asuransi syariah, untuk
memastikan kesesuaiannya dengan prin-
sip syariah. Bukan hanya produk dan la-
yanan bank, SAC juga memberi masukan
pada BNM tentang aspek operasional
bank-bank syariah Malaysia.

UU Bank Sentral Malaysia tahun
1958 yang diamandemen pada 2003
memperbesar peran dan fungsi SAC. Ba-

dan ini mendapat status sebagai badan
otoritatif satu-satunya tentang persoalan
syariah yang berkaitan dengan bank,
asuransi, dan lembaga keuangan Islam.
Keberadaan NSAC ditiadakan. SAC ber-
kedudukan di tingkat bank sentral. UU
Bank Sentral Malaysia hasil amandemen
2003 berjasa mengukuhkah keberadaan
SAC, dengan menyisipkan pasal 16B, yang
mengatur pendirian SAC, sebagai otoritas
tertinggi dan satu-satunya.

Untuk menjaga independensinya,
anggota SAC dilarang menjadi anggota
“Komite Syariah” berbagai lembaga ke-
uangan Islam. Untuk diketahui, di tiap
bank syariah, dibentuk “Komite Syariah”,
yang berperan sebagai pelengkap tugas
SAC. Komite syariah bertugas menasehati
bank syariah tentang kepatuhan syariah
dalam operasi bank. Namun demikian,
SAC tetap menjadi wasit tertinggi. Di sini,
asas independensi, termasuk aspek yang
diperhatikan implementasinya.

Tahun 2009, UU Bank Sentral Malay-
sia kembali diamandemen, menjadi Central
Bank of Malaysia Act 2009. Pasal paling
penting UU Bank Sentral Malaysia 2009
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adalah Bagian VII tentang Bisnis Keuangan
[slam, yang mengatur SAC. Klausul yang
baru adalah, bahwa bila sebelumnya, fatwa
SAC hanya mengikat arbitrase, kali ini juga
mengikat pengadilan sipil. Dalam UU baru
ini ditegaskan, pengadilan sipil --bukan
pengadilan agama, yang memiliki yurisdiksi
untuk memeriksa dan memutus kasus per-
bankan dan keuangan Islam di Malaysia,
namun dengan keharusan merujuk fatwa
SAC®

Dalam UU Bank Sentral 2009
itu, SAC atau Majelis Penasihat Syariah
tetap dibentuk oleh bank sentral. SAC
memegang otoritas dalam penentuan
hukum Islam untuk bisnis keuangan
Islam. Fungsi SAC, menurut pasal 52 ayat
(1) Central Bank Of Malaysia Act 2009,
ada empat: (1) menentukan hukum
I[slam pada setiap perkara keuangan dan
mengeluarkan keputusan sebagai rujukan
praktik keuangan; (2) memberi nasehat
pada bank sentral tentang berbagai isu
syariah terkait bisnis keuangan Islam,

85 Surianom Miskam, “Reference To The Shariah Advisory Council In Islam-
ic Banking And Finance Cases: The Effect Of The Central Bank Of Malay-
sia Act 2009”, diunduh dari http://www.globalresearch.com.my/main/
papers/icber/PAPER_106_ShariahAdvisory.pdf pada 9 Juni 2010.

kegiatan atau transaksi bank sentral; (3)
memberikan nasehat bagi setiap lembaga
keuangan Islam atau pada setiap orang
yang memerlukan; dan (4) fungsi lain yang
ditetapkan bank sentral.

Perihal pengangkatan, personalia
SAC, menurut pasal 53 ayat (1) Central
Bank Of Malaysia Act 2009, diangkat oleh
Yang di-Pertuan Agong, selaku kepala
negara. Keputusan Yang di-Pertuan Agong
itudiambil setelahmendapatmasukandari
Menteri Keuangan, dan setelah Menteri
Keuangan bermusyawarah dengan bank
sentral. Personil SAC diangkat dari mereka
yang dinilai memenuhi kualifikasi di
bidang syariah atau mereka yang memiliki
pengetahuan atau pengalaman di bidang
syariah dan perbankan, keuangan, hukum,
atau disiplin keilmuan lain yang terkait.

Di sini, aspek legalitas dan kom-
petensi  diperhatikan. Pengangkatan
personil SAC oleh kepala negara, untuk
memperkuat kedudukan hukumnya, se-
bagai lembaga yang memiliki otoritas.
Sedangkan ketentuan tentang kualifikasi
anggota SAC adalah untuk memastikan
kompetensi lembaga ini dalam membuat
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keputusan yang akan jadi acuan tertinggi
dan mengikat di bidang perbankan Islam.
Anggota SAC mendapat gaji dan tunjangan
yang ditentukan oleh Dewan Direktur
Bank Negara Malaysia, dari anggaran
bank sentral.

3. Sudan

Di Sudan, otoritas pembuat fatwa
berada di tangan sebuah komisi yang di-
nyatakan berstatus independen (an inde-
pendent part time commission).8® Nama
lengkap komisi ini adalah “Komisi Tinggi
Pengawas Syariah untuk Perbankan dan
Lembaga Keuangan” (Higher Sharia Con-
trol Commission on Banks and Financial
Institutions [HSCC], atau al-Hai’ah al-"Ulya
Li al-Rigabah al- Syar’iyah Li al-Jihaz al-
Mashrafy wa al-Muassasast al-Maliyah).?

Komisi ini pertama dibentuk tahun
1993, sembilan tahun setelah bank syariah
didirikan. Perbankan syariah diperkenalkan
di Sudan setelah pemerintah memberlaku-

86

87

Pasal 15 ayat (1) The Banking Business (Organization) Act, 2003,
diunduh dari http://www.cbos.gov.sd/english/regulations/Banking_
business.pdf

Bank Sentral Sudan, Tautsiq Tajribat al-Sudan fi Majal al-Masharif wa al-
Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah: Makhaththath al-Riqabah wa al-Isyraf
al-Mashfy, (Khortum: MaktabahWathaniyah, 2006).

kan hukum Islam pada tahun 1984.88 Perlu
diketahui, perbankan di Sudan menganut
dua sistem. Di Sudan bagian utara, diterap-
kan sistem perbankan Islam, sementara di
Sudan bagian selatan, diterapkan Bank kon-
vensional. Hal itu ditegaskan Bank of Sudan
Act 2002, setelah mengalami perubahan ta-
hun 2006, pada Bab II, Pasal 5, ayat (1).

Meski berstatus independen, Komisi
ini bagian dari kelembagaan negara, bukan
lembaga swasta atau non-negara. Berbeda
dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bukan
bagian dari lembaga negara, tapi masuk
kategori Organisasi Kemasyarakatan.®’ Ke-
beradaan Komisi Tinggi Pengawas Syariah
di Sudan dikukuhkan oleh UU tentang
organisasi perbankan tahun 2003, The
Banking Business (Organization) Act,
2003, Bab III, Pasal 15.

Personalia komisi ini ditetapkan oleh
keputusan Presiden Sudan, setelah pre-
siden mendapat masukan dari menteri
keuangan (pasal 15, ayat 1, Banking Busi-

88 http://www.bankofsudan.org/english/ide.htm
89 Pasal 1 ayat (3) Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil
Munas MUI Juli 2005.
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ness Act 2003). Dengan topangan kepu-
tusan presiden, otoritas HSCC makin kukuh
sebagai badan hukum publik.

Komposisi anggota komisi ini mini-
mal tujuh orang dan maksimal sebelas
orang. Mereka harus mencakup ahli syari-
ah, pakar ekonomi, ahli bursa, dan ahli hu-
kum. Dengan catatan, sebagian besar harus
berasal dari ahli syariah (pasal 15 ayat 2,
Banking Business Act 2003). Dengan kom-
posisi yang demikian beragam, diharapkan
dapat memperkuat kompetensi komisi ini
dalam mengeluarkan fatwa seputar per-
bankan syariah.

Perihal otoritas produksi fatwa,
dinyatakan dalam pasal 18 huruf (a),
Banking Business Act 2003, bahwa tugas
pertama Komisi Tinggi Pengawas Syari-
ah Sudan adalah mengeluarkan fatwa,
rekomendasi, dan memberi konsultasi
syariah, untuk unifikasi prinsip syari-
ah dan peraturan perundang-undangan
yang dijadikan pijakan perbankan dan
aktivitas keuangan Islam. Keputusan
komisi ditetapkan oleh ketua komisi,
deputi, dan sekretaris jenderal (pasal 15,
ayat 3).

Fungsi HSCC, seperti dinyatakan pasal
19, ayat (1), huruf (a) Banking Business Act
2003, juga memperkuat otoritas komisi
ini dalam penetapan fatwa. Pasal tersebut
menyatakan, fungsi pertama komisi adalah,
“memperhatikan dan mengemukakan pen-
dapat, dalam sejumlah masalah, baik yang
diajukan oleh menteri keuangan, gubernur
bank sentral, manajer bank, atau karyawan
perbankan dan lembaga keuangan, kemu-
dian mengeluarkan fatwa, rekomendasi,
dan saran-saran.”

Tiap tahun, komisi tinggi ini, menge-
luarkan sejumlah fatwa dan resolusi ten-
tang berbagai aspek keuangan Islam. Komisi
juga berperan memberi pelatihan tentang
praktik perbankan Islam dan standar
akuntansi untuk pelayanan keuangan
[slam. Komisi juga menyelenggarakan se-
jumlah kajian, konferensi, seminar, dan per-
kuliahan bekerja sama dengan bagian di
internal bank sentral, serta menawarkan
konsultasi perihal aspek legal Islam. Komisi
juga terlibat berbagai pertemuan dan
seminar di luar Sudan.”

90 http://www.cbos.gov.sd/english/publications/annual/annual03e/
chapter_02.pdf
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Masa jabatan komisi ini berlangsung
lima tahun, setelah itu dapat dipilih kem-
bali. Kebutuhan kantor dan anggaran ope-
rasional komisi ini disediakan oleh gu-
bernur bank sentral, yakni Bank of Sudan,
dengan berkonsultasi kepada menteri ke-
uangan. Gaji ketua dan anggota komisi dite-
tapkan oleh menteri keuangan, setelah ber-
konsultasi dengan gubernur bank sentral.

Dari praktik regulasi di Sudan ini
terlihat, bahwa prinsip independensi dan
kompetensi dikedepankan. Independensi
ditunjukkan pada otoritas besar yang dipi-
kul, sebagai rujukan ketetapan syariah dari
berbagai pemangku kepentingan bidang
perbankan Islam. Kompetensi terlihat dan
kualifikasi keilmuan calon anggota komisi
yang dinyatakan rinci.

Mirip pengalaman Pakistan, kedu-
dukan kelembagaan komisi ini adalah
bagian dari kelembagaan negara. Peng-
angkatan dilakukan presiden dan mene-
rima gaji serta anggaran operasional dari
anggaran negara. Dibanding Pakistan, po-
sisi komisi di Sudan bisa jadi lebih kuat.
Karena bila di Pakistan diangkat bank
sentral, di Sudan diangkat kepala negara.

4. Iran

Dilran, produkyangboleh ditawarkan
bank syariah dituangkan dalam regulasi
yang dikeluarkan Dewan Menteri (Council
of Ministers), sesuai UU Bank Bebas Bunga
(Usury Free Banking Act) tahun 1983.
Dewan Pengawal Konstitusi (Guardians
Council of Constitution) berfungsi sebagai
dewan syariah pusat yang memberikan
pedoman umum kepada bank sentral dan
bank komersial. Lembaga inilah yang me-
megang otoritas fatwa.

Dewan Pengawal Konstitusi ber-
anggotakan 12 orang, terdiri enam orang
ahli hukum Islam dan enam ahli hukum
berbagai bidang. Dewan ini juga berperan
semacam Mahkamah Konstitusi yang bisa
menguji kesesuaian UU dengan konstitusi.
Dewan ini punya hak veto untuk menolak
calon anggota parlemen dan calon presiden.
Di tiap bank komersial tidak terdapat
dewan pengawas syariah yang bertugas
mengawasi operasi bank sehari- hari.”!

91 Bahan awal perbandingan antara negara ini dirujuk dari, "Appendix-C on
Shariah Compliance” dalam Islamic Banking Departement State Bank of
Pakistan, Strategic Plan for Islamic Bankin Industry of Pakistan, diunduh
pada 8 Februari 2009 dari <http://www.sbp.org.pk/departments/pdf/
StrategicPlanPDF/Appendix-C%20Shariah%20Compliance. pdf> dan
Sudin Haron, Islamic Banking: Rules & Regulations, (Selangor: Pelanduk
Publication, 1997) h. 140.
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Iran yang terkesan sentralistrik ka-
rena tunduk di bawah Dewan Pengawal
Konstitusi pun masih manandaskan pen-
tingnya kualifikasi keilmuan para calon
anggota otoritas fatwa. Hal itu berbeda
dengan hukum perbankan syariah di In-
donesia, seperti akan dipaparkan pada
bab berikutnya, yang tidak melengkapi
ketentuan tentang standar operasi dan
kompetensi otoritas fatwa. Setelah MUI
ditunjuk sebagai pemegang otoritas ke-
patuhan syariah, regulasi menyerahkan
standar kompetensi dan operasi Lembaga
fatwa pada ketentuan internal MUL

5. Bahrain

Di Bahrain, Bank Sentral Bahrain me-
memerintahkan seluruh bank membentuk
Komite Pengawas Syariah independen, un-
tuk mematuhi standar penyelenggaraan
lembaga keuangan syariah. Otoritas stan-
dar syariah di Bahrain dipercayakan pada
AAOIFI (Accounting and Auditing Organi-
zation for Islamic Financial Institutions).
AAOIFI adalah organisasi independen
internasional nirlaba yang merumuskan
standar akuntansi, audit, tata kelola, eti-
ka, dan prinsip syariah untuk industri dan
lembaga keuangan syariah.

Organisasi ini dibentuk oleh sejumlah
lembaga keuangan syariah pada 26 Febru-
ari 1990 di Aljazair, lalu diregistrasi pada 27
Maret 1991 di Bahrain. Didukung oleh 155
anggota dari 40 negara, termasuk sejumlah
bank sentral dan bank Islam internasional
sedunia. Standar AAOIFI selain diberlaku-
kan di Bahrain, juga diberlakukan di Dubai,
Yordania, Lebanon, Qatar, Sudan, dan Syiria.
Substansi standar AAOIFI juga dijadikan
dasar pedoman yang dikeluarkan lembaga
otoritatif di Australia, Afrika Selatan, Saudi
Arabia, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia.”

Dewan Syariah Nasional (NSB) Bank
Sentral Bahrain hanya bekerja untuk bank
sentral dan memeriksa kepatuhan syariah
produk bank sentral. Tak ada larangan bagi
anggota NSB Bank Sentral Bahrain untuk
merangkap tugas pada lembaga keuangan
lain, juga tak ada batasan hanya boleh be-
kerja di satu lembaga keuangan. Tiap bank
syariah di Bahrain harus punya fungsi
pemeriksa syariah yang terpisah, untuk
verifikasi kepatuhan. Fungsi pemeriksa
kepatuhan syariah itu boleh tercakup da-
lam fungsi audit internal bank.

92  http://www.aaoifi.com
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Regulasi di Bahrain tampak lebih
longgar. Mirip Indonesia, pemegang oto-
ritas fatwa yang jadi rujukan regulator
adalah lembaga non-negara, dan bukan
bagian bank sentral setempat. Bedanya
dengan Indonesia, otoritas fatwa yang
dirujuk bukan lembaga domestik, tapi
lembaga atau asosiasi yang berskala inter-
nasional. Prinsip independensi terlihat
dikedepankan di sini. Namun penerapan
larangan rangkap jabatan lebih fleksibel.

C. TRANSFORMASI FATWA MENJADI

REGULASI BERDAYA IKAT

Isu transformasi fatwa menjadi regulasi
yang mengikat ini relevan diulas karena fatwa
pada dasarnya tidak mengikat publik. Fatwa
hanya mengikat pemberi fatwa dan peminta
fatwa. Menurut teori hukum Islam, hanya
ada dua produk hukum Islam yang mengikat
publik: gadha’ (putusan pengadilan) dan ganun
(peraturan perundang-undangan).”®

Dalam praktik lembaga keuangan Islam,
diperlukan ketentuan hukum agama yang mengi-

93 Husein Mansur, Al-Madkhal lla al-Qanun: al-Kitab al-Awwal al-Qaidah al-
Qanuniyah (Beirut: Dar a-Nahdhah al-Arabiyah, 1995), hal. 22.

kat. Maka itu, di Indonesia, terjadi proses trans-
formasi fatwa keluaran MUI, yang pada dasarnya
tidak mengikat, menjadi Peraturan BI, sehingga
berkekuatan hukum mengikat. Perbandingan
dengan negara lain perlu dilakukan untuk mem-
beri perspektif komparatif, bagaimana model-
model praktik regulasi, dalam mengatasi kebu-
tuhan legalitas fatwa keagamaan. Hanya saja,
problemnya, negara-negara yang terpilih sebagai
bahan komparasi, tidak sepenuhnya relevan di-
bandingkan dengan Indonesia. Negara-negara
seperti Sudan, Pakistan, Malaysia, Iran, dan
Bahrain, adalah negara yang menjadikan Islam
sebagai agama negara, maka mereka relatif lebih
sederhana dalam menempatkan fatwa keaga-
maan pada bingkai produk hukum negara.

Sementara Indonesia bukan negara Islam.
Masalahnya, belum ditemukan negara-bangsa
model Indonesia, yang memiliki regulasi ke-
uangan Islam cukup komprehensif. Sumber
perbandingan regulasi keuangan Islam lebih
banyak ditemukan dari “negara Islam”. Ba-
gaimanapun Kketerbatasannya, perbandingan
ini tetap bermakna dalam memperkaya pers-
pektif kajian otoritas syariah dalam hukum
perbankan. Berikut paparan praktik regulasi di
negara lain.
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1. Pakistan

Fatwa Dewan Syariah bank sen-
tral Pakistan bersifat final dan mengikat
seluruh lembaga keuangan Islam. Semen-
trara itu, fatwa dan ketetapan penasihat
syariah hanya mengikat pada bank Islam
masing-masing. Pada fatwa Dewan Syari-
ah State Bank of Pakistan (SBP), terdapat
status “final”, maksudnya, bila terdapat
perbedaan pendapat antara fatwa Penga-
was Syariah dan Dewan Syariah bank sen-
tral, maka yang menjadi rujukan akhir dan
berkekuatan final sebagai pijakan resolusi
konflik, adalah fatwa Dewan Syariah SBP,
sebagai bank sentral.

Kekuatan daya ikat diberikan oleh
payung hukum yang tidak pada tingkat
UU. Karena The State Bank of Pakistan Act
1956 (amandemen 2003), sama seka-
li tidak membicarakan perbankan Islam.
Bahkan, tidak ditemukan kata “Islam” dan
“Shariah” dalam UU itu.’* Regulasi seputar
mekanisme kepatuhan syariah, dituangkan
dalam bentuk Surat Edaran Islamic Bank-
ing Department, State Bank of Pakistan, No.
02 Tahun 2008, Lampiran-1, bertajuk “In-

94 http://www.sbp.org.pk/about/sbpact/SBP_ACT_1956.pdf

structions for Shariah Compliance in Islamic
Banking Institutions,” Maret 2008.%

Dalam instruksi itu, daya ikat dan sifat
final fatwa Dewan Syariah bank sentral,
tidak berdiri sendiri, tapi selalu disertai
klausul, “setelah diumumkan bank sentral’,
baru berkekuatan final (.. the decision of
SBP Shariah Board, notified by State Bank,
shall be final ..). Di sini, ada transformasi
halus, dari fatwa menjadi regulasi yang
mengikat. Fatwa baru berkekuatan hukum
mengikat setelah dituangkan dalam produk
keputusan bank sentral. Namun berbeda
dengan fatwa penasihat syariah bank Islam,
yang langsung mengikat bank Islam ber-
sangkutan, meski tidak dituangkan dalam
bentuk keputusan bank tersebut (. The
fatawa and rulings of the Shariah Advisor in
all financial matters shall be binding on the
IBI .).%¢

2. Malaysia

Di Malaysia, fatwa Majelis Penasihat
Syariah (SAC), otomatis berkekuatan
mengikat, baik terhadap bank sentral,

95 http://www.sbp.org.pk/ibd/2008/Annex-c2-1.pdf
96 Ibid.
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perbankan Islam lain, lembaga keuangan
Islam, pengadilan sipil, dan badan arbi-
trase. Sebelum amandemen UU Bank Sen-
tral 2009, seperti diungkapkan di atas,
daya ikat fatwa SAC tidak menjangkau
pengadilan sipil.?”

Meskipun UU Bank Sentral Malaysia
1958 hasil amandemen 2003, dalam pasal
16B, menyebutkan bahwa fatwa bisa diru-
juk dalam proses peradilan, tapi statusnya
tidak mengikat, sehingga banyak hakim
yang tidak merasa terikat untuk merujuk.
Akibatnya, ada beberapa putusan penga-
dilan sipil terkait kasus perbankan syariah
dan lembaga keuangan syariah, yang dinilai
tidak sejalan dengan prinsip syariah.?®

Setelah Central Bank of Malaysia
Act 2009 disahkan, fatwa SAC kini juga
mengikat pengadilan sipil. Dengan pene-
tapan anggota SAC oleh kepala negara,
Yang di-Pertuan Agong, maka status dan
keberadaan SAC sejajar dengan penga-
dilan sipil yang juga diangkat oleh Yang

97 Surianom Miskam , “Reference To The Shariah Advisory Council In Islamic
Banking And Finance Cases: The Effect Of The Central Bank of Malaysia Act
2009", diunduh dari http://www.globalresearch.com.my/main/papers/
icber/PAPER_106_ShariahAdvisory.pdf

98 Ibid.

di-Pertuan Agong. Maka itulah, fatwa SAC
bisa mengikat pengadilan sipil.

Perihal keharusan bank sentral ter-
ikat dan tunduk pada fatwa SAC, dite-
gaskan pasal 55 ayat (1), Central Bank of
Malaysia Act 2009. Bahwa Bank Negara
Malaysia (BNM) harus berkonsultasi ke-
pada SAC, tentang berbagai hal terkait
bisnis keuangan Islam, juga berbagai hal
dalam rangka menjalankan fungsi BNM
atau bisnis BNM, yang menghendaki pe-
nentuan hukum Islam oleh SAC.

Selain bank sentral, menurut Pasal
55 ayat (2) Central Bank of Malaysia
Act 2009, setiap lembaga keuangan
Islam boleh merujuk ketetapan SAC
atau meminta nasehat SAC, dalam men-
jalankan bisnisnya, agar mendapat ke-
pastian bahwa bisnis itu tidak mengan-
dung elemen yang bertentangan dengan
syariah.

Keharusan pengadilan merujuk
fatwa atau pendapat SAC, dinyatakan
pasal 55 ayat (1) Central Bank of Malaysia
Act 2009, bahwa bila dalam sidang
pengadilan atau arbitrase tentang bisnis
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keuangan Islam, terdapat pertanyaan
terkait persoalan syariah, maka penga-
dilan atau artbitrase seharusnya mem-
pertimbangkan untuk merujuk ketetapan
SAC yang sudah dipublikasikan, atau
meminta pendapat SAC.

Setiap keputusan SAC, yang di-
keluarkan dalam kerangka UU ini, yak-
ni sebagai rujukan bank sentral, lem-
baga keuangan Islam, pengadilan, dan
arbitrase, menurut pasal 57 UU ini, ber-
kekuatan mengikat, yang harus dipatuhi
bank sentral, lembaga keuangan Islam,
pengadilan dan arbitrase.

Sedemikian kuatnya otoritas dan
daya ikat fatwa SAC, jika ada badan atau
komite syariah di Malaysia membuat
keputusan tentang keuangan Islam, yang
substansinya berbeda dengan keputusan
SAC, maka yang dinyatakan berlaku, dan
berkekuatan hukum, menurut pasal 58
Central Bank of Malaysia Act 2009 ini,
adalah keputusan atau fatwa SAC.

Efek daya ikat fatwa SAC makin
kuat lewat keluarnya sejumlah surat
edaran dan pedoman penyelenggaraan

bisnis keuangan Islam dari bank sentral.
Menurut pasal 59 ayat (1) UU Bank
Sentral Malaysia 2009, bank sentral dapat
membuat surat edaran dan pedoman
penyelenggaraan bisnis keuangan Islam
yang harus diacu oleh lembaga keuangan
Islam, dan pedoman itu harus disesuai-
kan dengan fatwa dan nasehat Majelis
Penasihat Syariah (SAC). Ayat (2) pasal
59 tersebut menegaskan kewajiban lem-
baga keuangan Islam mematuhi pedo-
man tertulis dan surat edaran bank sen-
tral itu. Ayat (3) pasal tersebut bahkan
mengancam sanksi bila tidak patuh. Me-
reka bisa dikenakan denda maksimal tiga
juta ringgit Malaysia.

Dari paparan ini terlihat, Malaysia
terus menerus meningkatkan cakupan
dan bobot daya ikat otoritas fatwanya.
Aspek kekuatan mengikat ini krusial,
karena kontrol atas kepatuhan syariah
tidak bisa optimal bila ketetapan syariah
yang tersedia tidak berlaku mengikat
publik. Ketika daya ikat fatwa belum
menjangkau pengadilan sipil, misalnya,
sejumlah putusan pengadilan pun diketa-
hui tidak sejalan dengan syariah.

91

BABII
KERANGKA
KONSEPTUAL
TATA KELOLA
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN




92

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH

DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

3. Sudan

Di Sudan, untuk membuat fatwa
berkekuatan mengikat keluar; tidak perlu
ditransformasikan menjadi produk hukun
tersendiri, seperti di Indonesia, di mana
fatwa DSN-MUI seputar perbankan Islam
harus diserap dulu dalam Peraturan Bank
Indonesia, baru berkekuatan mengikat.
Di Sudan, fatwa Komisi Tinggi Pengawas
Syariah (HSCC) itu, langsung dinyatakan
berkekuatan mengikat oleh undang-
undang.

Daya ikat fatwa HSCC Sudan itu dite-
gaskan dalam pasal 21 Banking Business
Act 2003 32 Ayat (1) menyatakan, “Fatwa
syariah yang ditetapkan komisi, tentang
berbagai sengketa, terkait aktivitas per-
bankan, mengikat bank sentral, perbank-
an dan lembaga keuangan.””® Sedangkan
ayat (2) berbunyi, “Fatwa, yang diputus-
kan komisi, tentang berbagai sengketa
terkait perkara peradilan, mengikat bank
sentral, perbankan, dan lembaga keuang-
an.” Dengan demikian, fatwa HSCC secara
otomatis berlaku mengikat publik, tanpa

99 http://www.cbos.gov.sd/english/regulations/Banking_business.

pdf

harus dikemas ulang dalam ketetapan
badan hukum publik yang lain.

Pemberian kekuatan ikat fatwa
HSCC itu pararel dengan status kelem-
bagaan Komisi Tinggi Pengawas Syariah
ini sebagai komisi independen berba-
dan hukum publik, yang dibentuk lewat
Keputusan Presiden, dan dibiayai ang-
garan negara lewat bank sentral. Posisi
kuat HSCC dalam otoritas regulasi per-
bankan syariah juga terlihat dari per-
talian khusus komisi tinggi ini dengan
bank sentral, selaku otoritas dalam pe-
ngelolaan perbankan.

Menurut Bank of Sudan Act 2002, Bab
I1I, pasal 7, ayat (1), Ketua Komisi Tinggi
Pengawas Syariah ditetapkan menjadi ang-
gota Dewan Direktur Bank Sentral.!® De-
wan Direktur Bank Sentral terdiri atas:

a. Gubernur Bank of Sudan (secara ex-
officio menjadi pimpinan).

b.  Deputi Gubernur Bank of Sudan
(secara ex-officio menjadi deputi
pimpinan).

100 /bid.
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C. Sekretaris Kementerian Keuangan
dan Ekonomi Nasional (anggota)

d. Ketua Komisi Tinggi Pengawas
Syariah (anggota)

e. Lima orang anggota yang dipilih da-
ri para figur yang memenuhi kualifi-
kasi, diangkat oleh Presiden, setelah
mendapat masukan dari Menteri Ke-
uangan dan Ekonomi Nasional

Tugas-tugas Dewan Direktur Bank
Sentral Sudan ini tunduk pada pengarah-
an dan pengawasan presiden. Hasil
amandemen tahun 2006 terhadap Bank
of Sudan Act 2002 memang kemudian
mengubah posisi Ketua Komisi Tinggi
Pengawas Syariah, yang tidak lagi menja-
di anggota Dewan Direktur Bank Sentral.
Tetapi posisinya tetap kuat, dengan di-
geser menjadi penasihat Gubernur Bank
Sentral.'®® Posisi ini membuat daya ikat
fatwa Komisi makin kukuh, karena bisa
berkoordinasi langsung dengan otoritas
Bank Sentral untuk mengawasi imple-
mentasi fatwa.

ks

101 http://www.bankofsudan.org/english/ide.htm

Dari praktik tiga negara tersebut,
tidak ditemukan proses transformasi fat-
wa menjadi regulasi, seperti yang terjadi
di Indonesia. Ketetapan otoritas fatwa di
Malaysia dan Sudan sudah otomatis di-
nyatakan berkekuatan mengikat pada
publik. Sedikit berbeda dengan Pakistan.
Daya ikat otoritas fatwa di Pakistan belum
bisa berdiri sendiri. Masih ada fase, fatwa
itu diumumkan oleh bank sentral. Pa-
kistan memerlukan revisi UU Perbankan
untuk membuat fatwa Shariah Board
langsung mengikat.

Bila mengacu perbandingan ini,
apa yang berlaku di Indonesia, belum
bisa dikatakan, bahwa MUI telah seolah
berubah menjadi badan hukum publik
yang ketetapannya mengikat publik.
Lebih tepatnya, fatwa MUI ditempatkan
sebagai rujukan regulasi yang eksplisit
dinyatakan dalam UU Perbankan Syariah.
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D. MEKANISME PENGAWASAN
KEPATUHAN SYARIAH
Secara umum, dalam sejumlah praktik re-
gulasi di berbagai negara, mekanisme pengawas-
an kepatuhan syariah, dilakukan oleh tiga jalur:

1. Otoritas regulasi bank sentral;

Otoritas pengawas syariah; dan

3. Organ internal masing-masing lembaga
keuangan syariah.

N

Beberapa negara melakukan kombinasi
ketiga jalur itu, ada juga yang hanya mengan-
dalkan salah satu jalur. Bahrain misalnya, mem-
bolehkan pengabungan fungsi kontrol kepa-
tuhan syariah dengan fungsi audit internal. Di
Sudan, tidak ada pengawas syariah khusus di
setiap bank, semacam DPS di Indonesia.

Indonesia termasuk negara yang meng-
gunakan tiga jalur itu. Bank sentral, BI, sebelum
ada OJK, memiliki direktorat bank syariah de-
ngan segala perangkatnya. Dewan Syariah Na-
sional MUI memiliki kepanjangan tangan be-
rupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap
bank syariah. Di internal manajemen bank sen-
diri terdapat direksi kepatuhan.

Dalam RUU Perbankan Syariah usulan
DPR pernah muncul gagasan menyerahkan
tata kelola kepatuhan syariah pada salah satu
Kkomisaris bank.'%? Ini juga tipe gagasan tentang
model pengawasan syariah dari organ dalam.
Tapi gagasan itu kemudian ditolak. Disebutkan
dalam penjelasan rancangan itu, ada lima tugas
pokok komisaris bidang pengawas syariah:

1. memberikan opini syariah terhadap ke-
patuhan syariah;

2.  melakukan pengawasan syariah;

3. membuat laporan pengawasan syariah;

4.  memberikan nasehat kepada direksi me-
ngenai pemenuhan aspek syariah;

5. membentuk satuan Kkerja pengawasan
syariah.

Tidak semua otoritas syariah di bank
sentral memiliki kepanjangan di tiap bank,
misalnya di Sudan dan Iran. Pada dua negara
itu, pengawasan lebih banyak diserahkan pa-
da organ kontrol internal bank dan jalur bank
sentral. Namun di Pakistan, bank sentral bah-
kan secara proaktif melakukan inspeksi syariah
pada tiap bank syariah. Berikut paparan per-
bandingan beberapa negara.

102 DPRRI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan
Syariah, 2007.
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1. Pakistan

Bank sentral Pakistan menetapkan
kerangka kerja tata kelola kepatuhan sya-
riah yang mereka klaim komprehensif,
kuat, berjenjang, serta telah bekerja baik
dan efektif. Tata kelola ini mereka sebut di-
kembangkan dari pengalaman terbaik in-
ternasional, pengalaman Pakistan sendiri,
dan pendekatan inovatif yang sesuai pasar
Pakistan. Sharia governance framework
untuk kepatuhan syariah di Pakistan ter-
diri tiga komponen:'%

1. Dewan Syariah (Shariah Board-SB)
pada bank sentral, State Bank of Paki-
stan (SBP).

2. Penasihat syariah (Shariah Advisor --SA)
pada tiap bank yang menawarkan jasa
keuangan Islam. Pijakannya adalah
“Instruksi dan Pedoman tentang Kepa-
tuhan Syariah” dari bank sentral.

3. Inspeksi kepatuhan syariah pada selu-
ruh bank.

103 Shamshad Akhtar”Shariah Compliant Corporate Governance”, disam-
paikan dalam Annual Corporate Governance Conference di Dubai, 27
November, 2006, diunduh dari http://www.sbp.org.pk/about/speech/
governors/dr.shamshad/2006/Corporate- ~ Governance-30-Dec-06.pdf
pada 4 Juni 2010.

Supremasi otoritas dan kendali De-
wan Syariah Bank Sentral dalam menjamin
kepatuhan syariah terlihat, misalnya, dalam
klausul resolusi konflik. Yakni, ketika terjadi
benturan fatwa. Jika terdapat perbedaan
pendapat antara penasihat syariah tingkat
perbankan Islam dan staf inspeksi bank
sentral, atau departemen lain dari bank
sentral, terkait praktik perbankan Islam,
maka bank sentral akan merujuk pada ke-
putusan Dewan Syariah Bank Sentral, dan
keputusan Dewan Syariah Bank Sentral
tersebut, yang kemudian diumumkan bank
sentral, bersifat final.

Lembaga perbankan syariah juga
dibolehkan merujuk langsung pada konsi-
derasi Dewan Syariah Bank Sentral, tidak
harus ke Shariah Advisor di kantornya sen-
diri. Jika manajemen lembaga perbankan
Islam berbeda pendapat dengan penasihat
syariah-nya, terkait prinsip syariah, maka
manajemen harus melimpahkan sengketa
itu pada komite audit Dewan Syariah Bank
Sentral, untuk diambil keputusan. Jika te-
tap tidak terselesaikan, maka masalah itu
harus dikonsultasikan pada Dewan Sya-
riah Bank Sentral, untuk mendapatkan ke-
putusan final. Keputusan Dewan Syariah
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Bank Sentral, yang diumumkan bank sen-
tral, bersifat final.

Peran penasihat syariah bank Is-
lam dalam tata kelola kepatuhan syariah,
diuraikan dalam [Instructions for Shariah
Compliance in Islamic Banking Institu-
tions.®* Penasihat syariah bertugas me-
mastikan, bahwa semua produk, jasa, dan
hal ihwal terkait kebijakan dan kesepakat-
an bank Islam, harus sesuai ketentuan dan
prinsip syariah. Sebelum peluncuran pro-
duk, jasa, dan hal ihwal terkait kebijakan
dan kesepakatan, harus diperiksa dengan
cermat oleh penasihat syariah. Bekerja
sama dengan manajemen, penasihat sya-
riah bahkan dapat menyelenggarakan
pelatihan pada pegawai bank, untuk me-
ningkatkan kesadaran kepatuhan syariah.
Penasihat syariah harus membuat laporan
tahunan tentang kepatuhan syariah pada
bank bersangkutan.

Dalam menjalankan tugasnya, pena-
sihat syariah harus diberi akses pada se-
mua record, dokumen, dan informasi dari

104 http://www.sbp.org.pk/ibd/2008/Annex-c2-1.pdf diunduh 4
Juni 2010.

semua sumber, termasuk dari penasihat
profesional, dan karyawan bank. Penasihat
syariah harus melakukan telaah terhadap
operasional bank untuk memastikan semua
produk yang ditawarkan sesuai syariah.
Bila ada pemasukan dana yang dinyatakan
tidak sesuai syariah, dana tersebut harus
dimasukkan dalam rekening amal yang
memang disediakan untuk menampung
dana demikian.

Inspeksi kepatuhan syariah meru-
pakan inisiatif bank sentral Pakistan untuk
menjamin kepatuhan syariah. Proses ins-
peksi kepatuhan syariah mencakup review
terhadap perencanaan keuangan Islam,
kegiatan umum jasa perbankan, statemen
keuangan, dan catatan rekening, untuk
memastikan, semua transaksi dan operasi
bank Islam sejalan dengan ketentuan sya-
riah. Buku manual pedoman inspeksi di-
buat oleh Ernst & Young Bahrain bersama
Ernst & Young Pakistan.

Ketiga elemen dalam tata kelola ke-
patuhan syariah di Pakistan ini bersifat
interaktif dan bersama-sama membentuk
mekanisme pengawasan kepatuhan sya-
riah secara komprehensif. Ini bisa menjadi
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model bagi bank sentral mana saja yang
ingin membentuk pengawas kepatuhan
syariah di wilayahnya.

2. Malaysia

Tata kelola pengawasan kepatuhan
syariah di perbankan Malaysia juga dila-
kukan secara berjenjang, sebagaimana
di Pakistan. Pada tingkat bank sentral
fungsi itu dijalankan Majelis Penasihat
Syariah (Shariah Advisory Council--SAC).
Kemudian pada tiap bank Islam, terdapat
badan pengawas syariah yang dinamakan
komite syariah (Shariah Committee--SC).
Komite syariah merupakan pelengkap
dan kepanjangan tangan otoritas kepa-
tuhan syariah dari SAC di bank sentral.

Pembentukan komite syariah me-
rupakan syarat legal bagi semua bank
yang menawarkan produk perbankan
Islam. Hal itu ditegaskan pasal 3 ayat
(5b) Islamic Banking Act 1983. Karena
syarat wajib, maka bank sentral tidak
akan memberi rekomendasi pemberian
izin, dan menteri keuangan tidak akan
memberi izin, jika sebuah bank Islam
tidak membentuk komite syariah (pasal 3
ayat (5) huruf (b) Islamic Bank Act 2003).

Sebelum Desember 2004, Malaysia
belum memiliki pedoman spesifik tentang
kualifikasi anggota komite syariah. Peng-
angkatan anggota komite syariah biasanya
mengacu pada ketokohan dan keahlian
seseorang tanpa pedoman rinci. Sejumlah
bank mengangkat komite syariah dari
tokoh yang dipandang terkenal di mata
industri perbankan.

Namun sejak Desember 2004,
bank sentral Malaysia mengeluarkan
“Guidelines on the Governance of Shariah
Committee for the Islamic Financial Insti-
tutions” (Pedoman Penyelenggaraan Ko-
mite Syariah pada Lembaga Keuangan
Islam). Ini pedoman pertama tentang
komite syariah dan mengikat seluruh
lembaga keuangan Islam, baik bank, asu-
ransi, dan lembaga keuangan lainnya.

Pedoman ini mengatur sangat jelas
keanggotaan komite syariah, pengang-
katan, prosedur, kualifikasi, komposisi,
sekretariat, diskualifikasi, pengunduran
diri, pemberhentian, larangan, dan kewa-
jiban. Seluruh lembaga keuangan Islam
harus mematuhi dan menyesuaikan pedo-
man itu dalam waktu empat bulan, sejak
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pedoman dikeluarkan, pada Desember
2004, hingga 1 April 2005.

Komite syariah diangkat oleh de-
wan direktur bank Islam, untuk masa ja-
batan selama dua tahun. Pengangkatan
itu harus mendapat persetujuan bank
sentral. Ada beberapa persyaratan yang
ditetapkan bank sentral. Bila syarat tak
terpenuhi, persetujuan bank sentral da-
lam pengangkatan komite syariah tidak
diberikan.

Anggota komite syariah bersifat
individual, bukan perwakilan lembaga,
perusahaan, atau badan. Anggota komite
syariah dipersyaratkan memenuhi kuali-
fikasi dan keahlian di dua bidang: ushul
fikih (filsafat hukum Islam) dan fikih
mu’amalah (hukum ekonomi Islam).

Selain syarat akademik, ada pula
syarat terkait integritas moral. Anggota
komite syariah harus memiliki reputasi,
karakter, dan integritas yang diakui.
Bank sentral berhak mendiskualifikasi
calon anggota komite syariah bila di-
temukan beberapa hal: (1) Melakukan
tindakan yang membuatnya diragukan

kelayakannya menjadi anggota komite
syariah; (2) tidak bisa hadir dalam rapat
komite syariah, minimal 75%, dalam se-
tahun; (3) dinyatakan pailit; (4) dinyata-
kan bersalah akibat tindak pidana berat
atau kejahatan yang membuatnya dipen-
jara setahun atau lebih; (5) ditahan, di-
awasi, dilarang tinggal, atau diusir.!®®

Prinsip konflik kepentingan juga di-
antisipasi dalam regulasi tentang komite
syariah. Anggota komite syariah dilarang
merangkap menjadi anggota Majelis Pe-
nasihat Syariah yang berada di tingkat
bank sentral. Hal itu sesuai pasal 16B ayat
(6) Central Bank of Malaysia Act 1958
(amandemen 2003).

Lembaga keuangan Islam dilarang
mengangkat anggota komite syariah lem-
baga keuangan syariah lain yang sesama
jenis industri, misalnya, sesama bank,
sesama asuransi, dan seterusnya. Hal itu
selain untuk mencegah konflik kepen-
tingan, juga untuk menjaga kerahasiaan
industri. Namun, anggota komite syariah

105 http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/04_
prudential_stds/23_gps.pdf
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sebuah bank Islam masih bisa menjadi
anggota komite syariah asuransi Islam
dan industri selain bank lainnya, seperti
fund management.

Tugas utama komite syariah ada
dua. Pertama, pemberi nasehat syariah
kepada lembaga keuangan Islam. Kedua,
memastikan kepatuhan kegiatan ope-
rasional bank pada prinsip syariah. Na-
sehat, saran, dan rekomendasi komite
syariah akan menentukan syar’i tidaknya
keputusan bank. Maka itu, alasan seleksi
anggota komite syariah mengacu pada
keahlian di bidang transaksi Islam (figh
mu’amalah) dan ushul fikih, karena ke-
ahlian di dua bidang ini, sangat penting
untuk memastikan kecermatan dalam
membuat keputusan atau ijtihad tentang
kompleksitas masalah seputar bank dan
keuangan Islam.

Legalitas dan syar’i tidaknya ber-
bagai produk bank, dokumentasi, dan
operasinya, tergantung keputusan komite
syariah. Bila dilihat diagram organisasi
bank Islam, posisi komite syariah sama
levelnya dengan dewan direktur bank.
Dengan kata lain, setiap keputusan ko-

mite syariah tidak dapat ditolak dewan
direktur bank Islam.

Bahkan, pada pasal 20 “Pedoman
Penyelenggaraan Komite Syariah”, dite-
gaskan, keharusansetiaplembagakeuang-
an Islam, termasuk bank Islam, untuk: (1)
selalu merujuk semua isu syariah pada
saran-saran komite syariah; (2) bank
Islam harus mengadopsi masukan komite
syariah; dan (3) dokumen bank Islam
harus mendapat validasi komite syariah.

3. Sudan

Di Sudan, fungsi pengawasan ke-
patuhan syariah diserahkan pada Ko-
misi Tinggi Pengawas Syariah, HSCC,
lembaga yang juga diberi otoritas untuk
memproduksi fatwa. Dengan demikian,
fungsi produksi fatwa dan pengawasan
implementasi fatwa diserahkan kepada
lembaga yang sama.

Hal itu ditegaskan pasal 18 huruf
(b), Banking Business Act 2003 Sudan.
Bahwa, komisi harus memantau kebijakan
dan kinerja bank sentral, serta aktivitas
perbankan lainnya, agar sesuai dengan
ketentuan dan nilai syariat. Huruf (c)
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pasal 18 UU tersebut menyatakan, komisi
HSCC ini juga bertugas membersihkan
peraturan dan pedoman yang dikeluarkan
Bank Sentral dan bank-bank lainnya, agar
terbebas transaksi berunsur bunga.

Di Sudan, tidak ada dewan penga-
was syariah khusus pada tiap bank, yang
menjadi kepanjangan tangan Komisi
Tinggi Pengawas Syariah, HSCC. Tiap
bank memiliki organ pengawas sendiri
yang menyatu dalam dewan direksi.
Maka itu, mekanisme pengawasan yang
dijalankan Komisi Tinggi Pengawas Sya-
riah, menurut pasal 19, ayat (1), huruf (b)
Banking Business Act 2003, Sudan, ada-
lah bahwa HSCC memberi bantuan tek-
nis pada organ pengawas internal bank
sentral dan perbankan lainnya serta lem-
baga keuangan, dalam menjalankan tugas
mereka, agar sejalan ketentuan syariah.

HSCC mempercayakan mekanisme
teknis pengawasan itu pada otoritas
organ internal tiap bank, namun HSCC
memberi panduan teknis agar asas ke-
patuhan syariah tetap terjamin. Peran
pengawasan itu juga dijalankan Komisi
Tinggi Pengawas Syariah ketika menja-

lankan fungsi sesuai pasal 19, ayat (1),
huruf (e), Banking Business Act 2003.
Bahwa komisi ini berwenang memeriksa
sengketa syariah, yang timbul di antara
berbagai lembaga, dengan mengeluarkan
keputusan dan rekomendasi.

Dengan terlibat dalam penyelesaian
sengketa itu, maka HSCC berkesempatan
untuk menunjukkan mana praktik yang
sesuai dan menyimpang dari ketentuan
syariah. Namun ada catatan, sesuai pasal
19, ayat (2) Banking Business Act 2003,
bahwa komisi tidak boleh memeriksa per-
kara yang diajukan ke pengadilan, atau
perkara yang sudah diputus pengadilan.

Untuk memaksimalkan wewenang
pengawasan itu, komisi diberi kekuasaan
daya paksa. Dalam pasal 20 Banking
Business Act 2003, dinyatakan, komisi ini
memiliki dua daya paksa, pertama, da-
pat memanggil setiap pegawai bank dan
lembaga keuangan, atau mereka yang ter-
kait, kapanpun diperlukan.

Kedua, dapat meminta disediakan
dokumen, dan berwenang memeriksa
dokumen itu, serta menginspeksi bis-
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nis bank dan lembaga keuangan, baik
langsung, maupun melalui bank sentral.
Dengan dua kekuasaan ini, HSCC menja-
lankan fungsinya dalam mengawasi im-
plementasi prinsip kepatuhan syariah di
Sudan. =
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enegasan legal formal tentang otoritas

syariah dan mekanisme kepatuhan syariah

dalam hukum perbankan di Indonesia
baru ada setelah berlakunya Undang-Undang
(UU) nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, pada 16 Juli 2008. UU tersebut meng-
gariskan bahwa otoritas syariah berada pada
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpre-
sentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah
(DPS), yang harus dibentuk pada masing-
masing Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit
Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional.'%¢

Penjabaran otoritas MUI itu diwujudkan
dalam dua hal. Pertama, tahap perumusan

106 Bagian "Penjelasan Umum”. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LNRI Tahun 2008 nomor 94
dan TLNRI 4867.

prinsip syariah. MUI menjadi otoritas resmi
dan satu-satunya dalam membuat fatwa ten-
tang prinsip syariah.’®” Karena fatwa MUI bu-
kan bagian sumber hukum dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan yang mengi-
kat,'® maka agar berkekuatan operasional,
fatwa itu dituangkan dalam wadah legal beru-
pa Peraturan Bank Indonesia (BI). Proses per-
alihan dari fatwa MUI menjadi Peraturan BI itu
dikelola oleh Komite Perbankan Syariah (KPS),
sebuah komite di internal BL.**°

Dalam UU 21 /2008 Pasal 1 ayat (12), “Prin-
sip Syariah” diartikan sebagai, “prinsip hukum
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang me-
miliki kewenangan dalam penetapan fatwa
di bidang syariah.” Lebih lanjut, dalam Pera-
turan BI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pe-

107 Seputar fatwa MU], lihat Ma'ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,
(Jakarta: elSAS, 2008).

108 Pola ini sejalan dengan Positivisme Kelsenian. Inti aliran ini adalah
menekankan Teori Jenjang (Stuffentheorie). Bahwa validitas hukum
ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Dalam kasus Indonesia,
validitas sebuah UU tergantung sejalan atau tidak dengan UUD 1945.
Aliran ini memandang hukum adalah apa yang berlaku, bukan apa yang
digagas. Lihat M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence,
(London: Sweet & Maxwell. Ltd., 1994) h. 309 dan W. Friedmann, Teori
dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, (Jakarta:
Rajawali, 1990), h.149.

109 Lihat Pasal 26 ayat 1-5 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Lihat juga Peraturan Bl nomor 32/10/PBI/2008 tentang Komite
Perbankan Syariah. LNRI tahun2008 nomor 179 dan LTNRI 4927.

113

BAB Il
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA



114

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH

DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

laksanaan Good Corporate Governance bagi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
definisi “Prinsip Syariah” lebih detil, “Prinsip
Syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang
perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk
fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia.” Penting dicatat, sebagai penjabaran
UU 21/2008, Peraturan BI ini menyebut nama
“Dewan Syariah Nasional” (DSN), sebuah badan
di bawah MUI yang khusus mengeluarkan fatwa
ekonomi dan keuangan syariah, sementara UU
21/2008 hanya menyebut nama MUI, dan tidak
menyebut nama DSN.

Kedua, tahap pengawasan. Mekanisme
pengawasan kepatuhan syariah diwujudkan da-
lam bentuk penyediaan divisi kontrol internal
berupa DPS di setiap bank syariah. Peran MUI
adalah memberi rekomendasi calon anggota
DPS sebelum ditetapkan oleh Rapat Umum Pe-
megang Saham (RUPS). DPS inilah yang mere-
presentasikan otoritas syariah dari MUI dalam
memastikan implementasi kepatuhan prinsip
syariah pada tiap bank syariah.!'® DPS menjadi
kepanjangan tangan MUI dalam memonitor
implementasi fatwa MUI.

110 Lihat Pasal 32 ayat 1-4 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat
juga Peraturan Bl nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
LNRI tahun 2009 nomor 29, TLNRI nomor 4978.

Setahun sebelum lahir UU Nomor 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, keharusan DPS
di setiap perseroan yang menjalankan usaha
berbasis syariah sudah diamanatkan UU Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
Berikut kutipan pasal 109 dalam UU itu:!'!

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah selain
mempunyai Dewan Komisaris wajib mem-
punyai Dewan Pengawas Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas se-
orang ahli syariah atau lebih yang diang-
kat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas mem-
berikan nasihat dan saran kepada Direksi
serta mengawasi kegiatan Perseroan agar
sesuai dengan prinsip syariah.

Bila ditarik ke belakang lagi, sebelum ada
UU PT, keberadaan DPS telah menjadi praktik
yang hidup dalam penyelenggaraan perbankan
syariah di Indonesia. Sepanjang praktik itu, MUI

111 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU
Nomor 40 Tahun 2007, LNRI Tahun 2007 nomor 106 dan TLNRI 4756.
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sudah berperan sebagai pemberi rekomendasi
calon personil DPS.'*2

Telaah terhadap penunjukan MUI sebagai
pemegang otoritas syariah ini akan lebih ber-
makna ketika ditempatkan sebagai hasil per-
debatan tajam di parlemen di antara tiga model
otoritas syariah yang digulirkan. Dua opsi
model lain yang ditolak menawarkan skema
bahwa pemegang otoritas syariah itu adalah
sebuah dewan atau komite independen di bank
sentral. Karena dua opsi itu dinilai berpotensi
mengganggu independensi otoritas fatwa, ma-
ka kemudian dipertahankan model otoritas fat-
wa yang dipegang MUI.

Pembahasan klausul otoritas syariah da-
lam UU Perbankan Syariah 2008 diwarnai tarik
menarik tajam. Pembahasan RUU Perbankan
Syariah sendiri memang diwarnai dinamika
politik yang hangat. Hal itu karena RUU ini
berada dalam konteks besar polemik politik
cukup panjang, tentang bagaimana posisi dan
proporsi agama (termasuk syariah) dalam
bingkai negara-bangsa.!*?

112 Tahun 2000, DSN-MUI sudah menyusun Pedoman Dasar, Pedoman
Rumah Tangga, dan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada
Lembaga Keuangan Syariah. Lihat Ichwan Sam, Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional, (Jakarta: DSN MUI, 2006) hal. 423-441.

113 Peta demikian bisa dilihat dalam Bahtiar Effendy, Islam dan Negara:

Indikasi dinamika politik itu antara lain
ditandai walk out-nya Fraksi Partai Damai Se-
jahtera (PDS) dari pembahasan RUU Perbankan
Syariah sejak awal.!’ Bagi penolak pembahasan
seperti PDS ini, usulan RUU bermuatan syariah
merupakan keganjilan di tengah negara-bangsa
(bukan negara agama) seperti Indonesia. Tapi ba-
gi mayoritas fraksi, adopsi elemen agama tertentu
dalam sistem hukum nasional merupakan hal
yang wajar, sejauh memenuhi argumen yuridis,
sosiologis, dan filosofis dalam proses legislasi.!'®

Ada dua isu hukum yang menyedot per-
debatan paling alot dalam pembahasan RUU
Perbankan Syariah,''® pertama, masalah me-
kanisme penyelesaian sengketa. Pokok perde-
batannya adalah, apakah penyelesaian sengketa
menjadi kewenangan absolut lingkungan per-

Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta:
Paramadina, 1998), hal. 245-246. Lihat juga Komaruddin Hidayat (ed), Islam
Negara & Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer (Jakarta,
Paramadina, 2005).

114 Lihat “PDS Ngotot Tolak RUU Syariah”, Republika, 15 Maret 2008.

115 Busthanul Arifin, “Segi Hukum yang Terlupakan’, pengantar buku, dalam
Satria Effendy, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta:Prenada Media, 2004), h.
xviii, spirit demikian juga terlihat dalam buku Jimly Asshiddigie, Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Angkasa, 1995), hal. 188-242.

116 Dua agenda pokok ini disimpulkan dari dokumen “Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) RUU Perbankan Syariah”, hasil pembahasan di Hotel
Aryaduta, 28 Februari 2008, pukul 17.49. Selain itu juga wawancara
dengan Dr. Wahiduddin Adams, Direktur Perencanaan Perundang-
Undangan, Depkum HAM, salah satu anggota Tim RUU Pemerintah dari
unsur Departemen Hukum dan HAM, pada 7 November 2008.
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adilan agama, ataukah lingkungan peradilan
umun, atau bisa secara opsional, terserah para
pihak yang bertransaksi, sesuai kesepakatan
dalam akad.

Kedua, masalah otoritas syariah yang
berwenang dalam tata kelola implementasi ke-
patuhan syariah (syariah compliance). Apakah
otoritasitu dialihkan padabadan di bank sentral
atau otoritas jasa keuangan, dengan catatan
terdapat kritik terkait independensi otoritas
fatwa, atau dikukuhkan berada di MUI, lembaga
non-negara yang dinilai lebih independen, se-
bagaimana praktik yang berlangsung sejak
awal 2000-an.'"”

Kronologi polemik hingga mencapai
kompromi akhir nanti dipaparkan untuk ke-
mudian dianalisis, apakah formula kompromi
itu secara normatif masih bisa menjamin terse-
langgaranya tata kelola pebankan syariah yang
baik atau hal itu lebih mencerminkan hasil adu
silang kepentingan, sehingga aspek idealitas
cenderung dinomorduakan. Apa keunggulan
dan kelemahan hasil kompromi itu. Sebelum
dilakukan analisis, akan dikemukakan, bagai-

117 Pasal 3 Pedoman Dasar MUI menyatakan, “Majelis Ulama Indonesia
bersifat keagamaan, kemasyarakat, dan independen, dalam arti tidak
terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun.”

mana konteks panjang politik hukum di bidang
perbankan syariah selama ini.

Latar belakang perjalanan politik hukum
regulasi perbankan syariah di Indonesia pen-
ting dikemukakan sekilas untuk bisa mema-
hami konteks dan suasana kebatinan di balik
terjadinya tarik menarik saat pembahasan
klausul otoritas syariah dalam RUU Perbankan
Syariah. Dalam sejarahnya, selama ini, negara
kurang begitu peduli mengurus payung regulasi
perbankan syariah. Karena itu, pertumbuhan
awal perbankan syariah lebih banyak dirawat
oleh lembaga non-negara, dalam hal ini MUI.

Maka ketika otoritas MUI dalam kepa-
tuhan syariah tiba-tiba hendak dicabut, di saat
perkembangan dan prospek perbankan syariah
semakin menjanjikan, sejumlah pihak tidak bisa
menerima begitu saja. Bukan semata alasan
ikatan emosional, tapi juga alasan kompetensi
dan independensi.

Karena MUI yang selama banyak me-
nyertai perjalanan perbankan syariah, antara
lain dengan banyak menetapkan fatwa, sebagai
solusi keagamaan atas problematika perbankan
syariah, maka wajar bila MUI yang dipandang
memiliki kompetensi paling terlatih dan teruji.
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Berikut kutipan pernyataan Menteri Keuangan
Sri Mulyani tahun 2007, saat menyampaikan
tanggapan pemerintah terhadap RUU Perbankan
Syariah usulan DPR. Ia menolak gagasan mem-
bentuk “DSN-Negara” yang menjadi bagian bank
sentral atau otoritas jasa keuangan:

Berkenaan dengan keberadaan Dewan
Syariah Nasional yang saat ini berada di
bawah pembinaan dan pengawasan Majelis
Ulama Indonesia, kami berpendapat bahwa
sebagai suatu lembaga independen yang
berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-
jJenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan
syariah serta mengawasi penerapan fatwa
dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan
syariah, maka dalam rangka tetap menjaga
independensi Dewan Syariah Nasional,
sudah seharusnyalah Dewan Syariah Na-
sional tetap berada di bawah Majelis Ulama
Indonesia dan bukan menjadi bagian dari
instansi tertentu.'’®

Dibawah ini, dikemukakan sekilas tentang
perjalanan politik hukum regulasi perbankan
syariah di Indonesia.

118 Lihat “Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang
Tentang Perbankan Syariah”, ditandatangani Menteri Keuangan Sri
Mulyani, tanggal 21 Maret 2007.

A. POTRET SEKILAS POLITIK HUKUM

PERBANKAN SYARIAH

Dinamika politik hukum perbankan
syariah di Indonesia akan makin mudah di-
cerna saat disajikan secara komparatif dengan
perkembangan politik hukum perbankan sya-
riah di Malaysia. Dari sana akan terlihat ba-
gaimana perbedaan tingkat partisipasi masya-
rakat dan corak akomodasi negara. Di Malaysia,
pendekatan negara dalam mengembangkan
industri perbankan syariah cenderung bersifat
top down.'’® Negara kerap mengambil inisiatif
dan mendorong para pelaku industri perbankan
syariah dengan memberikan berbagai insentif.
Politik hukum negara Malaysia menunjukkan
dukungan tinggi dan berkelanjutan. Regulasi
mereka tertata, dan komitmen negara dinilai
jelas oleh pelaku usaha. Sehingga Malaysia
berhasil menarik dukungan signifikan investor
luar negeri dalam membangkitkan industri
perbankan syariahnya di dalam negeri.

Malaysia merintis industri perbankan sya-
riah sejak 1983, dengan mengeluarkan payung
hukum Islamic Bank Act,dalam mengoperasikan

119 Adiwarman Karim, “Silent Giant From The East’, Majalah GATRA, Edisi
Khusus Lebaran 2007, Nomor 48 Tahun XIII, tanggal 24 Oktober 2007,
hal. 12-13. Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 25.
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pertama kali bank syariah di negara itu. Tiga
tahun kemudian, 1986, Malaysia menerbitkan
UU yang memungkinkan bank konvensional
menawakan jasa perbankkan syariah melalui
Islamic Windows. Sepuluh tahun kemudian,
2006, izin baru diberikan kepada beberapa
bank lokal maupun asing untuk mendirikan full
fledge Islamic Bank. Antara lain Al Rajhi (asal
Saudi Arabia) dan Kuwait Finance.'?°

Hal itu berbeda dengan politik hukum
perbankan syariah di Indonesia dalam me-
mayungi laju industri jasa keuangan Islam ini.
Sejarah perkembangan industri keuangan sya-
riah di Indonesia, secara garis besar cenderung
bersifat buttom up. Inisiatif lebih sering berasal
dari masyarakat, pelaku usaha, atau pasar, ke-
mudian mendorong regulator agar memfa-
silitasi pengembangan industri ini. Negara cen-
derung tut wuri handayani, sehingga kerap ter-
kesan lamban bersikap.

Akibatnya, perkembangan industri per-
bankan syariah pada fase awal di Indonesia
cenderung tersendat-sendat. Itu sisi negatifnya.

120 Ahmad Fauzi Abdul hamid, “Islamic Law in Malaysia: Opportunity
and Challenge”, makalah untuk Seminar Internasional “Islamic Law in
Southeast Asia” di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 7-9 Desember 2007.

Sisi positifnya, proses ini menjadi cenderung
genuine, berakar kuat, dan harusnya lebih
tahan lama. Sisi lain, secara politik, proses
demikian menjadi seirama dengan karakteristik
demokrasi yang “dari rakyat”.

Hanya saja, tingkat akomodasi dan atensi
negara mengalami pasang surut. Pada dekade
1990-2000, akomodasi negara cenderung hati-
hati, sehingga terkesan lamban. Namun setelah
itu, lebih-lebih setelah keterbukaan ekosistem
politik erareformasi, akomodasi negara terhdap
pengembangan usaha berbasis syariah semakin
tinggi. Tingkat akomodasi itu berdampak pada
pertumbuhan industri perbankan syariah. Saat
akomodasi negara masih rendah, pertumbuhan
kelembagaan perbankan syariah, berlangsung
lamban.

Ketika tingkat akomodasi negara me-
ninggi, ditandai dengan mulai bermunculannya
sejumlah regulasi, banyaknya kebijakan kemu-
dahan, khususnya sejak medio 2000-an, per-
tumbuhan perbankan syariah dan lembaga
keuangan syariah pada umumnya semakin
tinggi. Paparan ini akan mengunakan kerangka
model sistem hukum dari Lawrence Friedman,
dengan cara meneropong tiga elemen: substan-
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si hukum, kelembagaan hukum, dan budaya
hukum.'?!

1. Materi Hukum

Proses pembentukan materi hukum
perbankan syariah awalnya berlangsung
secara “malu-malu”.*?* Payung hukum
pertama yang menaungi operasionalisasi
perbankan syariah adalah UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini,
tidak langsung digunakan istilah “Prinsip
Syariah”, juga tak ada kata “Syariah”. Di-
gunakan ungkapan yang berbeda, yakni
bank dengan “Prinsip Bagi Hasil".

Periode itu, sebutan “Prinsip Sya-
riah” baru “berani” dinyatakan dalam
peraturan perundang-undangan yang
levelnya di bawah UU, yaitu dalam Pera-
turan Pemerintah (PP) 72/1992 tentang
Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
Penuangan dalam PP tentu prosesnya
relatif lancar, karena tidak menghadapi
resistensi dari pelbagai kekuatan politik,
seperti aksi walk out fraksi tertentu,

121 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, (New York: W.W.
Norton and Company, 1984), h. 1-5.

122 Sutan Remy Sjahdeini, “Regulasi Bisnis Syariah”, Majalah GATRA, Edisi
Khusus Lebaran 2007, Nomor 48 Tahun XIII, tanggal 24 Oktober 2007,
hal. 66-67.

sebagaimana bila diproses dalam bentuk
RUU di DPR.

Partisipasi publik dalam pemben-
tukan materi hukum pada awalnya masih
dengan intensitas rendah. Ini terlihat dari
produksi fatwa bidang ekonomi syariah
dari MUI atau ormas Islam yang lain,
belum begitu semarak dan belum dikelola
secara khusus, sebagaimana Ketika MUI
membentuk Dewan Syariah Nasional
(DSN) tahun 1999, sebagai badan fatwa
khusus ekonomi syariah.

Akomodasi dan atensi negara sema-
kin menonjol pada periode akhir 1990-
an, ditandai dengan keluarnya revisi UU
7/1992 dengan UU No. 10 tahun 1998
tentang Perubahan atas UU Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang su-
dah lebih berani terbuka menyebut istilah
“Prinsip Syariah” sebagai pengganti istilah
“Prinsip Bagi Hasil”.'?®

Memasuki dekade 2000-an, proses
pembentukan materi hukum ekonomi

123 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata
Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h.
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syariah semakin produktif. Karena ini
kaidah yang bersumber dari agama, ma-
ka keterlibatan para ulama semakin sen-
tral. Negara, umumnya, mengambil posisi
meneguhkan norma hukum yang diperke-
nalkan ulama lewat fatwa-fatwanya. Baik
peneguhan secara utuh apa adanya isi fat-
wa, maupun menyerap substansi fatwa saja.

Setahun setelah keluarnya UU
10/1998, MUI membentuk DSN pada
1999, sebagai wadah untuk mendukung
pertumbuhan lembaga keuangan syariah,
dengan cara melakukan pengawasan,
panduan, dan pembinaan, serta membe-
rikan opini hukum atas persoalan yang
diajukan, dengan fatwa.

DSN dalam perkembangannya ke-
mudian semakin produktif mengeluar-
kan fatwa bidang ekonomi syariah.'?* Ini
menjadi sumbangan penting bagi proses
pengembangan materi hukum ekonomi
syariah. Banyak fatwa MUI yang diadopsi
sejumlah regulator. Tahun pertama ope-
rasinya, tahun 2000, DSN mengeluar-

124 Ichwan Sam, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN
MUI, 2006). Sampai akhir 2024, sudah 160 fatwa dikeluarkan DSN-MUL
Lihat https://dsnmui.or.id /kategori/fatwa/.

kan sampai 20 fatwa dalam setahun.
Sepanjang dekade pertama perjalanan
DSN, bisa dibilang, tahun 2000 adalah
momentum paling produktif bagi DSN
dalam mengeluarkan fatwa.

Peran kelembagaan DSN sebagai
pengawas implementasi prinsip syariah
semakin menguat setelah keluar UU
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang diundangkan mulai 16
Agustus 2007. UU ini menegaskan, bahwa
setiap perusahaan yang menjalankan
usaha dengan prinsip syariah diwajibkan
membentuk Dewan Pengawas Syariah
(DPS). Personel DPS ini harus ahli
syariah yang diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham atas rekomendasi MUI,
dalam hal ini DSN MUI.

Aktivitas DSN menunjukkan ting-
ginya keterlibatan elemen non-negara
dalam proses pembuatan kaedah dan
norma hukum bidang ekonomi dan Kke-
uangan syariah.'® Gejala demikian se-
jalan dengan iklim demokrasi yang ber-

125 Asrori S. Karni, “Fatwa Moderat Berdaya lkat”, Majalah GATRA, Edisi
Khusus Lebaran 2007, Nomor 48 Tahun XIII, tanggal 24 Oktober 2007, h.
76-77.
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intikan keterbukaan akses partisipasi.
Hasil fatwa itu kemudian banyak diserap
dalam sejumlah regulasi. Diacu oleh Bank
Indonesia (BI) dalam bidang perbankan
syariah, Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)
dalam bidang pasar modal dan asuransi,
dan Departemen Keuangan (Depkeu) di
bidang lembaga pembiayaan. Belakangan
ditambah Kementerian Koperasi dan UKM
dalam bidang koperasi syariah, termasuk
Baitul Mal wat Tamwil (BMT).*?¢

Sampai akhir dekade kedua 2000-
an, payung hukum bidang ekonomi sya-
riah, belum banyak yang berupa UU,
lebih-lebih UU yang utuh dan satu terkait
sektor keuangan syariah tertentu, tapi
masih terserak dalam sejumlah produk
hukum, seperti Peraturan BI, Keputusan
Bapepam LK, atau Keputusan Menkeu.
Maka itu, dengan disahkannya UU No.
21/2008 tentang Perbankan Syariah dan
UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) merupakan kema-
juan signifikan.

126 Sholahudin Al Aiyub, Analisis Faktor-Faktor Keorganisasian yang
Berhubungan dengan Kinerja Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia, Tesis Master, Pascasarjana Ul, Desember 2006.

2. Kelembagaan Hukum

Adapun dalam bidang kelembagaan
hukum, adabeberapaperkembanganyang
bisa dikemukakan. Misal, perkembangan
lembaga penyelesaian sengketa. Awalnya
berupa Badan Arbitrase Syariah Nasional
saja. Belakangan, sejak amandemen UU
Peradilan Agama, dari UU 7/1989 men-
jadi UU 3/2006, maka Peradilan Agama
mendapat kewenangan baru dalam me-
nyelesaikan sengketa ekonomi syariah.'?’

Dinamika itu diikuti perkembangan
kelembagaan penopang lain. Misalnya,
bermunculannya bantuan hukum eko-
nomi syariah. Lahir pula Asosiasi Peng-
acara Syariah Indonesia dan Masyarakat
Ekonomi Syariah. Bermunculan pula
lembaga pendidikan yang menawarkan
pendalaman ekonomi dan keuangan sya-
riah. Proses penguatan kelembagaan ini
juga melibatkan keterlibatan yang inter-
aktif antara pemerintah dan masyarakat.

Kalangan Masyarakat bahkan ter-
catat lebih sering mengambil inisiatif.

127 Asrori S. Karni, “Garapan Baru Hakim Agama’, Majalah GATRA, Edisi
Khusus Lebaran 2007, Nomor 48 Tahun XIII, tanggal 24 Oktober 2007, h.
70-71.

129

BAB Il
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA




130 131

DINAMIKA Pendirian Bank Muamalat, misalnya, ada- an syariah pada nasabah di semua ca-  Basm
CSARIAR lah inisiatif dan desakan MUI serta to- bangnya.'?® Sebaran cabang layanan per- Spiviing
DAL&%::N%% pangan berbagai Ormas Islam. Sebelum bankan syariah makin luas, sehingga ak- Eé;%m““”
Stud] woﬁ’gaﬁiiﬁ Bank Muamalat berdiri, telah berdiri pula ses masyarakat makin mudah. INDONESIA

Beberapa Bank Perkreditan Rakyat yang menganut

Negara Muslim

prinsip syariah. Di tingkat akar rumput
bertebaran lembaga keuangan mikro
yang dikenal dengan Baitul Mal wat Tam-
wil (BMT) atau koperasi syariah.

Masyarakat juga banyak berperan
mendirikan lembaga pendidikan yang
memberi kompetensi danliterasi ekonomi
syariah. Ada gerakan yang menggalang
dana masyarakat, seperti zakat, infak,
dan sedekah, untuk memberi beasiswa
pada mereka yang terseleksi menempuh
studi bidang ekonomi syariah, atau secara
khusus bidang hukum ekonomi dan ke-
uangan syariah.

Seiring dukungan masyarakat yang
kian besar, pada dekade 2000-an, du-
kungan negara pun ikut menguat. Negara
banyak mengeluarkan regulasi yang
memberi kemudahan dan keleluasaan

3. Kultur Hukum

Lantas dalam bidang penguatan
kultur, juga dilakukan upaya mutualistik,
partisipatif, antara masyarakat dan nega-
ra. Sejumlah lembaga keuangan syariah
menandatangani Piagam Pendirian Pusat
Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES),
di gedung BI, 14 Mei 2003.'?° PKES me-
rupakan lembaga independen yang ter-
diri unsur pemerintah, masyarakat dan
asosiasi. Piagam PKES menyebut, lembaga
ini mengelola sosialisasi dan komunikasi
ekonomi syariah di Indonesia. Bank In-
donesia mendukung kinerja PKES untuk
melakukan fungsi public relation dan
pembentukan awareness masyarakat pa-
da ekonomi syariah.

Kesadaran masyarakat di bidang ini
gampang-gampang susah. Gampangnya,

gerak bagl lembaga keuangan Syarlah' 128 Lihat, “Booming Bisnis Syariah”, GATRA, Edisi Khusus Lebaran 2007.
129 Agus Yuliawan, “Digitalisasi Komunikasi Ekonomi Syariah”, https://

Bank konvensional yang memiliki unit : : konomi Sy: tps:/.
. . www.neraca.co.id/article/153583/digitalisasi-komunikasi-
usaha syariah dapat memberikan layan- ekonomi-syariah, 19 Oktober 2021.
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bagi yang terikat sentimen keagamaan,
bisa disadarkan dengan pemahaman
agama. Sisi lain, banyak pula kalangan
dan tokoh yang paham agama, ahli aga-
ma, namun dengan pemahamannya itu-
lah mereka resisten dan amat kritis de-
ngan pengelolaan ekonomi syariah. Ti-
dak sedikit tokoh muslim yang kritis
pada dinamika ini, dan dilihat sebagai
sekadar hasrat perburuan keuntungan
yang dibungkus agama. Sikap demikian
itu, dalam batas tertentu, bisa dimaklumi,
sebagai konsekuensi keragaman kerangka
berpikir keagamaan (madzhab).

Keluarnya fatwa MUI yang mengha-
ramkan bunga bank, dalam Ijtima Ulama
di Jakarta, akhir 2003, juga bisa dilihat
sebagai bagian upaya partisipatif ulama
sebagai elit masyarakat, untuk mem-
bangun kultur yang kondusif. Belum lagi
keberadaan organisasi semacam Masya-
rakat Ekonomi Syariah (MES) yang se-
cara periodik melakukan kajian dan
kampanye lewat expo tahunan berskala
internasional, adalah bagian upaya mem-
bangan kultur yang kompatibel dengan
industri keuangan syariah.

Upaya masyarakat membangun
kultur itu juga diimbangi dengan upaya
negara. Di Bl pada awal 2000-an, dibentuk
direktorat perbankan syariah yang banyak
melakukan kampanye penyadaran. Anta-
ra lain dengan melakukan ketentuan yang
mengharuskan tiap bank syariah untuk
memasang logo tertentu. Sehingga ter-
bangun pencitraan yang baik dan melekat
di tengah masyarakat. Pasca keluarnya
UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengaturan
dan pengawasan perbankan syariah ber-
pindah dari Bank Indonesia ke OJK.

Pada akhirnya, penguatan sistem
hukum di bidang keuangan syariah, baik
dari sisi penyempurnaan materi hukum,
penguatan kelembagaan hukum, hingga
pembenahan budaya hukum, berlangsung
lewat proses yang partisipatif. Posisi ne-
gara merespons, mengakomodasi, dan
memfasilitasi kehendak masyarakat. Ka-
dar dan kualitas repons negara itu menga-
lami pasang surut, dipengaruhi political
will penguasa.

Bagaimanapun, memorisejarah ten-
tang hubungan yang kadang menegang
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antara agama dan negara di Indonesia
sejak awal kemerdekaan, ditambah sen-
sitivitas kalangan tertentu terhadap se-
mantik syariah,’®® juga memberi warna
pada bagaimana negara mengakomodasi
regulasi di bidang keuangan syariah. Be-
rikutnya, mari kita kembali mengupas
proses pembahasan RUU Perbankan
Syariah. Potret sekilas politik hukum
perbankan syariah di atas diharapkan
menjadi background yang berguna.

B. PROSES LAHIRNYA FORMULA

OTORITAS SYARIAH

Formula otoritas syariah dalam hukum
perbankan syariah yang dipercayakan kepada
MUI dihasilkan dari proses dinamis tarik me-
narik politik.’** Bukan pertimbangan kompe-
tensi dan efektivitas kelembagaan semata, tapi
juga ada faktor akomodasi kepentingan-aspi-
rasi. Semula, menurut naskah RUU Perbankan
Syariah yang diusulkan DPR tahun 2007, posi-

130 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik
Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 9.

131 Telaah ini terinspirasi pendekatan aliran Critical Legal Studies. Lihat
Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies
Movement). Terjemahan Ifdhal Kasim. (Jakarta: ELSAM, 1999). Lihat juga
M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, (London: Sweet &
Maxwell. Ltd., 1994). h. 935-1024.

si Dewan Syariah Nasional (DSN) yang selama
ini mengeluarkan fatwa di bawah MUI, diusul-
kan untuk dibentuk “DSN Baru” yang menjadi
bagian bank sentral (BI) atau bagian dari OJK,
setelah lembaga ini berdiri. Artinya, DSN bu-
kan lagi berupa lembaga otoritas fatwa di bawah
MUJ, tapi lembaga tersendiri dalam struktur ke-
lembagaan negara.!*? Untuk kemudahan analisis,
sementara disebut sebagai konsep “DSN-Nega-
ra”, sebagai pembeda dengan “DSN-MUTI".

Diusulkan pula, mekanisme pengang-
katan “DSN-Negara”, dengan ditunjuk dan di-
angkat oleh BI, setelah terlebih dahulu men-
dengarkan pendapat MUI, untuk masa jabatan
tertentu, yakni empat tahun. Skema itu makin
mengukuhkan hubungan struktural antara
otoritas fatwa dengan bank sentral. Pertim-
bangan melakukan formalisasi dalam bentuk
“DSN-Negara”, karena DPS sebagai perang-
kat pengawas implementasi fatwa tentang
prinsip syariah di tingkat operasional, sudah
disebutkan dalam UU,'** sementara DSN se-
bagai pembuat fatwa dalam skema tata kelola
otoritas syariah tadi, belum masuk UU. Maka

132 DPRRI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan
Syariah, 2007, h. 154-155.

133 Dalam hal ini pasal 109 UU Perseroan Terbatas. Lihat Republik Indonesia,
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007,
LNRI Tahun 2007 nomor 106 dan TLNRI 4756.
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itu, posisi dan kewenangan kelembagaan DSN
perlu dimasukkan dalam UU.

“DSN-Negara” diskenariokan sebagai
satu-satunya badan yang berwenang menge-
luarkan fatwa atas produk, jenis kegiatan, dan
jasa keuangan syariah. “DSN-Negara” juga yang
mengawasi penerapan fatwa. Dengan demikian,
semula, dalam skenario RUU Perbankan Sya-
riah 2007 usulan DPR, otoritas syariah tidak
diatribusikan kepada MUI, tetapi kepada se-
buah badan pembuat fatwa yang secara ke-
lembagaan menjadi bagian bank sentral atau
otoritas jasa keuangan.

Ada lima Kkewenangan “DSN-Negara”
versi BI ini, yang diusulkan dalam RUU versi
usulan DPR. Pertama, memberi atau mencabut
rekomendasi personel DPS. Kedua, menge-
luarkan fatwa yang mengikat DPS. Ketiga,
mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan
regulasi yang dikeluarkan lembaga berwenang,
seperti BI dan Bapepam LK. Keempat, memberi
peringatan atas penyimpangan fatwa “DSN-
Negara”. Kelima, mengusulkan pada pihak ber-
wenang agar memberi sanksi bila peringatan
“DSN-Negara” tidak diindahkan.***

134 DPR RI, Naskah Akademik, Op. Cit. Hal. 155.

Dalam RUU wusulan DPR itu, otoritas
yang mengawasi pelaksanaan prinsip syariah
dibedakan antara bank syariah dan bank kon-
vensional yang membuka Unit Usaha Syariah
(UUS). Di bank syariah, pengawasan dilakukan
salah satu anggota Dewan Komisaris. Sedang-
kan pada bank konvensional yang membuka
UUS, pengawasan syariah dilakukan DPS. Mes-
kipun model pembedaan pengawasan antara
“Bank Umum Syarah” dan “Unit Usaha Syariah
di Bank konvensional” itu pada akhirnya tidak
disepakati dalam pengesahan UU di akhir
pembahasan, informasi tentang variasi model
pengawasan tersebut tetap penting dijadikan
catatan.

Pasal 27 naskah RUU usulan DPR me-
nyatukan klausul tentang “Dewan Komisaris,
Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pejabat
Eksekutif”. Pasal 27 ayat (2) menjelaskan, da-
lam dewan komisaris terdapat sekurang-ku-
rangnya satu orang komisaris yang bertugas
mengawasi pelaksanaan prinsip syariah. Menu-
rut penjelasan ayat ini, komisaris tersebut dapat
membentuk satuan kerja pengawasan aspek
syariah. Untuk membantu tugas komisaris,
dewan komisaris wajib membentuk tim audit
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syariah yang bertugas melakukan pengawasan
dan audit syariah, ketua tim ini merupakan
anggota Dewan Komisaris Bank Syariah.'**

Disebutkan dalam penjelasan rancangan
pasal 27 di atas, ada lima tugas pokok komisaris
bidang pengawas syariah: (1) memberikan
opini syariah terhadap kepatuhan syariah; (2)
melakukan pengawasan syariah; (3) membuat
laporan pengawasan syariah; (4) memberikan
nasehat kepada direksi mengenai pemenuhan
aspek syariah; dan (5) membentuk satuan kerja
pengawasan syariah.'3¢

Adapun kedudukan Dewan Pengawas
Syariah yang harus dibentuk di bank konven-
sional yang memiliki UUS, dinyatakan pada
ayat (4) pasal 27 dalam naskah usulan DPR itu.
Tugas Dewan Pengawas Syariah dinyatakan
untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip
syariah.

Model usulan DPR demikian itu berbeda
dengan praktik yang telah berlangsung di ber-
bagai lembaga keuangan syariah. Dalam praktik
sebelumnya, pengawasan syariah di dua jenis

135 “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perbankan Syariah”, Op. Cit.,
hal. 36.
136 Ibid.

bank syariah (baik “Bank Umum Syariah” mapun
“Unit Usaha Syariah di Bank Konvensional”),
semuanya dilakukan oleh DPS. Tidak ada
pembedaan model pengawasan syariah, antara
bank konvensional yang membuka UUS, dan di
bank syariah. Mekanisme pengangkatan DPS
itu berdasarkan rekomendasi DSN, lembaga di
bawah MUI. Tentu dengan model naskah usulan
DPR itu, dampaknya, ruang keterlibatan MUI
dalam memonitor Kkinerja perbankan syariah
menjadi terbatas.

Ketua MUI bidang fatwa masa itu, KH
Ma'ruf Amin,®” dalam berbagai kesempatan
dan wawancara dengan penulis, mengungkap-
kan ketidaksetujuannya dengan model usul-
an DPR itu. Bila pengawasan dilakukan ko-
misaris, dan DSN dijadikan bagian dari BI, MUI
meragukan kemandirian dan validitas opini
hukum Islam yang hendak dirumuskan. Pan-
dangan demikianjugadidukung pemerintah.'3?

Peniadaan DPS di bank syariah, dan di-
pandang cukup dengan komisaris itu, menurut
Ma'ruf Amin, bertentangan dangan UU Nomor

137 Ceramah KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI bidang Fatwa, saat Rakernas MUI di
Jakarta, Oktober 2008.

138 Lihat “Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang
Tentang Perbankan Syariah”, ditandatangani Menteri Keuangan Sri
Mulyani, tanggal 21 Maret 2007, hal. 4.
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Di sana dinyatakan, perseroan yang menjalan-
kan kegiatan usaha berdasarkan prinsip sya-
riah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib
mempunyai DPS. Komposisinya terdiri atas
seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat
oleh RUPS atas rekomendasi MUI. DPS bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada direksi
serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai
dengan prinsip syariah (pasal 109 UU PT).

Dalam perkembangan kompromi ter-
akhirnya,usulan DPRitukemudian dimodifikasi.
Fungsi pengawasan kepatuhan syariah baik
di bank konvensional yang membuka UUS
maupun di bank syariah akhirnya dikembalikan
ke DPS. Klausul tentang DPS dipisahkan dari
bagian tentang dewan komisaris dan direksi.
Keberadaan dan tugas DPS, dalam versi akhir
pengesahan RUU, diatur dalam pasal tersendiri,
dengan kedudukan tersendiri juga.'** Fungsi
pengawasan yang semula dirancang dipegang
komisaris, dialihkan ke direksi. Pasal 29 ayat
(1) UU 21/2008 menjelaskan, dalam jajaran
direksi bank syariah wajib terdapat satu orang
direktur yang bertugas memastikan kepatuhan
bank syariah terhadap pelaksanaan ketentuan

139 Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Indonesia dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Dinamika lainnya adalah, bahwa keten-
tuan pembentukan DPS, yang dalam naskah
RUU versi usulan DPR dan pemerintah, dise-
rahkan pada Peraturan BI, akhirnya dalam
versi kompromi, dinyatakan lebih eksplisit
dalam UU. Bagian ketiga tentang DPS pasal 32
menegaskan, bahwa DPS wajib dibentuk di
bank syariah dan bank umum konvensional
yang memiliki UUS. Dewan ini diangkat oleh
RUPS atas rekomendasi MUI. Tugasnya mem-
berikan nasihat kepada direksi serta meng-
awasi kegiatan bank agar sesuai prinsip sya-
riah. Ketentuan lebih lanjut pembentukan DPS
diatur dengan Peraturan BI.

Ada satu lembaga lagi yang penting diulas
karena berkaitan dengan mekanisme penga-
wasan kepatuhan syariah. Yakni keberadaan
Komite Perbankan Syariah (KPS) yang diatur
dalam bab tersendiri, Bab VI Pasal 32, dalam
naskah usulan DPR. Ini lembaga yang baru
diperkenalkan, saat itu. Pada ketentuan umum
(pasal 1 ayat 11) naskah usulan DPR dijelaskan
bahwa KPS adalah lembaga independen yang
berwenang mengeluarkan ketetapan dan/
atau opini mengenai kesesuaian produk dan/
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atau jasa bank syariah dan UUS pada bank
konvensional.'*?

Ketetapan prinsip syariah itu kemudian
dituangkan oleh BI dalam Peraturan BI dan
bersifat mengikat, wajib dipatuhi bank syariah
dan UUS. Komite ini beranggotakan tujuh
orang, terdiri tiga orang usulan MUI dan empat
orang usulan BI, dengan komposisi dua orang
dari internal Bl dan dua orang dari eksternal
BI, yakni orang yang tidak pernah bekerja di
Bl. Anggota Komite ini diangkat untuk masa
jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali
sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
Anggota Komite ini diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usulan MUI dan/atau BI.

Klausul tersendiri tentang komite ini di-
usulkan dihapus dalam naskah RUU versi pe-
merintah. Menurut catatan Daftar Isian Ma-
salah (DIM), usulan penghapusan itu dengan
alasan agar komite ini tidak overlapping dengan
DSN-MUI yang sudah ada.'*! Dalam RUU versi
pemerintah, posisi MUI ditempatkan lebih me-
nonjol dan eksplisit, bahwa prinsip syariah yang
diacu oleh bank syariah itu ditetapkan oleh DSN

140 “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perbankan Syariah”, Op. Cit,
hal. 5.
141 Ibid. hal. 40.

yang dibentuk oleh MUI. Ketetapan DSN itu
kemudian dituangkan dalam Peraturan BI.

Dua Kklausul versi pemerintah itu, di-
nyatakan sebagai kompromi keberadaan DSN
sebagai lembaga pembuat fatwa dan BI sebagai
lembaga yang menerjemahkan fatwa tersebut
dalam bentuk hukum positif. Atas usul BI,
ungkapan “ditetapkan oleh DSN” diubah men-
jadi “difatwakan”.!*?

Tapi akhirnya, dalam naskah kompromi,
keberadaan KPS dan MUI tetap dipertahankan,
dengan tanpa menyebut sama sekali lembaga
DSN, tapi cukup MUIL Komite Perbankan Syariah
tidak ditempatkan secara menonjol dalam
bagian tersendiri, dan hanya ditempatkan dalam
sekelompok pasal yang menekankan keharusan
kepatuhan pada prinsip syariah. Lalu, komite
itu diposisikan sebagai pihak yang berwenang
memproses ketetapan prinsip syariah itu.

Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 26 RUU
yang kemudian disahkan. Ditegaskan bahwa,
kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa sya-
riah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.
Prinsip syariah ini difatwakan oleh MUI. Fat-

142 Lihat pasal 26 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.
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wa tersebut kemudian dituangkan dalam Per-
aturan BI. Dalam rangka penyusunan per-
aturan itu, Bl membentuk KPS, yang bertugas
memproses fatwa MUI menjadi draft Peraturan
BI. Ketentuan lebih lanjut tata cara pemben-
tukan, keanggotaan, dan tugas komite ini diatur
dengan Peraturan BI, tidak lagi diatur eksplisit
seperti dalam naskah RUU usulan DPR.!*?

Komposisi KPS dinyatakan dalam pen-
jelasan UU 21/2008, bahwa komite ini ber-
anggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen
Agama, dan unsur masyarakat dengan kom-
posisi berimbang, memiliki keahlian di bi-
dang syariah dan berjumlah paling banyak 11
(sebelas) orang. Pada klausul ini tampak upaya
untuk berkompromi dengan aspirasi kelompok
Islam, yang direpresentasikan MUI. Pada nas-
kah RUU usulan DPR bagian keempat pasal 25
tentang ketentuan pelaksanaan prinsip sya-
riah, hanya berisi penyataaan umum. Tidak
dijelaskan serinci pasal 26 tentang kepatuhan
syariah yang sudah disahkan di atas.

Kompromi polemik tentang otoritas peng-
awas kepatuhan syariah secara tepat dikonklu-

143 Bank Indonesia sudah menetapkan Peraturan BI nomor 32/10/
PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, tanggal 20 November
2008. LNRI tahun 2008 nomor 179, TLNRI 4927.

sikan dalam penjelasan umum UU Perbankan
Syariah 21/2008 berikut ini:

Sebagai undang-undang yang khusus
mengatur perbankan syariah, dalam Un-
dang-Undang ini diatur mengenai masalah
kepatuhan syariah (syariah compliance)
yang kewenangannya berada pada Majelis
Ulama Indonesia (MUI) yang direpresen-
tasikan melalui Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang harus dibentuk pada masing-
masing Bank Syariah dan UUS. Untuk me-
nindaklanjuti implementasi fatwa yang di-
keluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank
Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia
dibentuk komite perbankan syariah, yang
keanggotaannya terdiri atas perwakilan
dari Bank Indonesia, Departemen Agama,
dan unsur masyarakat yang komposisinya
berimbang.
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Tabel-1

DINAMIKA PEMBAHASAN
BAB KEPATUHAN SYARIAH

USULAN DPR USULAN KOMPROMI
PEMERINTAH AKHIR

Dewan Syariah
Nasional (DSN)
menjadi bagian Bl
atau Otoritas Jasa
Keuangan (0JK),
bukan bagian
dari MUI. “DSN-
Negara” menjadi
satu-satunya badan
pembuat fatwa,
perekomendasi
DPS, dan pengawas
kepatuhan syariah.

Pemerintah menolak
skema usulan DPR.

Nama DSN sama
sekali tidak
disebut dalam UU.
Pembuat fatwa
adalah MUI. Fatwa
itu diproses jadi
Peraturan Bl oleh
Komite Perbankan
Syariah, organ
di Bl. Pengawas
kepatuhan dilakukan
DPS di tiap bank,
yang notabene
kepanjangan MUL.

Dewan Pengawas
Syariah harus
dibentuk di bank
konvensional yang
memiliki UUS untuk
tugas pengawasan
pelaksanaan prinsip
syariah (pasal 27
ayat 4)

Dewan Pengawas
Syariah wajib
dibentuk, bukan
hanya di bank umum
konvensional yang
memiliki UUS, tapi
juga di di bank
syariah, dengan
tugas pengawasan

Dewan Pengawas
Syariah wajib
dibentuk di Bank
Syariah dan
Bank Umum
Konvensional yang
memiliki UUS.
(pasal 32 ayat 1).

pelaksanaan prinsip
syariah (pasal 31
ayat 1)

Dalam Dewan
Komisaris terdapat
sekurang- kurangnya
satu orang komisaris
yang melakukan
tugas pengawasan
terhadap
pelaksanaan prinsip
syariah (pasal 27
ayat 2)

Klausul usulan DPR
ini oleh pemerintah
diusulkan untuk
dihapus.

Tak ada komisaris
yang bertugas
khusus pengawasan
pelaksanaan prinsip
syariah. Dalam
jajaran direksi
Bank Syariah wajib
terdapat 1 (satu)
orang direktur
yang bertugas
untuk memastikan
kepatuhan Bank
Syariah terhadap
ketentuan Bl dan
peraturan lainnya.
(pasal 29 ayat 1)

Sumber: Dokumen Daftar Isian Masalah RUU Perbankan Syariah,
Depkumham.

C. DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)

Ada dua institusi pokok dalam tata kelola
otoritas syariah yang dirumuskan UU 21/2008
tentang Perbankan Syariah. Pertama, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) sebagai pembuat fat-
wa dan, kedua, Dewan Pengawas Syariah (DPS)
di tiap bank syariah, sebagai perwakilan MUI
dalam mengawasi implementasi fatwa. Pera-
turan perundang-undangan telah mengeluar-
kan ketentuan detail tentang standar operasi
DPS, tetapi belum ada ketentuan legal tentang
tata kerja pembuatan fatwa di MUI yang dike-
lola lembaga di bawah MUI, Dewan Syariah
Nasional (DSN). Regulasi lebih banyak menga-
tur tentang tata kelola pasca fatwa keluar, se-
perti transformasinya menjadi regulasi.
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Sedangkan hal ihwal terkait tahapan se-
belum lahirnya fatwa, seperti bagaimana pro-
sedur dan kode etik pembuatan fatwa, proses
rekrutmen para mufti, kualifikasi dan kriteria
kepatutan dan kelayakan calon anggota MUI
yang berwenang mengeluarkan fatwa, tugas
dan kewajiban otoritas fatwa, masa jabatan
otoritas fatwa, rangkap jabatan antara DSN
dan DPS, dan sebagainya, tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah,
Peraturan BI nomor 11/3/PBI/2009 tentang
Bank Umum Syariah!**, dan Peraturan BI no-
mor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah!*®, sama-sama
membuat pasal khusus tentang DPS, tapi sama
sekali tidak membuat ketentuan tentang oto-
ritas fatwa yang diberikan kepada MUI.

Dengan demikian, untuk mengetahui
standar operasional proses penerbitan fatwa
MUI, rujukannya adalah peraturan di internal
MUI. Fungsi fatwa di bidang ekonomi Islam di-
tangani badan khusus di MUI yang diberi nama

144 LNRI Tahun 2009 Nomor 29 TLNI 4978.
145 LNRI Tahun 2009 Nomor 175 TLNI 5085.

Dewan Syariah Nasional (DSN). Berbeda de-
ngan fatwa untuk isu non-ekonomi Islam, yang
menjadi tugas Komisi Fatwa. Meski demikian,
personil kunci DSN berasal dari Komisi Fatwa
MUIL. Seperti diulas di atas, kata “Dewan Syariah
Nasional” dalam UU 21/2008 akhirnya dihi-
langkan, dan dicukupkan dengan kata “Majelis
Ulama Indonesia”.

Namun demikian, dalam dua Peraturan
Bl tahun 2009 tentang Bank Umum Syariah dan
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
DSN kembali disebut. Dalam Peraturan BI
nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, nama DSN
selalu disebut serangkaian dengan nama MUI,
menjadi DSN-MUI. Tak ada penyebutan nama
MUI tanpa disertai nama DSN. Berikut kutipan
pasal 47 ayat (2) Peraturan BI nomor 11/33/
PBI/2009:

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a. Menilai dan memastikan pemenuhan
Prinsip Syariah atas pedoman operasio-
nal dan produk yang dikeluarkan Bank;
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b. Mengawasi proses pengembangan pro-
duk baru Bank agar sesuai dengan fat-
wa Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia;

¢. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia un-
tuk produk baru Bank yang belum ada
fatwanya;

Sementara di Peraturan Bl nomor 11/33/
PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, penye-
butan DSN dipisahkan dengan MUI. DSN di-
sebutkan ketika menyatakan keharusan DPS
meminta fatwa (pasal 35 ayat 2). Sedangkan
nama MUI disebut dalam konteks pemberian
rekomendasi untuk calon anggota DPS (pasal
37 ayat 3).

Walaupun belum ada payung regulasi
yang secara rinci mengatur tata kerja DSN, tapi
di internal DSN-MUI, pada tahun 2000-2021
sudah menyusun standar operasi, sebagaimana
empat pedoman berikut ini:*®

146 Lihat Sekretariat MUI, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis
Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, 2001) dan Ichwan Sam, Himpunan Fatwa
Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN MUI, 2006).

1. Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000
tentang Pedoman Dasar DSN MUIL Pedoman
ini antara lain mengatur kedudukan, status,
dan anggota; tugas dan wewenang; meka-
nisme kerja; dan pembiayaan. Mekanisme
kerja DPSjuga sudah diatur dalam pedoman
ini.

2. Keputusan DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000
tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-
MUI. Pedoman ini mengatur ketentuan le-
bih rinci dari pedoman dasar.

3. Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan
Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Petunjuk ini mengatur syarat anggota, tugas
dan fungsi DPS, prosedur penetapan anggo-
ta DPS, dan perangkapan anggota DPS.

4.  Tentang prosedur fatwa, pedomannya di-
buat oleh Komisi Fatwa pada 12 April 2001,
dengan judul “Pedoman dan Prosedur Pe-
netapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.

Dengan demikian, pada tahun 2000,
jauh sebelum ada regulasi tentang DSN dan
DPS, MUI sudah membuat pedoman tata ke-
lola internal sendiri. Ketentuan tentang DPS
sudah disusun MUI sejak 2000, sementara pe-
merintah baru mengadopsi dalam UU pada
tahun 2007. Inovasi pengaturan internal dan
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praktik mekanisme kepatuhan syariah yang
dikembangkan secara empirik ini tentu amat
berguna bagi otoritas regulasi ketika hendak
menyusun regulasi terkait DSN dan DPS. Ketika
ketentuan tentang DSN belum memadai, maka
praktik pengaturan internal DSN MUI tersebut
bisa dijadikan bahan dasar untuk penyusunan
regulasi oleh pihak otoritas publik.

Terhadap keraguan sebagian kalangan
bahwa rekrutmen anggota DSN-MUI menge-
depankan representasi tokoh ketimbang kom-
petensinya, Ketua Pelaksana Harian DSN saat
itu, KH Ma’ruf Amin, memberi penjelasan saat
diwawancarai penulis. Pertimbangan rekrut-
men anggota DSN-MUI, kata KH Ma'ruf, ada dua
kriteria: kompetensi dan representasi.'*’

Pengurus DSN yang masa jabatannya lima
tahun-sama dengan masa jabatan pengurus
MUI—terdiri dua tingkatan: Pleno DSN yang ter-
diri 53 orang ahli berbagai bidang, dan Badan Pe-
laksana Harian (BPH) DSN yang terdiri 24 orang
(tahun 2010). Untuk Pleno DSN keanggotaannya
kombinasi antara kriteria kompetensi dan re-
presentasi organisasi kemasyarakatan Islam. Se-

147 Wawancara pada 8 Mei 2010, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, di
sela-sela Kongres Umat Islam Indonesia V.

dangkan untuk BPH DSN, anggotanya murni di-
rekrut berdasarkan pertimbangan kompetensi
bidang ekonomi syariah dan keuangan Islam.

Pada April 2010, DSN mengeluarkan buku
saku setebal 60 halaman berjudul, Tanya Jawab
Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia.'*® Dalam buku itu dijelaskan, BPH
DSN dibagi dalam tiga kelompok kerja (pokja):
(1) perbankan dan pegadaian, (2) asuransi
dan bisnis, (3) program dan pasar modal. BPH
melakukan rapat setiap pekan.

Prosedur penetapan fatwa juga dijelas-
kan dalam buku itu. Permohonan fatwa diaju-
kan industri atau regulator. Permohonan itu
dibahas dalam rapat BPH. Kemudian, pem-
bahasan lanjutan dilakukan pokja, sesuai bi-
dangnya. Pokja melakukan dengar kasus (case
hearing) dengan pemohon. Lalu dilakukan kla-
rifikasi dengan para pihak terkait. Lantas di-
susun draf formulasi masalah, konfirmasi ke
para pihak lagi, dan formulasi masalah lagi. Ha-
sil formulasi masalah dilaporkan pokja ke BPH
DSN. Kemudian BPH melakukan kajian dengan
menempuh lima langkah:

148 M. Ichwan Sam dkk (ed.), Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: DSN-MUI, 2010).
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1.  Melakukan kajian hukum dengan meng-
kaji dalil-dalil dan pendapat para ulama,
sebagai pijakan hukum.

2. Melakukan hearing dengan pihak industri

atau regulator.

Membuat draf formulasi solusi.

4.  Konfirmasi dengan regulator untuk dila-
kukan harmonisasi dengan regulasi.

5.  Membuat formulasi solusi/draft fatwa.

w

Setelah draf fatwa BPH DSN dianggap
cukup, kemudian dipresentasikan oleh BPH
DSN dalam rapat Pleno DSN. Masukan dari
anggota Pleno DSN dijadikan dasar penyem-
purnaan draft fatwa. Rapat Pleno DSN itulah
yang berwenang mengesahkan draf fatwa
menjadi fatwa. Bila diperlukan, DSN juga
mengundang pakar dari dalam dan luar negeri
ketika menyiapkan fatwa. Sampai April 2010,
DSN telah mengeluarkan 75 fatwa ekonomi
syariah. Bukan hanya bidang perbankan, tapi
juga asuransi, pegadaian, akuntansi, penjualan
langsung berjenjang. Sedangkan sampai akhir
2024, tercatat 160 fatwa dikeluarkan DSN-MUL.

Melihat komposisi anggota dan meka-
nisme kerja DSN-MUI pada tahun 2010, KH
Ma'ruf Amin menyangkal keraguan sebagian
pengritik, bahwa DSN kurang mengutamakan

kompetensi, dan lebih menonjolkan represen-
tasi asal organisasi anggota. Dengan komposisi
itu, MUI telah menemukan model kompromi
antara prinsip kompetensi dan representasi.
Bagaimanapun, representasi juga penting untuk
memudahkan legitimasi dan akseptabilitas fat-
wa di tengah masyakat, karena tanggapan dari
berbagai kalangan, yang merepresentasikan ber-
bagai segmen, bisa tergambar. Begitu pula, bila
semata-mata mengedepankan representasi, ti-
dak diimbangi dengan kompetensi, maka kua-
litas fatwanya bisa bermasalah.

Tentang peran DSN-MUI dalam mere-
komendasikan calon anggota DPS, selama ini
ada kritik, bahwa MUI kurang mengedepankan
kompetensi, tapi lebih pada representasi. Ada
beberapa figur pimpinan Ormas Islam yang
tidak memiliki kompetensi bidang syariah atau
ekonomi Islam, tapi dipercaya menjadi DPS. KH
Ma'ruf Amin mengakui, pada periode-periode
awal pembentukan DPS, hal itu terjadi, karena
masih terbatasnya sumber daya manusia yang
kompeten.

Namun dalam perkembangannya, kata
KH Ma'’ruf, kriteria anggota DPS makin diper-
ketat. Salah satunya, dengan memberikan ser-
tifikasi bagi calon anggota DPS, sejak 2008.

155

BAB Il
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA




156

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

Calon yang tidak lulus sertifikasi tidak dapat
direkomendasikan sebagai DPS oleh MUI.
Sampai April 2010, telah dilakukan dua kali
sertifikasi dan baru untuk DPS bank syariah.
Mulai 2010, sertifikasi dilakukan pada DPS
asuransi, BPRS, reasuransi, dan sebagainya.

Sertifikasi ini salah satu cara DSN-MUI
untuk meningkatkan kompetensi anggota
DPS. Cara lain adalah dengan mengadakan
pertemuan tahunan, ijtima’ sanawi atau annual
meeting yang sudah berlangsung sejak 2004.
Hingga April 2010, sudah berlangsung lima
kali. Acara ini diikuti DPS seluruh lembaga
keuangan dan bisnis syariah. Pada pertemuan
tersebut, DPS diberikan wawasan dan informasi
terbaru tentang fatwa DSN-MUI, regulasi baru
Bl atau Kemenkeu, serta perkembangan dan
isu terbaru lembaga keuangan syariah di dalam
dan luar negeri. Dalam forum ini, antar DPS bisa
bertukar pengalaman dan bertukar pikiran.
Disediakan pula sesi problem solving terkait
tugas-tugas DPS.

D. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) meru-
pakan instrumen mekanisme kepatuhan sya-
riah di tingkat lembaga keuangan syariah. Po-

sisinya amat krusial sebagai ujung tombak
yang memonitor langsung di level operasional
bank syariah. Sebelum UU 21/2008 tentang
Perbankan Syariah lahir, keharusan DPS sudah
diperintahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan terbatas.'*®

Pasal 109 ayat (1) UU PT menyebutkan,
perseroan yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai
Dewan Pengawas Syariah. DPS terdiri seorang
ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh
RUPS atas rekomendasi MUI (ayat 2). Tugasnya
memberikan nasihat dan saran kepada Direksi
serta mengawasi kegiatan Perseroan agar
sesuai prinsip syariah (ayat 3).

Setelah UU 21/2008 lahir, klausul dalam
UU PT itu ditegaskan Kembali di pasal 32. UU
Perbankan Syariah tidak banyak mengupas,
karena ketentuan lebih lanjut diserahkan pada
Peraturan BI. Ketentuan lanjutan itu, menurut
penjelasan UU Perbankan Syariah, mencakup:
ruang lingkup, tugas, dan fungsi; jumlah ang-
gota, masa kerja, komposisi keahlian, maksimal
jabatan rangkap, dan pelaporan. DPS ini tidak

149 Sebagai bahan ulasan, lihat Heri Sunandar, “Peran dan Fungsi Dewan
Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah
Di Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, Desember 2005.
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hanya mengawasi kinerja bank dalam kepatuh-
an syariah. Namun DPS sendiri juga diawasi BI.
Bila DPS justru menghalangi atau tidak melak-
sanakan prinsip syariah, maka menurut pasal
56 UU 21/2008, Bank Indonesia akan memberi
sanksi administratif pada personil DPS.

Peraturan Bl nomor 11/3/PBI/2009 ten-
tang Bank Umum Syariah menggariskan kriteria
calon anggota DPS. Pasal 34 Peraturan BI itu
menyebut tiga komponen kriteria: integritas,
kompetensi, dan reputasi keuangan. Dari segi
integritas, selain berakhlak dan berkomitmen
dalam pengembangan bank yang sehat dan
tangguh, juga tidak boleh masuk “Daftar
Tidak Lulus” dalam ketentuan mengenai uji
kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk
kompetensi, calon disyaratkan memiliki pe-
ngetahuan dan pengalaman bidang syariah
mu’amalah dan pengetahuan bidang perbankan
dan/atau keuangan secara umum.

Tugas detil DPS, menurut pasal 35 nomor
11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
tersebut antara lain: menilai dan memastikan
pemenuhan prinsip syariah atas pedoman ope-
rasional dan produk yang dikeluarkan bank;
mengawasi proses pengembangan produk ba-

ru bank; meminta fatwa kepada Dewan Sya-
riah Nasional untuk produk baru bank yang
belum ada fatwanya; melakukan review secara
berkala atas pemenuhan prinsip syariah terha-
dap mekanisme penghimpunan dana dan pe-
nyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
meminta data dan informasi terkait dengan
aspek syariah dari satuan kerja bank dalam
rangka pelaksanaan tugasnya.

Jumlah anggota DPS minimal dua orang
dan maksimal separuh dari jumlah anggota
direksi. Pasal 36 PBI itu menyebutkan, anggota
DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai
anggota DPS paling banyak pada empat lem-
baga keuangan syariah lain. Ini lebih longgar
dibanding Pakistan dan Malaysia yang hanya
boleh satu jenis LKS.

Peraturan BI lain tentang Good Corporate
Governance, menyebut masa jabatan anggota
DPS paling lama sama dengan masa jabatan
anggota direksi atau dewan komisaris. Rapat
DPS wajib diselenggarakan paling kurang sekali
sebulan. Untuk menjaga aspek transparansi,
anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap
jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga
keuangan syariah lain. Kalau merangkap jadi
DPS lembaga lain boleh sampai empat lembaga,
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namun anggota DPS dilarang merangkap se-
bagai konsultan di lembaga keuangan syariah
(pasal 51 ayat 4).

E. KOMITE PERBANKAN SYARIAH

(KPS)

Dalam mata rantai mekanisme kepatuhan
syariah, Komite Perbankan Syariah (KPS), me-
nempati fungsi sebagai transformator fatwa
yang semula tak berkekuatan hukum mengikat,
menjadi Peraturan Bank Indonesia (BI), yang
berkekuatan mengikat. Komite ini baru diper-
kenalkan sejak berlakunya UU 21/2008. Se-
mula, dalam RUU Perbankan Syariah versi DPR,
komite ini bahkan hendak diberi peran lebih
besar, yakni sebagai lembaga independen yang
berwenang mengeluarkan ketetapan dan/atau
opini mengenai kesesuaian produk dan/atau
jasa bank syariah dengan prinsip syariah.'*°

Peran KPS disebutkan dalam pasal 26 UU
21/2008. Dinyatakan bahwa, kegiatan usaha
dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk
kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah ini
difatwakan oleh MUI. Fatwa tersebut kemudian

150 “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perbankan Syariah”, Op. Cit,
hal. 5 dan 40.

dituangkan dalam Peraturan BIl. Dalam rangka
penyusunan peraturan itu, Bl membentuk KPS,
yang bertugas memproses fatwa MUI menjadi
draft Peraturan BI. Ketentuan lebih lanjut tata
cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas
komite ini diatur dengan Peraturan BI, tidak
lagi diatur eksplisit seperti dalam naskah RUU
usulan DPR.

Komposisi KPS dinyatakan dalam pen-
jelasan UU 21/2008, bahwa komite ini ber-
anggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen
Agama, dan unsur masyarakat dengan kom-
posisi berimbang, memiliki keahlian di bidang
syariah dan berjumlah paling banyak sebelas
orang. Ketua Komite berasal dari unsur BI.
Keahlian itu, dirinci lagi pada pasal 1 ayat 1
Peraturan BI tentang KPS, adalah ahli di bidang
syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli
keuangan, dan ahli perbankan. Masa jabatan
anggota Komite di luar unsur BI adalah dua
tahun dan dapat diperpanjang paling banyak
dua kali masa jabatan (pasal 15).

Anggota Komite yang mewakili Bl adalah:
Direktur Direktorat Perbankan Syariah dan
Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter. Ke-
anggotaan Komite dari unsur BI bersifat ex
officio. Anggota Komite yang mewakili Depar-
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temen Agama berdasarkan penunjukan De-
partemen Agama. Untuk menetapkan anggota
komite dari unsur masyarakat, Bl berkoordinasi
dengan berbagai pihak, antara lain, Dewan
Syariah Nasional-MUI, perguruan tinggi, dan
Organisasi Masyarakat. Anggota komite yang
mewakili unsur masyarakat, ada yang berasal
dari institusi, ada juga bersifat individu. Ang-
gota komite ditetapkan berdasarkan Surat Ke-
putusan Gubernur Bank Indonesia.

Anggota komite harus memenuhi per-
syaratan integritas dan kompetensi (pasal
10). Integritas meliputi akhlak dan moral yang
baik, komitmen mengembangkan perbankan
syariah, memiliki visi dan misi untuk mengem-
bangkan perbankan syariah, dan memiliki wak-
tu yang cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai
anggota komite. Syarat kompetensi menca-
kup pemahaman yang baik di bidang syariah
mu’amalah dan/atau di bidang ekonomi, ke-
uangan, dan perbankan, serta memiliki pema-
haman yang baik atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Tugas KPS bukan hanya mentah-mentah
menyerap fatwa MUI lalu dijadikan Peraturan B],
tapi juga melakukan peran harmonisasi, penaf-
siran, dan pemaknaan fatwa. Dalam Peraturan

BI Nomor 10/32 /Pbi/2008 Tentang Komite
Perbankan Syariah, pada klausul menimbang,
dijelaskan, KPS bertugas “melakukan penafsiran
dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan
syariah”.

Sementara dalam pasal 5 ayat (1) huruf
(a), tugas KPS adalah “menafsirkan fatwa MUI
yang terkait dengan perbankan syariah.” Pada
penjelasan umum Peraturan BI tersebut, dinya-
takan bahwa tugas KPS dalam rangka imple-
mentasi dan “harmonisasi fatwa” dan dikatakan
beradapada“tahapanpenafsirandanpemaknaan
fatwa”. Berikut ungkapan lengkapnya:

Dalam rangka implementasi dan harmo-
nisasi fatwa agar dapat dituangkan dengan
baik ke dalam Peraturan Bank Indonesia,
maka tahapan penafsiran dan pemaknaan
fatwa merupakan satu tahapan yang pen-
ting dalam proses penyusunan ketentuan
berupa Peraturan Bank Indonesia.
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F. PERALIHAN DARI Bl KE OJK

PASCA UU 21/2011

Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas,
dan wewenang “pengaturan dan pengawasan”
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
“beralih dari Bank Indonesia ke OJK”. Demikian
isi Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat
(2) UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Ke-
uangan (OJ]K). Begitu pula wewenang BI terkait
perbankan syariah, juga beralih ke OJK. Bab
XIV Ketentuan Penutup Pasal 69 ayat (1) hu-
ruf ¢, menyatakan, “fungsi, tugas, dan wewe-
nang Bank Indonesia”, yang terurai dalam tak
kurang dari 35 pasal di UU 21/2008 tentang
Perbankan Syariah, “beralih menjadi fungsi, tu-
gas, dan wewenang OJK".

Dalam konteks fokus buku ini, peralihan
itu juga terkait pasal 26 UU 21/2008, yang ber-
isi klausul relasi BI dan prinisp syariah yang
difatwakan MUI. Ayat 3 pasal 26 tersebut, misal,
menyatakan, fatwa MUI tentang prinsip syariah
“dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”.
Dalam rangka penyusunan “Peraturan Bank In-
donesia” yang berisi penuangan fatwa MUI ten-
tang Prinsip Syariah itu, Bl membentuk “komite
perbankan syariah” (ayat 4). Fungsi, tugas, dan
wewenang Bl tersebut juga beralih ke OJK sejak
31 Desember 2013. Salah satu implikasinya,

Komite Perbankan Syariah (KPS) di BI, berubah
nama menjadi Komite Pengembangan Jasa Ke-
uangan Syariah (KPJKS) di OJK.

1. Dari KPS Bl Ke KPJKS 0JK

Komite Perbankan Syariah (KPS),
berubah nama menjadi Komite Pengem-
bangan Jasa Keuangan Syariah (KPJ]KS),
kemudian berganti nama lagi menjadi
Komite Pengembangan Keuangan Syariah
(KPKS). Sebutan KPS pertama muncul
dalam UU 21/2008 tentang Perbankan
Syariah. KPS berada di bawah BI, sebagai
pengawas perbankan saat itu. Sejak De-
sember 2013, sebagai tindak lanjut UU
21/2011 tentang OJK, dan beralihnya
fungsi pengawasan perbankan dari Bl ke
OJK, KPS berubah nama menjadi KPJKS, di
bawah OJK. Tahun 2024, KPJKS berganti
nama menjadi KPKS, sebagai tindak lanjut
lahirnya UU 4/2023 P2SK.

Perubahan nama itu ditetapkan me-
lalui regulasi OJK. Sebutan KPJKS terdapat
dalam Peraturan Dewan Komisioner (PDK)
No. 47/PDK.02/2013 tentang KPJKS di
OJK, tertanggal 30 Desember 2013. Istilah
KPKS disebut dalam POJK 2/2024 tentang
Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank

165

BAB Il
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA




166

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
tertanggal 15 Februari 2024.

Adapun di tingkat UU, tidak tejadi
perubahan nama KPS sejak UU 21/2008
Perbankan Syariah sampai UU 4/2023
P2SK. Dalam UU P2SK Pasal 26 ayat 5,
sebagai perubahan pasal yang sama dari
UU 21/2008, dinyatakan: “Dalam rangka
penyusunan peraturan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), otoritas terkait da-
pat membentuk komite perbankan syariah,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut da-
lam peraturan masing-masing otoritas.

Perihal perubahan KPS menjadi
KPJKS, dijelaskan dalam dokumen “La-
poran Perkembangan Keuangan Syariah
Tahun 2013” terbitan OJK. KPS periode
pertama terdiri 11 orang dari unsur
Bank Indonesia, Kementerian Agama, Ke-
menterian Keuangan (Badan Kebijakan
Fiskal/BKF), Kementerian Hukum dan
HAM, DSN-MUI, PB Nahdatul Ulama, PP
Muhammadiyah, Dewan Standar Akun-
tansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
(DSAS IAI), para ahli, akademisi serta
praktisi pelaku pasar. Pada akhir periode
kedua, berdasarkan Keputusan Gubernur

BI, tanggal 8 Juli 2013, Nomor 15/68A /
KEP.GB1/2013 tentang Komite Perbankan
Syariah, KPS beranggotakan hanya 7 orang.

Setelah OJK terbentuk, dimana
lingkup kewenangannya mencakup ke-
seluruhan industri keuangan, tidak ha-
nya sektor perbankan, tapi juga industri
keuangan non bank (IKNB) dan Pasar
Modal, sehingga “di OJK, KPS diformu-
lasikan dalam bentuk Komite Pengem-
bangan Jasa Keuangan Syariah (KPJ]KS)
OJK". Dengan beralihnya fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor per-
bankan, dari BI ke OJK, sejak 31 Desem-
ber 2013, maka menurut OJK, “secara
yuridis eksistensi KPJKS merupakan ma-
nifestasi dari amanat pembentukan Ko-
mite Perbankan Syariah (KPS)”, sebagai
perintah Pasal 26 UU 21/2008 tentang
Perbankan Syariah, yang sesuai UU 21/
2011 tentang OJK, pasal 69, bahwa fungsi
dan tugas OJK yang “terkait dengan KPS
dialihkan kepada fungsi dan tugas OJK".

Selanjutnya, Rapat Dewan Ko-
misioner (RDK) OJK membuat kepu-
tusan Nomor 120/MS1/2013, tanggal
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18 Desember 2013, bahwa Dewan Ko-
misioner OJK menyetujui pembentuk-
an KPJKS di OJK, yang efektif sejak 31
Desember 2013. Untuk itu, OJK mener-
bitkan Peraturan Dewan Komisioner
(PDK) No. 47/PDK.02/2013 tertanggal
30 Desember 2013 tentang KPJKS di OJK.
Dalam PDK tersebut diatur bahwa KPJKS
bertanggung jawab kepada Dewan Ko-
misioner OJK. Anggota KPJKS terdiri dari
unsur OJK, Kementerian Agama, MU],
dan unsur masyarakat lainnya dengan
komposisi berimbang.

Anggota KPJKS, menurut PDK OJK
47/2013, harus memenuhi persyaratan
integritas dan kompetensi. Persyaratan
integritas meliputi: (1) memiliki akhlak
dan moral yang baik; (2) memiliki ko-
mitmen untuk mengembangkan jasa
keuangan syariah; (3) memiliki visi dan
misi untuk mengembangkan jasa ke-
uangan syariah; (4) memiliki waktu yang
cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai
anggota KPJKS. Persyaratan kompetensi
meliputi: (1) memiliki pemahaman yang
baik di bidang syariah mu’amalah dan/
atau di bidang ekonomi, keuangan dan
industri jasa keuangan; (2) memiliki

pemahaman yang baik atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pembentukan KPJKS, me-
nurut PDK OJK 47/2013, membantu OJK
dalam “mengimplementasikan fatwa
MUI dan mengembangkan jasa keuangan
syariah”. Tugas KPJKS, dijelaskan, untuk
membantu OJK dalam: (1) Menafsirkan
fatwa MUI yang terkait dengan jasa ke-
uangan syariah; (2) Memberikan ma-
sukan dalam rangka implementasi fatwa
ke dalam POJK; (3) Melakukan pengem-
bangan industri jasa keuangan syariah.
Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disam-
paikan kepada OJK dalam bentuk re-
komendasi KPJKS.

Anggota KPJKS terdiri 24 orang dari
internal dan eksternal OJK. Ketua KPJKS
adalah Ketua Dewan Komisioner OJK. Ang-
gota KPJKS dari internal OJK terdiri dari
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner
OJK, tiga Kepala Eksekutif Pengawasan Per-
bankan, IKNB dan Pasar Modal, anggota
Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi
dan Perlindungan Konsumen.
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Anggota KPJKS dari eksternal OJK
terdiri dari 8 anggota wakil ex-officio lem-
baga pemerintah dan non-pemerintah se-
tingkat eselon 1: Kementerian Keuangan,
Kementerian Agama, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia,
MUI, PP Muhammadiyah, PB Nahdatul
Ulama, dan Ikatan Akuntan Indonesia;
serta 9 orang tokoh, ulama dan akademisi
yang mewakili unsur masyarakat dari ber-
bagai disiplin keilmuan dan latar belakang
keahlian.

Untuk mendukung efektifitas pe-
laksanaan tugasnya, KPJKS dibantu Tim
Kerja KPJKS yang terdiri dari internal
OJK dan ekternal OJK dari berbagai ke-
ahlian dan kepakaran terkait. Tim Ker-
ja melaksanakan fungsi analisis dan
pendalaman berbagai isu dan perma-
salahan pengembangan keuangan sya-
riah nasional yang dipaparkan dalam
rapat KPJKS. Tim Kerja KPJKS terdiri
dari pejabat OJK dari satuan kerja terkait
pengawasan industri jasa keuangan
syariah dan pihak eksternal dengan ber-
bagai bidang keahlian yang berasal an-
tara lain dari DSN-MUI, tokoh ulama, aka-
demisi, dan praktisi keuangan syariah.

2. Pasca UU P2SK 4/2023:
KPJKS Jadi KPKS

Dengan adanya omnibus law 2023
melalui UUP2SK 4 /2023, KPJKS mengalami
perubahan nama menjadi KPKS. Istilah
KPKS terdapat dalam POJK 2/2024, pada
konteks Bab II tentang “Penerapan Prinsip
Syariah dan Kerangka Tata Kelola Syariah”.
Alur normanya berawal dari pasal 2 ayat 1,
bahwa, “Bank wajib menerapkan Prinsip
Syariah” dalam penyelenggaraan kegiatan
usaha. Kemudian Pasal 3 menjabarkan,
bahwa Prinsip Syariah itu “didasarkan pada
fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian
syariah yang ditetapkan oleh Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”
(DSN MUJ, ayat 1).

Dalam rangka “menyusun keten-
tuan” terkait Prinsip Syariah tersebut,
OJK membentuk “komite pengembangan
keuangan syariah” (KPKS, ayat 2). KPKS
ini “berkoordinasi” dengan DSN MUI
dalam “penyusunan Kketentuan” ter-
kait Prinsip Syariah di atas (ayat 3).
Koordinasi tersebut, sesuai amanat UU
P2SK Bagian Perbankan Syariah Pasal
26, bahwa “penyusunan peraturan” itu
“harus dikoordinasikan” oleh otoritas
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terkait dengan “lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di
bidang syariah”, yang menurut penjelasan
UU P2SK pada Ketentuan Penutup Pasal
337 Huruf h, adalah MUL

Pengukuhan KPKS pertama kali
bersamaan dengan Peluncuran Buku
LPKSI (Laporan Perkembangan Keuangan
Syariah Indonesia) 2024, pada 8 Juli
2025. Bila KPJKS diketuai langsung oleh
Ketua Dewan Komisioner OJK, KPKS di-
ketuai oleh Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan OJK yang merangkap Anggota
Dewan Komisioner OJK. Wakil Ketua KPKS
adalah Deputi Komisioner Pengawas
Bank Pemerintah dan Syariah.

Anggota KPKS dari internal OJK
terdiri dari 7 pejabat: (1) Kepala Depar-
temen Perbakan Syariah; (2) Kepala De-
partemen Surveillance dan Kebijakan
SJK Terintegrasi; (3) Kepala Departemen
Pengaturan dan Pengembangan Pasar
Modal; (4) Kepala Departemen Penga-
turan dan Pengembangan Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun; (5) Kepala
Departemen Pengaturan dan Pengem-
bangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan

Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
(6) Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Ke-
uangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset
Kripto; (7) Kepala Departemen Literasi,
Inklusi Keuangan, dan Komunikasi.

Anggota KPKS dari eksternal OJK
terdiri 5 orang: (1) Anwar Abbas (Wa-
kil Ketua Umum MUI dan Ketua PP Mu-
hammadiyah); (2) Hasanudin (Ketua BPH
DSN MUI dan Guru Besar UIN Jakarta);
(3) Dian Masyita (Dekan FEB UIII); (4)
Mohammad Mahbubi Ali (meraih doktor
perbankan Islam di [IUM Malaysia); dan
(5) M. Gunawan Yasni (Akuntan, Pimpinan
DSN MUI).

DINAMIKA OTORITAS SYARIAH
PASCA PUTUSAN MK 2022
Mahkamah Konstitusi (MK) membuat

putusan penting terkait dengan dinamika
perdebatan pemegang otoritas fatwa prinsip
syariah, dalam sistem hukum perbankan, antara
lembaga negara atau non-negara. Putusan yang
dibacakan pada 8 Agustus 2022 itu bernomor
perkara 65/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian
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UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Pemohonnya bernama Rega Felix, se-
orang advokat, beralamat di Pamulang, Tange-
rang Selatan, Banten.

Pemohon mempersoalkan pemberian
kewenangan penetapan prinsip syariah ke-
pada MUI sebagai lembaga non-negara. “Pola
delegasi kepada non lembaga negara belum
pernah dilakukan selain di dalam UU Perbankan
Syariah,” kata pemohon. Hal itu diniai berpoten-
si “menimbulkan permasalahan” ke depannya.
Pemberian delegasi “menetapkan prinsip sya-
riah” kepada MUI, menurut pemohon, “Harus
dilihat dari sisi kelembagaannya, sebagai badan
hukum apa MUI?”

Jika MUI dikategorikan sebagai organisasi
kemasyarakatan (Ormas), di mata pemohon,
MUI tunduk kepada UU Ormas. Merujuk Putus-
an MK Nomor 2/PUU-XVI/2018, pemerintah
berwenang mencabut izin Ormas. “Jika Peme-
rintah memiliki kewenangan mencabut izin
MUI, lalu bagaimana legitimasi prinsip syariah
dalam perbankan syariah?’ tanya pemohon.
“Apakah harus dibentuk organisasi kemasya-
rakatan baruatau mengalihkan kewenangannya
ke organisasi kemasyarakatan lain?,” pemohon
manambahkan.

Ketika BI/OJK hanya berwenang “me-
nuangkan fatwa”, tapi tidak “menetapkan
prinsip Syariah”, menurut pemohon, perbankan
syariah akan “sangat rentan terpengaruh ter-
hadap situasi politik” Bagi Pemohon, fungsi
“menetapkan suatu kaidah/norma hukum” se-
harusnya berada pada “lembaga negara yang
mendapat kewenangan atribusi/delegasi dari
UU” sehingga pemerintah tidak dapat inter-
vensi atau dengan mudah mencabut.

Pemohon tidak menutup mata pada pe-
ran penting ulama dalam tradisi hukum Islam,
juga peran MUI dalam sejarah perjalanan per-
bankan syariah di Indonesia. MUI sebagai re-
presentasi masyarakat Islam, bagi pemohon,
memiliki nilai sejarah, sosiologis, kompetensi
tentang hukum Islam yang tepat. Dalam tradisi
hukum Islam, kata pemohon, secara prinsip,
yang mempunyai legitimasi menentukan hu-
kum Islam adalah ulama, “maka kedudukan
ulama sangat penting.”

Namun di mata pemohon, arti penting ke-
dudukan ulama, “bukan dalam konteks mene-
tapkan peraturan perundang-undangan” yang
mempunyai “kekuatan mengikat secara umum”.
Ketika kaidah hukum dalam UU memberi
“perintah kewajiban yang mengikat umum’,
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menurut pemohon, aturan pelaksananya wajib
ditetapkan oleh “lembaga negara yang menda-
patkan atribusi/delegasi dari UU”, karena si-
fatnya “mengikat umum, bukan mengikat orang
beragama tertentu”. Maka itu, pemohon berpen-
dapat, sepatutnya peran MUI adalah pada “pem-
berian materi pembentukan hukum” bagi Bl/
OJK, bukan dalam “konteks menetapkan”.

Terhadap argumen pemohon tersebut,
MK menyampaikan pertimbangan, pendapat,
kesimpulan, dan amar putusan sebagai berikut.
Dalam pertimbangannya, MK menyampaikan,
bahwa diadopsinya pengaturan perbankan
syariah dalam sistem hukum perbankan Indo-
nesia, tak lepas dari “fakta empirik tingginya
kebutuhan” sebagian masyarakat terhadap
“jasa perbankan syariah”. MK menandaskan,
bawa perbankan syariah memiliki sejumlah ke-
khususan dibanding perbankan konvensional.
Salah satu bentuk kekhususan itu adalah
keharusan “tunduk pada sistem syariah Islam”.
Adapun penentuan standar syariah tersebut,
“bukanlah otoritas perbankan”, melainkan “oto-
ritas agama”.

Penempatan urusan “penentuan prinsip
syariah” sebagai “otoritas agama”, menurut
MK, “tidak terlepas dari ketentuan konstitusi”,

dalam hal ini, norma Pasal 29 UUD 1945, bahwa
seluruh umat beragama, termasuk umat Islam,
“berhak menjalankan agama dan beribadah
menurut agamanya”. Terkait bank syariah
bagi umat Islam, menurut MK, menjalankan
aktivitas perbankan sesuai syariat agama,
menjadi bagian cara menjalankan “kehidupan
dalam bidang ekonomi”, sesuai dengan “agama
yang diyakininya”.

Maka itu, menurut MK, saat pembentuk
UU memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan
menyediakan bank syariah, maka hal yang
berkaitan dengan “penentuan prinsip syariah”,
dalam penyelenggaraan perbankan, “harus
tetap diserahkan kepada pemegang otoritas
agama Islam”, bukan sebaliknya, menjadi “di-
ambil alih oleh negara”, melalui organ yang
diberi kewenangan menyelenggarakan per-
bankan, seperti BI/OJK. MK berargumen,
prinsip syariah itu terkait hukum Islam yang
“penetapannya hanya boleh dilakukan oleh
ulama yang memiliki kapasitas”, bukan oleh
pengelola perbankan yang kewenangan, kapa-
sitas, dan pengetahuannya yang “terbatas di
bidang syariah”.

Dalam pertimbangan MK, konstruksi
norma Pasal 26 ayat (1) - (3) UU 21/2008
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mengandung dua materi muatan utama.
Pertama, penentuan substansi prinsip Sya-
riah. Kedua, bentuk hukum penuangan prin-
sip syariah dalam peraturan perundang-un-
dangan. “Penentuan substansi prinsip sya-
riah”, ditempatkan sebagai “kewenangan MUI",
sedangkan “penuangan prinsip syariah ke
dalam peraturan perundang-undangan”, ditem-
patkan sebagai “wewenang BI/OJK".

Secara doktriner, menurut MK, substansi
peraturan perundang-undangan, yang disebut
dengan “sumber hukum dalam pengertian
materiil”, dapat berasal dari berbagai sumber,
seperti hukum agama, hukum adat, dan se-
bagainya. Namun demikian, meskipun dapat
berasal dari berbagai sumber materiil, ketika
dituangkan ke dalam bentuk peraturan per-
undang-undangan, materi tersebut “hanya
dapat dituangkan oleh lembaga” yang secara
eksplisit “diperintahkan suatu peraturan per-
undang-undangan” atau “dibentuk berdasarkan
kewenangan”.

Masalahnya, kata MK, ketika pembentuk
UU 21/2008 menyerahkan “otoritas penen-
tuan prinsip syariah”, dalam kegiatan per-
bankan syariah, “kepada MUI”, apakah ini
bentuk “kesalahan yang dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum”, sehingga harus dinya-
takan bertentangan dengan UUD 19457 MK
Menjelaskan, persoalan tersebut, pada dasar-
nya sudah terjawab dengan “prinsip dan posisi”
perbankan syariah yang “memiliki kekhususan”
dibandingkan perbankan konvensional.

Kekhususan tersebut berkenaan dengan
penerapan prinsip syariah dalam penyeleng-
garaan perbankan, di mana “otoritas agama
Islam, yaitu MUTI”, terlibat. Jika prinsip syariah
dalam perbankan syariah ditempatkan seba-
gai kekhususan, MK menambahkan, maka “pe-
libatan MUI sama sekali tidak mengandung
persoalan hukum”, sepanjang hanya sebatas
“mengeluarkan fatwa terkait prinsip syariah”,
yang memang menjadi kewenangannya, sebagai
“salah satu otoritas agama” dalam masyarakat
Islam Indonesia.

Dalam konteks ini, menurut MK, fatwa
MUI menjadi “sumber hukum materiil”, dari
peraturan BI/OJK. Dilihatdari perspektif sistem
hukum Indonesia, menurut MK, hal demikian
itu, “dapat dibenarkan”. Sebab, kata MK, dalam
pembentukan hukum perundang-undangan,
“salah satu sumbernya adalah hukum Islam”.
Maka, ketika hukum Islam yang dituangkan
dalam “fatwa MUI dijadikan sumber materiil”
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dari peraturan Bl/peraturan OJK, hal tersebut
“sama sekali tidak dapat dianggap memiliki
masalah konstitusional”.

MK menempatkan fatwa sebagai “sarana
pendukung yang mendasar”. Perbankan sya-
riah, menurut MK, memerlukan berbagai sa-
rana pendukung, agar dapat berkontribusi
maksimal bagi ekonomi nasional. Salah satu
“sarana pendukung yang mendasar bagi per-
bankan syariah”, menurut MK, adalah peran
fatwa dari “lembaga terpercaya dan terjaga
kredibilitasnya” di tengah umat muslim, demi
“tegaknya prinsip syariah” dalam kegiatan per-
bankan syariah, sehingga memberikan “jamin-
an kepastian hukum” bagi stakeholders.

Sebagai wadah para ulama, zu’ama dan
cendekiawan muslim, bagi MK, MUI adalah
“lembaga yang berkompeten menjawab dan
merespon permintaan fatwa”. Dalam proses
penetapkan fatwa bidang perbankan syariah,
MK mencatat, MUl menjalankannya “secara
kolektif” melalui lembaga di bawahnya, ber-
nama Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI,
yang dalam kesimpulan MK, diisi oleh ulama,
praktisi, dan pakar yang memenuhi kualifikasi
tertentu di bidang Figh, Ushul Fiqgh, Figh
Mugaran, keuangan, bisnis, perekonomian sya-

riah, dan berkemampuan dalam penetapan hu-
kum (istinbath hukum).

Selain dilakukan secara kolektif oleh
DSN MUI, penetapan fatwa dalam hal tertentu,
“melibatkan tenaga ahli” terkait masalah yang
dibahas. Fatwa DSN MUI, dinilai oleh MK, “ber-
sifat responsif, proaktif, dan antisipatif”. MK ber-
kesimpulan, “penetapan fatwa MUI dilakukan
oleh para ahli yang memenuhi kualifikasi muj-
tahid dan dilakukan secara kolektif”. Persyarat-
an, sifat, metode, serta prosedur penetapan
fatwa yang sedemikian ketat, menurut MK, agar
diperoleh hasil yang bermanfaat bagi kemasla-
hatan umum (maslahatul ammah), sesuai intisari
ajaran Islam (maqashid al-syariah), yang selan-
jutnya dituangkan dalam jenis peraturan per-
undang-undangan, yaitu PBI/POJK.

Sisi lain, MK berkesimpulan, berdasarkan
UU No. 23/1999 tentang BI dan Pasal 8 UU No.
21/2011 tentang OJK, bahwa BI dan OJK tidak
memiliki fungsi dan kewenangan “menetapkan
prinsip syariah”, khususnya dalam perbankan
syariah. Bl dan OJK, dalam pertimbangan MK,
tidak memiliki kompetensi dan sumber daya
untuk menilai, dan memberikan penjelasan
terkait hukum Islam, sebagaimana kompetensi
yang dimiliki para ahli hukum Islam (fuqaha).
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Menurut MK, seandainya penetapan
prinsip syariah diserahkan kepada BI/OJK, da-
lam bentuk PBI atau POJK, dengan mengikuti
tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan pada umumnya, BI/OJK akan “kesu-
litan dalam merumuskan substansi” PBI/POJK
tersebut, karena pengetahuannya yang terbatas
terkait “substansi atau prinsip syariah”.

Artinya, MK berkesimpulan, “menyerah-
kan penetapan prinsip syariah” dalam per-
bankan syariah “kepada BI/OJK” dapat dinilai
sebagai “tindakan sewenang-wenang” pem-
bentuk UU yang dapat berujung pada “terja-
dinya kekacauan” dalam penentuan “substansi
peraturan yang memuat prinsip syariah”. Pada
gilirannya, MK menambahkan, hal demikian
dapat “menciderai keyakinan” dan cara umat
Islam “menjalankan agamanya”.

MK berpendapat, fatwa tentang prinsip
syariah dalam kegiatan perbankan syariah ha-
rus “diatur secara eksplisit dalam undang-un-
dang” dan harus ditegaskan, bahwa fatwa itu di-
keluarkan oleh “satu otoritas agama Islam” yang
“mewakili mayoritas umat Islam Indonesia”.
Bila tidak demikian, MK berpandangan, “sangat
mungkin akan menimbulkan kekacauan”.

Hal itu karena di Indonesia, terdapat tak
kurang dari 60 Ormas Islam yang memiliki
lembaga fatwa dengan metode pembentukan
fatwa yang khas dan berbeda satu dengan
lainnya. Masing-masing, dalam catatan MK, me-
miliki basis keilmuan agama sendiri-sendiri
yang sangat mungkin memiliki perbedaan satu
sama lain.

Maka itu, bila fatwa prinsip syariah
dalam perbankan syariah “tidak diatur secara
eksplisit” dalam UU, untuk ditentukan oleh
otoritas agama yang mewakili umat Islam,
maka menurut MK, hal tersebut berpotensi
menimbulkan “perbedaan fatwa terhadap per-
masalahan yang sama”. Pada akhirnya, MK me-
nambahkan, hal demikian justru akan “mem-
bingungkan masyarakat” yang menggunakan
jasa perbankan syariah dan akan menimbulkan
“ketidakpastian hukum”.

MK memperhatikan peran historis dan
empiris MUI dalam membersamai kelahiran
dan perkembangan perbankan syariah di Indo-
nesia. Secara historis, MK mencatat, pemben-
tukan bank syariah merupakan hasil Musya-
warah Nasional MUI tahun 1990. MUI aktif
mengeluarkan fatwa terkait perbankan sya-
riah, sejak “jauh sebelum diperintahkan oleh
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UU 21/2008". Pada perkembangan selanjutnya,
MUI terus berperan aktif dan turut serta mela-
kukan “pembinaan, pengawasan, dan arahan
bagi pengembangan perbankan”.

Dalam pertimbangan MK, bila “otoritas pe-
netapan prinsip syariah” tidak lagi “diserahkan
kepada MUI”, melainkan “diserahkan kepada
Bl atau OJK”, maka potensial menimbulkan
“ketidakpastian hukum”. Wujudnya ada dua,
menurut MK. Pertama, kekhususan perbankan
syariah akan hilang. Kekhususan itu adalah
adanya pelibatan organ lain dalam penentuan
prinsip syariah. Kedua, penetapan prinsip sya-
riah akan dikeluarkan langsung oleh negara,
bukan oleh otoritas agama. Padahal, Indonesia
bukan “negara Islam”. Indonesia adalah negara
berdasarkan Pancasila yang menjadikan agama
sebagai “salah satu sumber hukum”.

Karena bukan negara Islam, menurut
MK, “bagaimana mungkin otoritas negara me-
nentukan prinsip syariah?” MK memberi pene-
gasan, bahwa sekalipun “negara memiliki we-
wenang penuh membentuk hukum”, namun
ketika bersentuhan dengan hukum agama, da-
lam pertimbangan MK, “negara perlu memba-
tasi diri” dengan cara “menyerahkan penetapan
materi hukum tersebut kepada pemegang oto-

ritas agama”. Negara kemudian mengambil pe-
ran “mengadopsi hukum agama yang telah di-
tetapkan oleh otoritas agama menjadi hukum
positif”.

Walhasil, kesimpulan MK, norma Pasal
1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1) - (3) UU
21/2008 sama sekali “tidak menyebabkan ter-
jadinya Kketidakpastian hukum” Keberadaan
norma tersebut, dalam kesimpulan MK, bah-
kan telah ditempatkan secara “tepat dan pro-
porsional” ihwal penentuan prinsip syariah dan
pemuatannya dalam peraturan perundang-
undangan.

Proporsionalitas tersebut, MK menjelas-
kan, menyangkut “substansi prinsip syariah”
yang ditentukan berdasarkan “fatwa MUI”, se-
bagai “salah satu pemegang otoritas agama’,
yang “diakui umat Islam Indonesia”, serta “di-
berikan mandat oleh negara”. Sedangkan “pe-
muatan fatwa ke dalam bentuk hukum per-
aturan perundang-undangan”, dilakukan oleh
“organ yang mewakili otoritas negara” di bidang
perbankan syariah, dalam hal ini: BI/OJK.

Prinsip syariah yang ditetapkan melalui
fatwa, dan dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang menetapkan fatwa, dalam hal ini
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DSN MUI, menurut pandangan MK, “justru
merupakan bentuk jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum” bagi umat Islam yang
menginginkan kehidupan ekonomi yang dija-
lankan sesuai syariah Islam.

Mengacu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
(“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”),
menurut MK, negara dalam hal ini memberikan
jaminan bahwa “prinsip syariah yang mendasari
pembentukan peraturan perbankan syariah”,
merupakan hasil “fatwa para ulama yang
tergabung dalam MUI”, dengan kemampuan
khusus di bidang masing-masing, berasal dari
berbagai organisasi dengan latar belakang yang
berbeda, serta masukan dari tim ahli bidang
perbankan, ekonomi, hukum, akuntansi, pasar
modal, asuransi, serta masukan BI, OJK, dan
Mahkamah Agung.

Dengan demikian, menurut MK, proses
menetapkan fatwa telah diproses melalui ka-
jian dari berbagai sudut pandang, dan hal itu
memberikan “kepastian hukum dan keamanan”
bagi stakeholders dalam melaksanakan kegiatan
perbankan syariah.

Pembentuk UU, menurut penilaian MK,
dalam isu ini telah “menempatkan sesuatu pada
posisi yang seharusnya”, yaitu menyerahkan
“penetapan prinsip syariah” kepada para
“ulama yang ahli di bidang syariah”, kemudian
“menuangkan prinsip” tersebut dalam pera-
turan perundang-undangan (PBI/POJK), agar
“prinsip syariah hasil fatwa” para ulama terse-
but dapat “berlaku dan mengikat secara umum”.

Penetapan prinsip syariah melalui fatwa
DSN MUI, yang kemudian dituangkan dalam PBI
atau POJK, bagi MK, merupakan perwujudan
bahwa “negara mengakui, menghormati, me-
lindungi, dan memfasilitasi” umat Islam dalam
menjalankan ibadahnya sesuai dengan keya-
kinannya, sebagaimana termuat dalam Pasal
29 UUD 1945.

MK berpendapat, ketentuan norma Pasal
26 ayat (1)-(3) UU 21/2008, telah “ternyata
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, ke-
tidakadilan, ketidakmanfaatan, dan hambatan”
bagi pemohon dalam mengakses layanan per-
bankan syariah seperti yang dijamin oleh UUD
1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.
Dengan demikian, menurut MK, permohonan pe-
mohon adalah “tidak beralasan menurut hukum”
untuk seluruhnya, sedangkan hal-hal lain dan
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selebihnya, tidak dipertimbangkan karena dipan-
dang “tidak ada relevansinya”. MK pada akhirnya
membacakan putusan, pada 8 Agustus 2022,
dengan amar: “menolak permohonan pemohon
untuk seluruhnya”.

H. KONSOLIDASI OTORITAS SYARIAH

PASCA OMNIBUS LAW 2023

Dalam rangka penguatan ekonomi na-
sional menghadapi kompetisi global, terutama
setelah musibah Pandemi Covid-19, Indonesia
melakukan perombakan hukum secara Omni-
bus Law. *' Dengan metode ini, puluhan Un-
dang-Undang (UU) yang tumpang tindih dan
dinilai menghambat pembangunan ekonomi,
disederhanakan dalam satu UU. Ada dua UU
yang diinisiasi pemerintah dengan skema
Omnibus Law ini dan sama-sama final pada
tahun 2023. Pertama, UU tentang Cipta Kerja,
yang lebih awal diajukan, sejak Januari 2020,
namun karena melalui proses yang dinamis,
sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK),
baru kemudian bisa difinalkan menjadi UU No.
6/2023.

151 Tentang metode ini, merujuk ulasan Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan
Penerapannya di Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2020.

Kedua, UU tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang diaju-
kan baru pada Prolegnas 2022, dan difinalkan
lebih cepat, menjadi UU No. 4/2023.1>2 Omnibus
Law di sektor keuangan inilah yang memiliki
kaitan dengan dinamika otoritas syariah dalam
hukum perbankan Indonesia. Pasca Omnibus
Law, melalui UU 4/2023 tentang P2SK, sebutan
“Majelis Ulama Indonesia” di batang tubuh UU
21/2008 tentang Perbankan Syariah diganti,
diseragamkan, dan dibaca menjadi ungkapan
yang tidak lagi menyebut institusi spesifik, yakni
menjadi: “Lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Semula, nama “Majelis Ulama Indonesia”
disebut dua kali dalam UU 21/2008. Pertama,
di pasal 26, dalam konteks penyebutan MUI
sebagai lembaga yang diberi wewenang me-
ngeluarkan fatwa tentang prinsip syariah.
Kedua, di pasal 32 dalam konteks penyebutan

152 Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam
dokumen “Laporan Baleg DPR pada Rapat Paripurna DPR”, 16 Oktober
2020, dalam rangka Pengambilan Keputusan RUU tentang Cipta Kerja,
menyampaikan, “RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun
dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 Bab
dan174 Pasal yang berdampak terhadap 1203 Pasal dari 79 UU terkait
dan terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ketua
Komisi XI DPR, Kahar Muzakir, menyatakan, “RUU P2SK dibentuk secara
Omnibus Law.” Tak kurang, 17 UU kena revisi dengan UU P2SK ini. Baca
dokumen “Laporan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI” 15
Desember 2022, dalam rangka Pengambilan Keputusan RUU P2SK.
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MUI sebagai lembaga yang diberi wewenang
memberi rekomendasi calon Dewan Pengawas
Syariah (DPS). Konteks pasal 32 UU 21/2008
tentang Perbankan Syariah ini singkron dengan
isi UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
pasal 109 yang juga menyebut institusi “Majelis
Ulama Indonesia” sebagai pihak yang diberi we-
wenang memberi rekomendasi calon DPS pada
setiap perseroan yang “menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah”.

Dengan demikian, melalui Omnibus
Law 2003 Sektor Keuangan, tak ada lagi se-
butan MUI di batang tubuh UU pada sektor
keuangan. Dalam hal ini, UU 21/2008 menjadi
disingkronkan dengan dua UU lain di sektor
keuangan yang tidak secara spesifik menyebut
nama MUI di batang tubuh. Pertama, UU
19/2008 tentang SBSN yang menyebut MUI di
penjelasan saja, tidak di batang tubuh. Kedua,
UU 40/2014 tentang Perasuransian, yang sama
sekali tidak menyebut nama MUI, baik di batang
tubuh maupun di penjelasan UU.

Dalam UU 19/2008 tentang SBSN, di
penjelasan pasal 25, dinyatakan, bahwa “Yang
dimaksud dengan lembaga yang memiliki ke-
wenangan dalam menetapkan fatwa di bidang
syariah adalah Majelis Ulama Indonesia atau

lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.!” Hal
itu untuk menjelaskan isi batang tubuh pasal
25: “Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri
meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian
SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lem-
baga yang memiliki kewenangan dalam pene-
tapan fatwa di bidang syariah.”

Di sini terlihat perbedaan UU 19/2008
tentang SBSN dengan UU 21/2008 tentang
Perbankan Syariah, dalam hal lembaga oto-
ritas fatwa. Menurut penjelasan UU SBSN,
institusi yang diberi wewenang menetapkan
fatwa tentang Prinsip Syariah bukan hanya
MUI, sebagaimana isi UU 21/2008 tentang
Perbankan Syariah, tetapi ada opsi lembaga
satu lagi, yang disebut sebagai “lembaga lain
yang ditunjuk Pemerintah”.

Sementara itu, UU 40/2014 tentang Per-
asuransian, pasal 1 angka (3), tidak menyebut
lembaga khusus otoritas fatwa prinsip syariah
tentangasuransi: “Prinsip Syariah adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perasuransian
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lem-
baga yang memiliki kewenangan dalam pene-
tapan fatwa di bidang syariah.” Penjelasan pasal
1 angka (3) ini menyatakan, “Cukup Jelas.” Juga
tidak ada penjelasan lanjutan, apakah otoritas
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itu hanya MUI atau bisa dengan alternatif
lembaga lain.

Maka itu, sebelum Omnibus Law 2023,
model kelembagaan otoritas syariah pada sek-
tor keuangan terdapat dua corak. Pertama, tipe
terbuka atau majemuk, dimana dalam hukum
tertulis (law in the book), otoritas syariah bisa
diberikan pada lebih satu institusi, meskipun
dalam praktiknya (law in action), otoritas
syariah yang berfungsi dan dijadikan referensi
fatwa, hanya MUL Tipe terbuka ini dinyatakan
dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)'*3 dan UU No.
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.’>*

Kedua, tipe tertutup atau seragam, bahwa
otoritas syariah terpadu dan diatribusikan ke-
pada satu pihak tertentu. Di sinilah posisi UU No.
21/2008 tentang Perbankan Syariah.'>> Hal itu
secara memadai disebutkan dalam Penjelasan
Umum UU 21/2008 ”"Sebagai undang-undang
yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam
Undang-Undang ini diatur mengenai masalah

153 Pasal 25 UU 19/2008 tentang SBSN.

154 Pasal 1 angka (3) UU 40/2014 tentang Perasuransian.

155 Bagian "Penjelasan Umum”. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang
Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 nomor
94 dan TLNRI 4867

kepatuhan syariah (syariah compliance) yang
kewenangannya berada pada Majelis Ulama In-
donesia (MUI) yang direpresentasikan melalui
Dewan Pengawas Syariah (DPS).” Di sini eksplisit,
bahwa pemegang otoritas syariah adalah MUI.

Omnibus Law dengan UU 4/2023 telah
melakukan konsolidasi terhadap fragmentasi
dua model otoritas syariah tersebut. Dimana
redaksi yang digunakan dalam batang tubuh
UU P2SK mengikuti model UU 19/2008 dan UU
40/2014, yang tidak menyebut nama lembaga
spesifik. Adapun dalam penjelasan UU, Omnibus
Law meneguhkan spirit model UU 21/2008
yang memberikan orotitas syariah pada satu
institusi, yakni MUL

Dalam Bab Ketentuan Penutup, Pasal 337
huruf H UU P2SK, dinyatakan bahwa pada saat
UU ini berlaku, maka “semua istilah “Majelis
Ulama Indonesia” yang sudah ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku dalam perundang-
undangan di sektor keuangan dibaca sebagai
“lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah”.

Itu bentuk konsolidasi redaksional “ba-
hasa hukum” terkait pihak pemegang otoritas
syariah. Dalam batang tubuh UU, semua klausul
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terkait otoritas syariah tidak menyebut lemba-
ga spesifik, namun berupa predikat dan karak-
teristik: “lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Konsolidasi itu setidaknya dilakukan UU
P2SK dengan menekankan tigas aspek. Pertama,
aspek terkait pihak yang berwenang mengeluar-
kan atau menetapkan prinsip syariah, melalui
fatwa, yang disinkronkan menjadi oleh “lembaga
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fat-
wa di bidang syariah”. Kedua, aspek terkait pihak
yang berwenang merekomendasikan Dewan
Pengawas Syariah (DPS), dimana dalam UU P2SK
ini diletakkan dalam bab terkait Jasa Pembiayaan
(pasal 110) dan Dana Pensiun (pasal 144).

Ketiga, aspek terkait mekanisme trans-
formasi prinsip syariah dari fatwa menjadi
peraturan, dimana ditekankan bahwa otoritas
regulasi wajib berkoordinasi dengan otoritas
syariah. Hal ini ditekankan dalam bagian terkait
perbankan syariah (pasal 26), perasuransian
(pasal 52 angka 2), dan inovasi teknologi sektor
keuangan (penjelasan pasal 214 ayat 2).

Setelah konsolidasi klausul otoritas sya-
riah, baik melalui, (1) pasal terkait definisi dan
sumber Prinsip Syariah; (2) pasal terkait pem-

beri rekomendasi dewan pengawas syariah (3)
pasal terkait mekanisme transformasi prinsip
syariah dari fatwa menjadi peraturan, serta
(4) sinkronisasi perubahan semua istilah MUI
menjadi “lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah”, UU
P2SK kemudian dalam penjelasan Ketentuan
Penutup pasal 337 huruf (h), menyatakan, bahwa,
“yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah” sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini adalah Majelis Ulama Indonesia”.

Penjelasan demikian lebih fokus dan mem-
beri kepastian hukum dibandingkan Penjelasan
Pasal 25 UU SBSN 2008 yang menyebut otoritas
syariah secara mendua berupa: “Majelis Ulama
Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pe-
merintah”. Substansi penjelasan UU P2SK itu
mengukuhkan substansi penjelasan umum UU
Perbankan Syariah 21/2008, bahwa, “dalam
Undang-Undang ini diatur mengenai masalah ke-
patuhan syariah (syariah compliance) yang ke-
wenangannya berada pada Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan
Pengawas Syariah (DPS).”

Intinya, pasca Omnbus Law 2023 melalui
UU P2SK, model otoritas syariah dalam hukum
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perbankan, sebagaimana digambarkan dalam
UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, yang
terpadu dan terunifikasi di MUI, mengalami
pengukuhan, dan perluasan pemberlakuan ke
sektor keuangan di luar perbankan.

Tabel 2
PERUBAHAN PASCA OMNIBUS LAW 2023
PASAL 26 YANG BERMUATAN OTORITAS
SYARIAH

Ayat UuU 21/2008 UU 4/2023 P2SK
Perbankan Syariah

1 Kegiatan usaha Kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Pasal 20, dalam Pasal 19 sampai
dan Pasal 21 dan/atau dengan Pasal 21A dan/
produk dan jasa syariah, atau produk dan jasa
waijib tunduk kepada syariah wajib tunduk

Dalam rangka penyusunan
Peraturan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bank
Indonesia membentuk
komite perbankan syariah.

Penyusunan peraturan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus
dikoordinasikan oleh
otoritas terkait dengan
lembaga yang memiliki
kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang
syariah.

Ketentuan lebih

lanjut mengenai tata

cara pembentukan,
keanggotaan, dan tugas
komite perbankan syariah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

Dalam rangka penyusunan
peraturan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
otoritas terkait dapat
membentuk komite
perbankan syariah, yang
ketentuannya diatur lebih
lanjut dalam peraturan
masing-masing otoritas.

PASAL PENTING TERKAIT

UU 4/2023 tentang P2SK

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 337, Huruf h

dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam

Peraturan Bank Indonesia.

Prinsip Syariah. kepada Prinsip Syariah.
2 Prinsip Syariah sebagaimana | Prinsip Syariah
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud
difatwakan oleh Majelis pada ayat (1) ditetapkan
Ulama Indonesia. oleh lembaga yang
memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di
bidang syariah.
3 Fatwa sebagaimana Prinsip Syariah

sebagaimana

dimaksud pada ayat

(2) ditindaklanjuti oleh
otoritas terkait dengan
membentuk peraturan
untuk mengatur kegiatan
usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pada saat UU ini mulai berlaku: semua istilah “Majelis Ulama
Indonesia” yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku
dalam perundang-undangan di sektor keuangan dibaca sebagai

“lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di
bidang syariah”.

Penjelasan Ketentuan Penutup Pasal 337 Huruf h

yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah” sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Majelis Ulama
Indonesia”.
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1. Penguatan Sharia Governance

Framework Hukum Perbankan
Setelah terjadi konsolidasi otoritas
syariah di sektor keuangan pasca Omnibus
Law melalui UU P2SK 4/2023, perdebatan
tentang siapa pemegang otoritas syariah
tidak lagi menjadi isu utama. Fokus berikut-
nya lebih ke penguatan kerangka tata kelola
syariah dalam rangka memastikan kepa-
tuhan pada prinsip syariah yang ditetap-
kan oleh otoritas fatwa yang sudah dikon-
solidasi sebelumnya di Omnibus Law 2023.

Dalam koteks ini, lahirnya Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 tahun
2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah pada 15 Februari 2024 adalah
momentum baru yang penting dicatat.
Konsideran POJK ini menyebut, “dengan
semakin meningkatnya peran perbankan
syariah dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional, diperlukan
penguatan tata kelola syariah pada bank
umum syariah dan unit usaha syariah”. POJK
ini merupkan tindak lanjut dari perintah
UU P2SK pasal 266 terkait “Tata Kelola yang
Baik”, dimana Kketentuan lebih lanjutnya
diatur dalam POJK.

Dinyatakan dalam penjelasan umum
POJK 2/2024, bahwa perbankan harus
dapat beroperasi dengan menerapkan
tata kelola yang baik (good corporate
governance) dalam setiap kegiatan usa-
hanya. Pada bank syariah, penerapan
tata kelola yang baik itu tidak terbatas
pada sistem tata kelola secara umum,
tetapi juga dalam penerapan Prinsip
Syariah. “Tujuan utama Tata Kelola Sya-
riah adalah untuk menjaga kepatuhan
terhadap Prinsip Syariah yang merupakan
raison d’etre bagi institusi keuangan sya-
riah,” demikian salah satu penegasan pen-
jelasan umum yang menandaskan relasi
kuat antara “Tata Kelola Syariah” dan
“Kepatuhan Syariah”.

Ditambahkan dalam penjelasan
umum POJK ini, bahwa kehadiran sis-
tem Tata Kelola Syariah yang andal sa-
ngat penting untuk memastikan, bah-
wa pelaksanaan kegiatan bank tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Standar atau indikator kinerja utama
(Key Performance Indicators) pada level
hukum normatif itu berkorelasi dengan
dinamika di tingkat empiris, yakni bah-
wa jaminan “tidak bertentangan dengan
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Prinsip Syariah” itu dalam rangka “men-
jaga kepercayaan masyarakat” terhadap
perbankan syariah yang pada akhirnya
akan dapat berdampak pada kinerja per-
bankan syariah.

POJK 2/2024 mengatur kewajiban
bank dalam menerapkan Tata Kelola Sya-
riah--dalam beberapa literatur, biasa di-
sebut sebagai “Sharia Governance”. Bank
wajib memiliki kerangka tata kelola sya-
riah--sejumlah studi menyebut dengan
frase “Sharia Governance Framework”.
POJK POJK 2/2024 menyebutkan, bahwa
kerangka tata kelola syariah itu diwujud-
kan paling sedikit melalui lima hal: (1) pe-
laksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
(2) penerapan fungsi kepatuhan syariah;
(3) penerapan fungsi manajemen risiko
syariah; (4) penerapan fungsi audit intern
syariah; (5) dan pelaksanaan kaji ulang
ekstern terhadap tata kelola syariah.

Butir kelima, kaji ulang ekstern ter-
hadap penerapan tata kelola syariah,
ruang lingkupnya itu berisi “pendapat ten-
tang efektivitas” atas proses dan beberapa
fungsi yang mencakup paling sedikit enam
hal berikut: (1) proses Tata Kelola Syariah;

(2) fungsi DPS dan fungsi pendukung DPS;
(3) fungsi kepatuhan syariah; (4) fungsi
manajemen risiko syariah; (5) fungsi
audit intern syariah; dan (6) tindak lanjut
atas temuan ketidakpatuhan terhadap
prinsip syariah. Panduan lanjutan ini ter-
tuang dalam Surat Edaran OJK No. 15/
SEOJK.03/2024 tentang Penerapan tata
kelola syariah bagi Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah, bagian VL.

Darilima hal perwujudan “Kerangka
Tata Kelola Syariah” dalam POJK 2/2024
itu, sebelumnya, UU 21/2008 baru mem-
beri fokus pada dua hal pertama: (1) tugas
DPS; dan (2) masalah kepatuhan syariah.
Dalam Penjelasan Umum UU 21/2008
dikemukakan, bahwa sebagai UU yang
khusus mengatur perbankan syariah,
setelah menegaskan bahwa kewenangan
(otoritas) masalah kepatuhan syariah
(syariah compliance) berada pada MUI,
kemudian menjelaskan, bahwa otoritas
itu direpresentasikan melalui DPS, yang
harus dibentuk pada masing-masing
bank. Dua elemen yang menjadi tekanan
UU 21/2008 tersebut kemudian dikonso-
lidasikan secaralebih terpadu dalam POJK
2/2024, dengan tiga aspek berikutnya:

201

BAB Il
OTORITAS
SYARIAH
DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA




202

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH

DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

(1) manajemen risiko syariah, (2) audit
intern syariah; dan (3) kaji ulang ekstern
terhadap tata kelola syariah.

UU 21/2008 tentang Perbankan
Syariah menggunakan istilah “Tata Kelo-
la yang Baik” (pasal 34), yang dalam li-
teratur biasa disebut “Good Governance’.
Dalam pada itu, UU 4/2023 tentang P2SK,
yang merevisi beberapa pasal dalam UU
21/2008, juga tetap menggunakan isti-
lah “Tata Kelola yang Baik” (pasal 266),
yang ketentuan lebih lanjutnya diatur
dalam POJK. Setahun kemudian, POJK
2/2024 mengembangkan dengan istilah
“Kerangka Tata Kelola Syariah”. Begitu pula
istilah “Manajemen Risiko” dalam konteks
perbankan syariah yang digunakan pada
UU 21/2008 dan UU 4/2023, kemudian
dikembangkan menjadi istilah “Manaje-
men Risiko Syariah” dalam POJK 2 /2024.

Sebagai gambaran garis besar isi
POJK No. 2/2024, berikut dijelaskan pem-
bagian babnya:

BabI : Ketentuan Umum
Bab Il : Penerapan Prinsip Syariah dan
Kerangka Tata Kelola Syariah

Bab III : DPS

Bab IV : Fungsi Kepatuhan Syariah, Ma-
najemen Risiko Syariah, Audit
Intern Syariah, dan Kaji Ulang
Ekstern Terhadap Tata Kelola
Syariah

BabV : Laporan Pelaksanaan Tata Ke-
lola Syariah dan Penilaian Pe-
nerapan Tata Kelola Syariah

Bab VI : Tindak Lanjut Ketidakpatuhan
terhadap Prinsip Syariah

Bab VII : Ketentuan Lain-Lain

Bab VIII : Ketentuan Peralihan

Bab IX : Ketentuan Penutup

POJK Tata Kelola Syariah 2/2024
ini, dalam penjelasan umumnya, juga
menyebut diri “menjadi payung” bagi
peraturan terkait penerapan Tata Kelola
Syariah bagi Perbankan Syariah. Sebagai
“payung peraturan” Tata Kelola Syariah
bagi Perbankan Syariah, ada tujuh klausul
terkait lima hal pewujudan Tata Kelola
Syariah, yang POJK ini memerintahkan
untuk ditetapkan lebih lanjut oleh OJK,
dengan redaksi, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai ... ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan”.
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Dari tujuh klausul itu, tiga klausul
berupa ketentuan terkait DPS: (1) pe-
nilaian kemampuan dan kepatutan ca-
lon anggota DPS (pasal 8); (2) tugas dan
tanggung jawab DPS (pasal 20); (3) la-
poran hasil pengawasan DPS (pasal 21).
Empat klausul berikutnya berkaitan de-
ngan: (1) fungsi kepatuhan syariah (pasal
37); (2) fungsi manajemen risiko syariah
(pasal 38); (3) fungsi audit intern syariah
(pasal 39); dan (4) kaji ulang ekstern
terhadap penerapan tata kelola syariah
(Pasal 40).

Selain menjadi payung regulasi
tata kelola syariah, dalam penjelasan
umumnya, POJK ini juga menempatkan
diri sebagai “pembaruan pengaturan”
mengenai penerapan tata kelola syariah
di sektor perbankan syariah. POJK ini me-
nandaskan, bahwa penerapan Tata Kelola
Syariah dapat dilakukan dalam “seluruh
aktivitas usaha dan lines of defense” per-
bankan syariah. Harapannya, ini semua
akan bermuara pada “penguatan identitas
dan daya saing” perbankan syariah, serta
mendukung “pertumbuhan ekonomi na-
sional yang inklusif dan berkelanjutan”.

2. Peningkatan Peran dan Wewenang
Dewan Pengawas Syariah

Dari lima hal pewujudan “Kerangka
Tata Kelola Syariah”, klausul tentang DPS
dituangkan dalam bab tersendiri, di Bab
III, sementara empat aspek Tata Kelola
Syariah lainnya disatukan pada Bab IV.
Konsideran POJK 2/2024 ini memang
secara khusus menggarisbawahi peran
DPS, “perlu dilakukan peningkatan kewe-
nangan dan peran Dewan Pengawas
Syariah dalam penerapan tata kelola sya-
riah di bank umum syariah dan unit usaha
syariah.

Bab tentang DPS terbagi dalam
sembilan bagian yang dirinci menjadi
29 pasal (pasal 8-36). Sembilan bagian
itu, mulai tentang kriteria, independensi,
remunerasi, sampai ancaman sanksi ad-
ministratif. Berikut rinciannya: (1) Posisi,
Jumlah, dan Kriteria DPS; (2) Independensi
DPS; (3) Masa Jabatan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian DPS; (4) Tugas, Tanggung
Jawab, dan Wewenang DPS; (5) Dukungan
Direksi dan Dewan Komisaris terhadap
Pelaksanaan Tugas DPS; (6) Rapat DPS; (7)
Aspek Transparansi DPS; (8) Remunerasi
DPS; dan (9) Sanksi Administratif.
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Jenis sanksi administratif yang di-
cantumkan dalam POJK ini terdiri 6 hal:
(1) teguran tertulis; (2) larangan mener-
bitkan produk bank baru; (3) pembekuan
kegiatan usaha bank tertentu; (4) larangan
melakukan ekspansi kegiatan usaha; (5)
larangan melakukan kegiatan usaha baru;
dan/atau (6) penurunan penilaian faktor
tata kelola dalam penilaian tingkat kese-
hatan bank.

Sedemikian luasnya lingkup penga-
turan terkait DPS dalam POJK 2/2024 ini,
dikarenakan salah satu spirit UU 4/2023
P2SK, yang menjadi induk POJK Tata Kelola
Syariah ini, adalah peningkatan peran DPS
sebagai “pihak” dalam Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah, dengan tugas peng-
awasan penerapan prinsip syariah.

Penting dicermati, bahwa UU
4/2023 P2SK, dengan skema Omnibus
Law, melakukan perubahan beberapa
pasal dalam UU 21/2008 Perbankan Sya-
riah. Salah satunya terkait “kedudukan
DPS”, yang dalam UU 21/2008, terkait
“Pihak Terafiliasi” (Pasal 1 angka 15), ti-
dak berada satu klaster (a) bersama ko-
misaris dan direksi, tapi berada di klaster

(b) bersama akuntan publik dan konsultas
hukum, sebagai “pihak yang memberikan
jasanya kepada bank syariah atau UUS".
Halitu lalu diubah dalam UU P2SK 4 /2023
Bagian Ketiga Perbankan Syariah (Pasal
15), dimana DPS menjadi satu klaster (a)
bersama komisaris dan direksi.

Dalam POJK 2/2024 Bab III tentang
DPS, dinyatakan, “anggota DPS ditetapkan
sebagai pihak utama bank” (pasal 8 ayat
1). Status itu “mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2025” (pasal 8 ayat 5). Sebagai
“Pihak Utama”, DPS menjadi sama dengan
komisaris dan direksi. “Anggota DPS me-
rupakan pihak utama bank sebagai pi-
hak utama pengurus sebagaimana ang-
gota Direksi dan anggota Dewan Komi-
saris,” demikian penjelasan pasal 8 ayat
1 POJK 2/2024. Dengan status itu, salah
satu implikasinya adalah pada kebijakan
remunerasi DPS yang wajib memperha-
tikan “proporsionalitas terhadap remu-
nerasi Dewan Komisaris” (pasal 35 ayat 2
huruf b).

Surat Edaran OJK No. 15/
SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata
Kelola Syariah, huruf E (Remunerasi DPS),
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memberi panduan, bahwa bank yang me-
miliki rasio remunerasi DPS terhadap re-
munerasi Dewan Komisaris sebesar 20%,
dengan adanya penguatan tugas dan tang-
gung jawab DPS, bank tersebut harus
menyesuaikan rasio remunerasi DPS men-
jadi 40%. Sementara bank yang memiliki
rasio remunerasi DPS terhadap remune-
rasi Dewan Komisaris sebesar 60%, dinilai
telah memperhatikan tugas dan tanggung
jawab DPS sesuai POJK Tata Kelola Syariah,
sehingga bank tersebut dapat memperta-
hankan rasio remunerasi DPS 60% itu. #
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A. OTORITAS PUBLIK DI TANGAN
BADAN HUKUM PRIVAT
ub bab ini mengulas salah satu problem
konseptual yang kerap mengemuka dalam
pembahasan otoritas syariah dalam se-
buah nation-state, yakni, apakah model kerang-
ka kerja tata kelola otoritas syariah (Sharia
Governance Framework) yang memberi kewe-
nangan “memfatwakan atau menetapkan prin-
sip syariah” pada sebuah lembaga non-negara
sekaligus berstatus badan hukum privat, dalam
hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara
konseptual bisa diterima? Mengingat, secara
teoritik, hanya badan hukum publik yang pro-
duk peraturannya mengikat publik.

Dalam literatur ilmu hukum, ada dua
jenis badan hukum dipandang dari segi ke-

wenangannya. Pertama, badan hukum publik
(personne morale), yang mempunyai kewenang-
an mengeluarkan kebijakan publik, baik meng-
ikat umum (algemeen bindend), maupun tidak
mengikat umum (semisal UU APBN). Kedua,
badan hukum privat (personne juridique), yang
tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan
kebijakan publik yang bersifat mengikat masya-
rakat umum.!

MUI, sebagai “wadah musyawarah para
ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim”'*” ma-
suk kategori sebagai badan hukum privat. Ulasan
sub bab ini bertujuan mendiskusikan ketepatan
secara konseptual model otoritas syariah yang
memberi kewenangan dominan dan imperatif
pada lembaga non-negara yang berstatus badan
hukum privat, dalam hal ini MUL

156 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori,
Kritik, dan Praktik, (Jakarta: Jakarta, Rajawali Press, 2009), hal. 93.

157 Pasal 1 ayat (3) Pedoman Dasar (PD) Majelis Ulama Indonesia (MUI),
hasil Munas MUI Juli 2005. Dalam PD MUI hasil Munas MUI 2020 yang
ditetapkan pada 26 November 2020, hal tersebut dicantukan dalam Pasal
4 tentang “Fungsi dan Peran”. Disebutkan lima fungsi MUI: (a) Sebagai
wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam
mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; (b)
Sebagai wadabh silaturahim para ulama, zuama dan cendekiawan muslim
untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang
ukhuwah Islamiyah; (c) Sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah
Islamiyah; (d) Sebagai wadah yang mewakili umat [slam dalam hubungan
antar umat beragama, untuk menggalang ukhuwah wathaniyah dan
ukhuwah insaniyah;(e) Sebagai pemberi fatwa (mufti) kepada umat
Islam, negara dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. (f)
Sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.
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Secara empiris dan historis, MUI sudah
lama menjalankan peran penting dalam sejarah
perbankan syariah di Indonesia, dengan melahir-
kan serangkaian fatwa bidang perbankan syariah.
Namun kedudukan MUI memasuki fase baru
setelah lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008. Meski
MUI bukan badan hukum publik, bukan bagian
lembaga kenegaraan, MUI pasca UU tersebut,
diberi otoritas menetapkan prinsip syariah, yang
secara tidak langsung kemudian mengikat publik,
sehingga MUI menjalankan peran layaknya badan
hukum publik. Sebelum berlakunya UU Nomor 21
Tahun 2008, fatwa MUI dalam perumusan regu-
lasi tidak bersifat mengikat.

Sebelum berlakunya UU 2/2008, fatwa
MUI sudah banyak yang diserap oleh regulator
menjadi regulasi, tapi formula penyerapannya
tergantung kebijakan regulator. Ada fatwa yang
diserap secara utuh, ada pula yang diserap seca-
ra parsial, dan ada juga yang tidak diserap sama
sekali.'*®

Mekanisme penyerapan fatwa yang de-
mikian itu, sejalan dengan hakikat dasar fat-

158 Lihat tesis Sholahudin Al Aiyub, Analisis faktor-Faktor Keorganisasian
yang Berhubungan dengan Kinerja Dewan syariah Nasional- Majelis Ulama
Indonesia, Tesis Master, Pascasarjana Ul, Desember 2006. Lihat juga Asrori S.
Karni, “Fatwa Moderat Berdaya Ikat’, Majalah GATRA, Edisi Khusus Lebaran
2007, Nomor 48 Tahun XIII, tanggal 24 Oktober 2007, hal. 76-77.

wa sebagai produk hukum Islam yang tidak
mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat me-
matuhi fatwa MUI Status fatwa setara legal
opinion.’®® Berbeda dengan putusan hakim
(qadhi) dan peraturan perundang-undanganan
(qanun) yang dalam literatur ilmu hukum Islam,
dinilai mengikat dan bisa memaksa.'*°

Semenjak berlakunya UU Nomor 21 Tahun
2008, fatwa MUI diformalkan menjadi rujukan
resmi dalam penyusunan peraturan tentang
prinsip syariah. Berikut bunyi pasal 26 dalam UU
tersebut yang menempatkan fatwa MUI sebagai
rujukan:

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21
dan/atau produk dan jasa syariah, wajib
tunduk kepada Prinsip Syariah.

(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ula-
ma Indonesia.

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam Peraturan Bank In-
donesia.

159 Husein Mansur, Al-Madkhal Ila al-Qanun: al-Kitab al-Awwal al-Qaidah al-
Qanuniyah (Beirut: Dar a-Nahdhah al-Arabiyah, 1995), hal. 22.

160 Yusuf Qardhawi, Al-Figh al-Islami baina al-Ashalah wa al-Tajdid (Kairo:
Maktabah Wahbah, 2003), hal. 49. Hal itu juga diulas dalam Mohammad
Atho Mudzar, Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic
Legal Thought in Indonesia 1975-1988 (Jakarta, INIS, 1993) hal. 2.
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Studi Komparatit komite perbankan syariah.

Negoa e (5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

: : : OTORITAS
Maka itu wajar, bila atas persoalan agama  gugan

yang sama, di kalangan umat Islam bisa muncul

pembentukan, keanggotaan, dan tugas
komite perbankan syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per-
bankan Syariah telah membuat skema yang
menjadikan fatwa MUI “berkekuatan mengikat”,
meskitidaksecaralangsung. Halitubisamenjadi
payung legal-formal bagi daya ikat fatwa MUI.
Sisi lain, secara filosofis, merujuk teori hukum,
lebih khusus teori hukum Islam, penempatan
MUI yang demikian itu mengundang diskusi
tersendiri.

Dalam hal ini, minimal ada dua aspek
problem teoritik yang penting diperhatikan.
Pertama, menurut teori hukum Islam, fatwa ti-
dak berkekuatan mengingat publik luas. Fatwa
sekadar mengikat pihak yang mengeluarkan
fatwa. Produk pemikiran hukum Islam yang
diakui mengikat ada dua: putusan hakim

beberapa fatwa berbeda, dengan argumen yang
sama-sama meyakinkan. Maka secara filosofis
diperlukan kajian mendalam, bila ada fatwa
yang diposisikan mengikat secara publik, atau
seolah mengikat, atau dijadikan rujukan resmi
hukum negara yang berakibat mengikat publik.

Kedua, Indonesia bukan negara Islam, dan
karena itu, tidak dikenal adanya otoritas resmi
dalam fatwa keagamaan. Berbeda dengan Saudi
Arabia yang mengakui keberadaan lembaga
mufti dan Mesir yang menempatkan fatwa
Syaikh Al Azhar sedemikian kuat. Tak bisa
dibantah, bahwa secara sosiologis MUI diakui
memiliki kompetensi fatwa dan secara historis
MUI produktif melahirkan banyak fatwa, namun
demikian, hal itu tidak lantas menghentikan
pertanyaan konseptual, apakah MUI seharus-
nya menjadi satu-satunya otoritas keulamaan
yang dipandang kredibel mengeluarkan fatwa
di Indonesia.

161 Busthanul Arifin, “Segi Hukum yang Terlupakan”, dalam satria Effendy,
Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi
dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. Xviii.
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Salah satu argumen pertanyaan di atas
adalah, bahwa jauh sebelum MUI didirikan ta-
hun 1975, sudah berdiri sejumlah Organisasi
Kemasyarakatan (ormas) Islam yang jauh lebih
tua, seperti Muhammadiyah (sejak 1912) dan
Nahdlatul Ulama (NU--sejak 1925), untuk me-
nyebut dua contoh ormas Islam terbesar, yang
jauh lebih lama dan juga banyak mengeluarkan
fatwa keagamaan.'®> Akseptabilitas sosial dua
ormas Islam itu juga kuat di mata umat Islam
Indonesia, dan belakangan makin dibuktikan
oleh sejumlah hasil survei nasional, mengingat
keduanya tipe ormas berbasis massa besar
dengan sistem kaderisasi yang mapan dan
mengakar, sementara MUI bukan tipe ormas
berbasis massa, dan diakui MUI sendiri yang
menyebut dirinya sebagai wadah musyawarah
ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Dalam
beberapa kasus, seperti hukum bunga bank,
misalnya, fatwa MUI berbeda dengan fatwa NU
dan Muhammadiyah.'¢3

Selain MUI, Muhammadiyah dan NU, di
berbagai perguruan tinggi, khususnya pergu-
ruan tinggi agama Islam, bertebaran para pro-

162 Fathurahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,
(Jakarta: Logos, 1995).

163 Ibrahim Hosen, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Ul Press:
1996). h. 191.

fesor bidang syariah yang kompetensi dan ke-
pakarannya untuk mengeluarkan fatwa juga
tidak disangsikan. Secara empiris perorangan,
banyak tokoh ormas Islam dan akademisi per-
guruan tinggi tersebut yang tergabung dalam
MUI, menjadi pimpinan dan pengurus. Namun
demikian, hal itu tidak lantas disimpulkan,
bahwa secara kelembagaan, MUI telah bisa
mewakili dan menggantikan eksistensi ormas
Islam dan perguruan tinggi. Karena belum ada
standar mapan yang diterima secara konsensus
oleh para stakeholders terkait, atau juga standar
legal, yang mengatur mekanisme rekrutmen
para tokoh kompeten dari ormas Islam dan
dunia akademik, untuk bergabung ke MUI, dan
lebih khusus lagi ke bidang di MUI yang me-
miliki otoritas mengeluarkan fatwa.

Dari segi daya ikat keputusannya, posisi
fatwa MUI yang dinyatakan sebagai rujukan
hukum positifitu, tetap menyimpan pertanyaan,
mengingat kedudukan MUI yang bukan lemba-
ga negara. Dari situlah, mengapa muncul ga-
gasan yang ditawarkan Naskah Akademik RUU
Perbankan Syariah tahun 2007, usulan DPR,
yang mengusulkan model pemegang otoritas
fatwa prinsip syariah berupa lembaga yang
menjadi bagian bank sentral atau otoritas jasa
keuangan.
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Dengan kata lain, otoritas fatwa prinsip
syariah, dalam pandangan mereka, seharusnya
berkategori badan hukum publik, agar secara
hukum, Kketetapan badan itu dapat mengikat
publik, termasuk dalam pengertian, dijadikan
rujukan satu-satunya otoritas regulasi. Model
otoritas syariah usulan DPR itu mirip praktik
hukum di Malaysia, Pakistan, dan Sudan, yang
menempatkan otoritas fatwa tertinggi berada
di bank sentral. Setelah melalui perdebatan di
DPR, model lembaga yang melekat bank sentral
itu tidak bisa diterima untuk disahkan, dan peran
itu dikukuhkan diberikan kepada MUI, terutama
karena alasan kompetensi, pengakuan sosial, dan
independensi kelembagaan MUI Bila otoritas
syariah bagian lembaga negara, dikhawatirkan
rentan bermasalah dari aspek independensi.

Klausul dalam UU Perbankan Syariah
21/2008 sekilas memberi kesan bahwa fatwa
MUI langsung berkekuatan mengikat. Tapi bila
diperhatikan secara analitik, fatwa itu tidak
bisa langsung diberi status hukum positif dan
berkekuatan mengikat publik. Fatwa itu masih
harus dikelola oleh Komite Perbankan Syariah
untuk diubah menjadi Peraturan BI.

Dengan demikian, cara pandang yang me-
lihat model otoritas syariah versi UU 21/2008

sebagai bentuk pengaburan konsep fatwa
yang bermakna dasar tidak mengikat menjadi
mengikat atau pengaburan kedudukan MUI
yang badan hukum privat seolah menjadi badan
hukum publik, tidak sepenuhnya tepat. Ini pula
yang ditegaskan dalam putusan MK 2022 ketika
menguji materi UU 21/2008, sebagaimana di-
urai di bab sebelumnya.

Kedudukan fatwa MUI dalam penyusunan
kaidah hukum perbankan syariah, pasca ke-
luarnya UU 21/2008, tentu lebih mapan diban-
ding periode sebelumnya. Tetapi, yang pen-
ting dijernihkan, bahwa posisi fatwa MUI tidak
secara otomatis menjadi hukum positif yang
mengikat publik. Lebih tepatnya, fatwa MUI
diposisikan oleh UU menjadi mengikat regu-
lator untuk menjadikannya rujukan dalam pem-
buatan regulasi. Fatwa tidak otomatis berlaku
menjadi regulasi. Diperlukan tahapan peralihan
dari fatwa menjadi Peraturan BI atau OJK yang
dirumuskan oleh Komite Perbankan Syariah,
yang sejak 2024 berubah namanya menjadi
Komite Pengembangan Keuangan Syariah.

Hukum yang yang menyerahkan oto-
ritas fatwa prinsip syariah kepada MUI juga
lebih tepat dipahami dalam kerangka upaya
membangun otoritas fatwa yang lebih inde-
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penden. Hal itu sesuai konteks saat pembahasan
RUU Perbankan Syariah, di mana formula ini
dimunculkan sebagai antitesis terhadap usulan
DPR yang didukung BI, yang menginginkan
otoritas fatwa berada di tangan sebuah dewan
yang menyatu di bank sentral atau otoritas jasa
keuangan. Model usulan DPR itu sama dengan
model yang dianut Pakistan, Malaysia, dan
Sudan.

Model usulan DPR itu dikhawatirkan akan
menimbulkan konflik kepentingan dan meng-
ganggu independensi fatwa. Mengingat, dalam
proses pemutusan fatwa selama ini, kerap ter-
jadi benturan kepentingan antara otoritas re-
gulasi (BI) dan otoritas fatwa (DSN-MUI). Mo-
del akhir yang kemudian disahkan menjadi UU
21/2008 itu mirip yang dianut Bahrain yang
merujuk fatwa dari badan independen di luar
negara, bahkan skalanya tingkat internasional,
yaitu Accounting and Auditing Organisation for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Jalan kompromi model UU 21/2008 itu
secara legal formal, telah bisa menyelesaikan
problem legalitas dan daya ikat fatwa MUI.
Meski hakikat fatwa tidak mengikat, tapi secara
legal formal, UU 21/2008 memberikan atribusi
sedemikian rupa pada MUI, melalui proses

transformasi ke dalam regulasi, dengan fasilitas
KPS, sehingga kemudian menjadi regulasi yang
bisa mengikat publik. Skema ini dikukuhkan
putusan MK tahun 2022 dan dimapankan da-
lam UU P2SK 4/2023.

Di sini berarti, karakteristik dasar fatwa
yang tidak mengikat publik, tetap pada kon-
sepsi dasarnya. Sisi lain, otoritas regulasi, juga
tidak dilangkahi, tetap diberi wewenang mem-
bentuk regulasi, dengan merujuk bahan hukum
materiil dari fatwa MUI tentang prinsip sariah.
Dengan ini, aspek kepastian hukum diharapkan
terpenuhi. Walhasil, model ini menjadi titik
temu antara upaya menjaga independensi lem-
baga otoritas fatwa dan solusi untuk membuat
substansi fatwa berlaku mengikat publik dalam
bentuk regulasi.

Pemberian kewenangan fatwa sedemi-
kian itu pada MUI juga tak lepas dari kaitan
kesejarahan. Secara historis, MUI adalah wa-
dah yang berperan penting dalam merintis
dan mendorong pembentukan perbankan sya-
riah pertama kali. MUI pula yang mengawal
perjalanan perbankan syariah dengan mem-
produksi puluhan fatwa bidang ekonomi
syariah, lewat organ di bawahnya yang secara
khusus dibentuk untuk membuat fatwa bi-
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dang ekonomi syariah, yakni Dewan Syariah
Nasional (DSN).'** Hal ini menjadi salah satu
pertimbangan MK dalam putusannya yang
dibacakan Agustus 2022, dengan kesimpulan
bahwa skema norma dalam UU 21/2008 itu
tidak bermasalah secara hukum, bahwa dinilai
“tepat dan proporsional”.

Pilihan untuk menyerahkan wewenang
otoritas fatwa pada elemen non-negara, bukan
pada elemen negara, dalam konteks sosiologi
hukum, bisa terhitung relevan, karena lebih
memberi jaminan kemudahan akseptabilitas
publik bagi fatwa itu, karena mendapat legiti-
masi dari aktor-aktor kunci di tengah masya-
rakat. Dalam konsepsi pakar hukum madzhab
sosiologis asal Austria, Eugen Ehrlich (1862-
1922), hukum positif akan bisa berlaku efektif
bila berisikan dan sejalan dengan hukum yang
hidup (living law) dalam masyarakat.'¢

Dengan ungkapan berbeda, tapi subtansi
sama, pakar hukum Amerika, Lawrence M.
Friedman (1998) berpandangan, bahwa pene-
rapan hukum mensyaratkan dukungan “budaya

164 M. Ichwan Sam, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN
MUI, 2006).

165 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema
Keadilan, (Jakarta: Rajawali, 1990), h.108.

hukum” (legal culture), yakni sikap, persepsi,
penilaian, dan harapan warga terhadap hu-
kum.'®¢ Budaya hukum itu akan menentukan
apakah materi hukum akan dipatuhi, ditolak,
atau disalahgunakan. Kata Friedman, “Tanpa
budaya hukum, sistem hukum akan lunglai, mi-
rip ikan mati terkulai dalam keranjang, bukan
ikan hidup yang berenang bebas di laut lepas.”

Sementara itu, dari sudut prinsip lega-
litas, pemberian wewenang membuat kepu-
tusan “semi-mengikat” pada badan hukum
privat, menimbulkan problem teoritik. Bebe-
rapa negara lain mengatasi problem ini de-
ngan membentuk dewan fatwa berkategori ke-
panjangan dari badan hukum publik, dengan
mekanisme diangkat kepala negara. Majelis
Penasihat Syariah (Shariah Advisory Council)
bank sentral Malaysia, selaku otoritas fatwa
tertinggi bidang ekonomi syariah, diangkat oleh
Yang di-Pertuan Agong, selaku kepala negara.
Padahal di luar Majelis Penasihat Syariah masih
ada lembaga fatwa resmi untuk urusan non-
keuangan Islam. Begitu pula di Sudan, berupa
“Komisi Tinggi Pengawas Syariah” (Higher
Sharia Control Commission) yang diangkat
presiden.

166 Lawrence M. Friedman, American law, (New York: WW. Norton), h. 9.
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B. HUKUM NEGARA BERBASIS AGAMA

DENGAN REFERENSI RESMI

Sub bab ini mengulas isu kedua yang ba-
nyak mengemuka, apakah secara konseptual
dan teoritik bisa dinilai tepat, mekanisme pene-
tapan hukum positif oleh organ negara, dalam
hal ini BI atau OJK, dengan cara menjadikan
fatwa MUI sebagai “referensi resmi tunggal’,
sehingga fatwa diperlakukan “seolah mengi-
kat” untuk dipatuhi publik. Sementara, sisi
lain, secara teoritik, fatwa bersifat tidak mengi-
kat, dan sistem hukum Indonesia berciri tidak
mengenal otoritas fatwa syariah resmi-tunggal,
sebagaimana negara-negara teokratis Islam.

Dalam pada itu, banyak lembaga atau per-
orangan yang juga memiliki kompetensi fatwa di
luar MUI, baik di Indonesia, maupun di manca
negara, yang juga layak dijadikan referensi. Me-
kanisme regulasi berbasis agama dengan refe-
rensi resmi demikian itu dikritik kurang sejalan
dengan “asas keterbukaan” dalam proses penyu-
sunan regulasi yang digariskan UU Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yang diubah dengan UU
12/2011,UU0 15/2019, dan UU 13/2022.

Pada sekian kali perubahan UU itu, asas
keterbukaan tidak diubah. Penjelasan Pasal 5

huruf g UU 12/2011 yang memuat asas keter-
bukaan, mengurai, bahwa maksud “asas keter-
bukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, mulai peren-
canaan, penyusunan, pembahasan, penge-
sahan atau penetapan, sampai pengundangan,
“bersifat transparan dan terbuka”. Seluruh la-
pisan masyarakat mempunyai kesempatan se-
luas-luasnya “untuk memberikan masukan” da-
lam Pembentukan Peraturan Perundang-undang-
an. Dalam kerangka itu, regulator dinilai harus
membuka sebanyak mungkin referensi regulasi,
untuk menghasilkan peraturan yang makin baik.

Isu tersebut tampaknya dicoba dijawab
melalui peraturan pelaksana di bawah UU
21/2008, yakni Peraturan BI No. 32/10/
PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah
(KPS), yang berupaya mengembangkan spirit
keterbukaan. Pada klausul menimbang, dije-
laskan, KPS bertugas “melakukan penafsiran
dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan
syariah”. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) menyebut
tugas KPS adalah “menafsirkan fatwa MUI yang
terkait dengan perbankan syariah.” Penjelasan
umum PBI itu menyatakan, tugas KPS dalam
rangka implementasi dan “harmonisasi fatwa”
dan dikatakan berada pada “tahapan penafsiran
dan pemaknaan fatwa”.
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Dengan demikian, tugas KPS dalam me-
nuangkan fatwa menjadi peraturan BI, dijalan-
kan dengan menempuh langkah “penafsiran’,
“pemaknaan”, dan “harmonisasi”. Ini berarti,
ada ruang keterbukaan dalam merumuskan re-
gulasi. KPS tidak menuangkan fatwa menjadi
regulasi tanpa penafsiran, tanpa pemaknaan,
dan tanpa harmonisasi. Dengan kata lain, tugas
KPS dalam menjalankan transformasi fatwa
menjadi regulasi, dikatakan, melakukan peran
harmonisasi, penafsiran, dan pemaknaan fatwa.

Sisi lain, di internal otoritas syariah, me-
kanisme pembuatan fatwa yang dijalankan
DSN-MUI, sudah lama menempuh cara yang
diupayakan senafas dengan asas keterbukaan.
Hal itu dilakukan, antara lain, dengan membuat
komposisi Pleno DSN-MUI terdiri kombinasi
kualifikasi kompetensi dan representasi. Dari
aspek kompetensi, mereka direkrut dari ber-
bagai bidang keahlian yang diperlukan: syariah,
perbankan, hukum, asuransi, keuangan, dan
sebagainya. Dari aspek representasi, sejumlah
anggota lainnya direkrut dengan pertimbangan
mewakili keragaman ormas Islam, sehingga
kemajemukan diharapkan terakomodasi, serta
pendapat dari beragam elemen bisa diserap.

DSN MUI membuat organisasi terdiri
atas Pleno dan Badan Pelaksana Harian
(BPH). Anggota Pleno terdiri kombinasi krite-
ria kompetensi dan representasi. Sedangkan
anggota BPH direkrut berdasarkan kompe-
tensi.'®” BPH bertugas melakukan kajian ber-
basis kompetensi, sedangkan Pleno melakukan
validasi dan mengesahkan menjadi fatwa. DSN
MUI juga membuat prosesdur penetapan fatwa
yang baku dengan berpijak pada pengalaman
panjangnya mengawal perbankan syariah. Pada
akhirnya, fatwa DSN-MUI diharapkan mendapat
legitimasi makin luas dan akseptabilitasnya
makin baik.

[su “referensi resmi” dan “referensi tung-
gal” untuk regulasi bermuatan agama di tengah
kemajemukan warga juga dikupas dalam
pertimbangan putusan MK, yang dibacakan
Agustus 2022, saat menguji UU 21/2008. Se-
tidaknya ada tiga aspek yang dikedepankan
MK. Pertama, kemajemukan itu perlu dikelola
agar tidak menimbulkan kekacauan atau ke-
bingungan masyarakat. Bagi MK, aspek kepas-
tian hukum penting diperhatikan.

167 M. Ichwan Sam dkk (ed), Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: DSN-MUI, 2010).
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Kedua, MUI dengan karakteristik khasnya,
telah menjawab tantangan kemajemukan tadi.
Mekanisme internal MUI dalam menetapkan
fatwa dinilai sudah menempuh proses terbuka,
dengan melibatkan beragam pakar dari berba-
gai latar keilmuan, serta mewadahi perwakil-
an dari berbagai ormas Islam. Ketiga, secara
sosiologis, MUI dinilai cenderung mendapat
pengakuan lebih luas umat Islam lintas ormas,
karena ia wadah musyawarah berbagai ormas
[slam. Sementara fatwa Muhammadiyah, bisa
sulit diterima warga NU. Sebaliknya, fatwa NU,
juga bisa sulit diterima warga Muhammadiyabh.

Sebagaimana diungkapkan dalam bab
sebelumnya, MK berpendapat, fatwa tentang
prinsip syariah dalam kegiatan perbankan
syariah harus “diatur secara eksplisit dalam
undang-undang” dan harus ditegaskan, bahwa
fatwa itu dikeluarkan oleh “satu otoritas aga-
ma Islam” yang “mewakili mayoritas umat
Islam Indonesia”. Bila tidak demikian, MK ber-
pandangan, “sangat mungkin akan menimbul-
kan kekacauan”. Hal itu karena di Indonesia,
terdapat tak kurang dari 60 Ormas Islam yang
memiliki lembaga fatwa dengan metode pem-
bentukan fatwa yang khas dan berbeda satu
dengan lainnya. Masing-masing, dalam ca-
tatan MK, memiliki basis keilmuan agama sen-

diri-sendiri yang sangat mungkin memiliki
perbedaan satu sama lain.

Maka itu, bila fatwa prinsip syariah dalam
perbankan syariah “tidak diatur secara eks-
plisit” dalam UU, untuk ditentukan oleh otoritas
agama yang mewakili umat Islam, sebagai “re-
ferensi resmi”, maka menurut MK, hal tersebut
berpotensi menimbulkan “perbedaan fatwa
terhadap permasalahan yang sama”. Pada
akhirnya, MK menambahkan, hal demikian jus-
tru akan “membingungkan masyarakat” yang
menggunakan jasa perbankan syariah dan akan
menimbulkan “ketidakpastian hukum”.

MK menggarisbawahi, pentingnya fatwa
dari “lembaga terpercaya dan terjaga kredibi-
litasnya” di tengah umat muslim. Penyerahan
otoritas pada MUI dengan kompetensi dan pe-
ran historisnya, MK menyebut ini telah tepat dan
proporsional, dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, MUI dinilai sebagai “salah satu peme-
gang otoritas agama”. Kedua, MUI itu “diakui
umat Islam Indonesia”. Ketiga, MUI itu telah res-
mi “diberikan mandat oleh negara”. Sedangkan
“pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum pera-
turan perundang-undangan’, dilakukan oleh “or-
gan yang mewakili otoritas negara” di bidang
perbankan syariah, dalam hal ini: BI/OJK.
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C. RISIKO TEORITIK OTORITAS PUBLIK
TANPA STANDAR PUBLIK
Subjudulinimengulasisuberikutnyayang

mengemuka seputar topik ini, yakni, apa saja
risiko teoritik yang dikandung lembaga yang
diberi otoritas publik, sebagai otoritas syariah,
sementarakinerja kelembagaannya tidak diatur
oleh peraturan perundang- undangan atau
tidak terdapat kerangka standar akuntabilitas
publik? Formula penyerahan otoritas syariah
pada MUI dalam UU 21/2008 belum disertai
ketentuan komprehensif tentang standar
operasi, mekanisme rekrutmen, kewenangan
rinci, larangan dan kewajiban, serta aspek
prosedural lainnya.

Skema ketentuan demikian pernah di-
persiapkan cukup komprehensif dalam RUU
Perbankan Syariah versi usulan DPR, ketika
hendak menawarkan konsep “DSN-Negara”
yang menjadi bagian bank sentral, sebagai pe-
megang otoritas syariah. Argumentasinya, lem-
baga pemegang otoritas syariah dengan kewe-
nangan sedemikian strategis, perlu dipagari
oleh ketentuan standar operasi.

Sebagai perbandingan, ketentuan tentang
tata kelola DPS, selaku kepanjangan tugas oto-
ritas syariah dalam mengawasi penerapan

prinsip syariah, tersedia dalam UU 21/2008,
meskipun berupa pasal-pasal yang bersifat
umum, tetapi ada klausul yang mendelegasikan
ketentuan rincinya pada peraturan pelaksana.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti melalui dua
Peraturan BI yang memberikan ketentuan
rinci tentang standar operasi DPS. Maka itu,
dipandang perlu juga, adanya regulasi yang
mengatur standar operasi otoritas fatwa sya-
riah, yang menjadi induk DPS.

Catatan berikutnya, otoritas syariah yang
berisi para ulama, ahli dan praktisi yang di-
akui kredibilitas dan reputasinya itu harus
terus dijaga, agar kepercayaan publik makin
kuat, melalui sebuah kerangka tata kelola ter-
tentu, yang dipayungi regulasi. UU 21/2008
Perbankan Syariah dan UU 4/2003 P2SK serta
sejumlah regulasi pelaksana terkait perbankan
syariah sudah sangat lengkap membuat regu-
lasi tentang DPS, tapi belum banyak ketentuan
rinci terkait otoritas fatwa yang diberikan kepa-
da MUI. Ke depan, diperlukan mekanisme “ken-
dali mutu” untuk bisa memastikan terpenuhi-
nya standar operasional otoritas syariah dalam
menjalankan dua atribusi UU: menetapkan
fatwa dan merekomendasikan calon anggota
DPS.
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Selain dipandu pedoman internal MUI,
untuk lebih memberi kepastian hukum bagi
pelayanan publik, tata kelola dan tata kerja oto-
ritas fatwa mulai dipandang perlu untuk juga
dipandu melalui “pedoman eksternal” dari re-
gulasi negara. Sebagaimana dalam hukum ja-
minan produk halal, di mana UU memandu,
batas waktu maksimal penetapan halal dalam
sidang fatwa atas produk yang diajukan indus-
tri, dan bagaimana bila batas waktu itu terlam-
paui. Begitu pula dalam konteks jasa perbank-
an syariah, diperlukan identifikasi, aspek apa
saja terkait mekanisme kerja otoritas fatwa
yang perlu ditopang regulasi. Misal, seputar
standar fatwa yang relevan dengan kebutuhan
pembuatan regulasi. Begitu pula standar kom-
petensi dan integritas anggota otoritas fatwa,
metodologi dalam penggalian hukum (istin-
bath), dan derajat maslahah ‘ammah (kemasla-
hatan umum) yang dikandung fatwa.

Sejauh ini, regulasi yang ada lebih banyak
mengatur tentang tata kelola pasca fatwa
keluar. Hal ihwal terkait tahapan sebelum la-
hirnya fatwa, seperti bagaimana prosedur dan
kode etik pembuatan fatwa, proses rekrutmen
para mufti, kualifikasi dan kriteria kepatutan
dan kelayakan calon anggota otoritas fatwa,
tugas dan kewajiban, masa jabatan, rangkap

jabatan, dan sebagainya, belum menjadi atensi
peraturan perundang-undangan. Sebagai kom-
parasi, di Aceh misal, ada Qonun No. 2/2009
tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU,
sebutan MUI di Aceh). Tentu saja, regulasi ini
dalam batas yang tetap menjaga prinsip inde-
pendensi otoritas fatwa.

Menurut Zulkarnain Sitompul,'*® untuk
menciptakan perbankan yang sehat, prinsip
pengawasan sedemikian penting. Paling tidak,
diperlukan pendekatan dengan tiga pilar
utama, yaitu pengawasan, internal governance,
dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dila-
kukan karena badan pengawasan tidak akan
mampu berpacu dengan kecepatan liberali-
sasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada
instrumen keuangan. Pengawasan yang dila-
kukan oleh otoritas harus dilengkapi pula de-
ngan disiplin internal bank, serta disiplin pasar.

Sedemikian beratnya tantangan fungsi
pengawasan, maka otoritas yang berwenang
menetapkan fatwa dan merekomendasikan
DPS, juga perlu terus dijaga kredibilitas, inde-
pendensi, kompetensi, dan reputasinya. Proses

168 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung: BooksTerrace
& Library, 2006).
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rekrutmen anggota otoritas syariah perlu
melalui mekanisme fit and proper test yang
transparan, kompetitif, fair, dan berstandar
tinggi. Perlu ada mekanisme publik, dipayungi
regulasi, yang menjamin kompetensi para
anggota otoritas syariah, sejak fase rekrutmen
sampai fase kinerja pengambilan keputusan
fatwa dan rekomendasi calon DPS.

Dengan tersedianya kerangka tata kelola
(governance framework) yang memastikan
terjaganya kredibilitas dan reputasi otoritas
syariah, diharapkan bisa menjawab pandangan
yang keberatan terhadap unifikasi atau pe-
nunggalan otoritas syariah. Argumen dasar
pandangan Kkontra unifikasi itu, antara lain,
asumsi bahwa sentralisasi otoritas syariah pada
satu institusi, dikhawatirkan menjadi kurang
akomodatif terhadap kemajemukan madzhab
di tengah masyarakat Indonesia yang bineka.
Kewenangan yang tersentral dikhawatirkan
menjadi sewenang-wenang dan cenderung
berpihak pada kepentingan kekuatan dominan.

Berbagai kekhawatiran itulah yang per-
lu dimitigasi dan dicegah melalui adanya re-
gulasi kerangka tata kelola standar kinerja
otoritas syariah. Dengan demikian, model uni-
fikasi otoritas syariah itu bisa fokus memak-

simalkan keunggulannya, sebagaimana diar-
gumentasikan putusan MK tahun 2022, yakni
memberikan kepastian hukum, mencegah ke-
bingungan masyarakat akibat keragaman fatwa
yang tidak terkonsolidasi, serta menghindari
kekacauan. Sisi lain, orientasi kepastian itu
jangan membungkam keragaman pandangan,
sesuai bunyi konstitusi: “Kepastian Hukum
yang Adil” (pasal 28D ayat 1 UUD 1945).

D. AGENDA PENGUATAN FUNGSI

OTORITAS SYARIAH

Dalam pembahasan awal RUU Perbankan
Syariah tahun 2007-2008, perdebatan tentang
siapa otoritas yang berhak menetapkan fatwa
prinsip syariah, sangatlah krusial. Pergulatan
itu mengerucut pada dua model kelembagaan.
Model pertama, otoritas syariah diusulkan se-
bagai bagian kelembagaan negara, yang dalam
konteks perbankan, adalah bagian BI atau OJK.
Pendekatan ini dijalankan beberapa negara
muslim, seperti Malaysia, Pakistan, atau Maroko.
Model ini dipandang memberikan kelebihan dari
sisi formalisasi hukum dan integrasi regulasi.

Namun, model ini menuai keberatan dari
pemerintah dan beberapa perwakilan organi-
sasi keulamaan, karena dikhawatirkan akan
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menimbulkan bias politik dan mengancam
independensi otoritas fatwa. Dalam konteks
Indonesia, pendekatan ini dinilai terlalu inte-
gralistik dan tidak sesuai dengan prinsip
hubungan agama-negara yang simbiotik dan
non-teokratis.

Model kedua, berupalembaganon-negara,
dalam hal ini, mengukuhkan peran MUI yang
sudah berjalan selama ini. Model inilah yang
kemudian dipilih dalam UU 21/2008. Argumen
utamanya adalah legitimasi historis dan so-
siologis MUI sebagai representasi keulamaan
yang telah lama berkiprah dalam fatwa syariah,
khususnya dalam sektor keuangan.

Namun, keberatan terhadap model ini
juga mengemuka. MUI bukan badan hukum
publik, sehingga fatwanya secara teori tidak
bersifat mengikat. Padahal, fatwa di sektor
keuangan tidak hanya berdampak pada individu
muslim, tetapi juga padalembaga keuangan dan
konsumen umum. Ketiadaan kekuatan hukum
yang eksplisit membuat posisi fatwa MUI di-
anggap lemah dalam sistem hukum nasional.

Dalam perjalanan 12 tahun kemudian,
perdebatan panjang mengenai dua model ini
akhirnya menemui titik terang dan mulai ter-

selesaikan. Hal ini ditandai oleh dua peristiwa
hukum penting.

Pertama, adanya Putusan MK Tahun 2022.
Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang
dibacakan pada Agustus 2022 ini, secara tegas
mengukuhkan pilihan hukum Indonesia, yaitu
menempatkan MUI sebagai pemegang otoritas
fatwa prinsip syariah bidang perbankan,
sebagaimana ditetapkan dalam UU 21/2008.
Putusan MK ini menolak permohonan yang
berupaya membatalkan kewenangan MUI, se-
kaligus memberikan legitimasi konstitusional
pada peran tersebut. Ini menjadi titik balik yang
perdebatan pasang surut selama lebih dari satu
dekade.

Kedua, disahkannya UU P2SK No. 4/2023
yang memberi peneguhan peran strategis MUI.
Legitimasi MUI semakin kokoh dengan lahirnya
UU ini yang secara eksplisit memperluas dan
menyeragamkan kewenangan MU, tidak hanya
di sektor perbankan, tetapi di seluruh sektor
keuangan syariah (seperti asuransi, surat ber-
harga, dan inovasi teknologi keuangan). Dengan
demikian, UU ini secara normatif mengakhiri
perdebatan lama dan menegaskan bahwa MUI
adalah pilihan final dan strategis bagi negara
sebagai pemegang otoritas syariah.
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1. Konsolidasi Kewenangan
dan Tantangan Penguatan

Kedua instrumen hukum di atas, Pu-
tusan MK 2022 dan UU P2SK 4/2023 se-
cara bersusulan relatif meredakan polemik
tentang “siapa yang berwenang” dan me-
ngukuhkan MUI sebagai the final authori-
ty dalam penetapan fatwa tentang prinsip
syariah di sektor keuangan di Indonesia.

Setelah fase konsolidasi kewenang-
an selesai, pertanyaan strategis berikut-
nya bergeser ke bagaimana MUI mengelo-
la otoritasnya secara profesional, terbuka,
dan akuntabel. Dengan berakhirnya per-
debatan tentang “siapa” pemegang oto-
ritas fatwa, fokus berikutnya harus ber-
geser pada “bagaimana” peran tersebut
dapat dioptimalkan. Ada dua aspek pen-
ting yang perlu dikembangkan untuk
penguatan peran, fungsi, dan wewenang
otoritas syariah ke depan:

Pertama, di level hukum normatif,
berupa membangun kerangka tata kelola
otoritas syariah yang profesional. Kewe-
nangan yang besar menuntut tanggung
jawab yang sama besarnya. Oleh karena
itu, diperlukan kerangka tata kelola yang

lebih formal dan terstruktur untuk men-
jaga integritas dan profesionalisme oto-
ritas syariah.

Hingga saatini, belum ada peraturan
turunan formal dari UU P2SK yang secara
rinci mengatur prosedur Kkerja, standar
operasional, atau kode etik bagi otoritas
fatwa syariah. Regulasi ini penting untuk
memastikan konsistensi, objektivitas, dan
akuntabilitas dalam setiap proses pe-
netapan fatwa.

Negara seperti Malaysia menerap-
kan Shariah Governance Framework di
bawah Bank Negara Malaysia dengan
prosedur yang ketat, dokumentatif, dan
profesional. Di Pakistan, rotasi dan pe-
latihan anggota otoritas syariah diatur
dengan mekanisme pengawasan ber-
lapis. Pelajaran dari negara-negara ini
menunjukkan bahwa regulasi yang kuat
tidak harus berarti intervensi. Sebaliknya,
ia bisa menjadi instrumen penguatan ke-
lembagaan yang menjaga profesionalitas
dan independensi fatwa.

Tata kelola yang kuat akan menjadi
benteng untuk menjaga integritas para
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ulama dan ahli di dalam lembaga otoritas
syariah. Tanpa sistem tata kelola internal
dan eksternal yang memadai, kredibilitas
lembaga fatwa akan menghadapi perta-
ruhan yang bisa di luar dugaan.

Kedua, di level hukum empirik, per-
lu terus diperkuat ekosistem dinamis
dan responsif. Fatwa yang berkualitas
tidak hanya sahih secara syariah, tetapi
juga relevan dan aplikatif di lapangan.
Ini membutuhkan ekosistem yang terbu-
ka untuk kolaborasi dan pertukaran in-
formasi secara kontinu antara berbagai
pihak.

UU P2SK dengan semangat baik telah
mengamanatkan pemapanan pola koor-
dinasi antara otoritas regulasi dan otoritas
syariah, yang sudah juga dirintis dalam
UU 21/2008, antara lain melalui fasilitasi
Komite Perbankan Syariah (KPS), yang ke-
lembagaannya terus dikembangkan.

Diperlukan pengembangan dan pe-
nguatan forum-forum dialog yang terlem-
baga antara otoritas syariah, OJK, BI, dan
pelaku industri. Dengan demiian, proses
transformasi fatwa menjadi regulasi (tagnin

al-fatwa) menjadi agenda kolaborasi yang
produktif dan berkelanjutan.

Fatwa yang inovatif bisa menemui
tantangan besar di lapangan jika tidak
memperhatikan kompleksitas realitas
bisnis. Oleh karena itu, otoritas syariah
juga harus terus secara rutin mencermati
umpan balik dari pelaku usaha syariah.
Forum-forum seperti ljtima Sanawi DPS
sangat penting untuk terus menampung
masukan tersebut, menjembatani antara
norma hukum dan praktik bisnis di
lapangan.

Melalui dialog dan umpan balik
ini, fatwa di bidang mu’amalat yang di-
namis ini, akan terus adaptif dan rele-
van terhadap perkembangan zaman,
sesuai spirit kaidah i‘adah an-nadhar
(peninjauan ulang) dan tahqiq al-manat
(verifikasi konteks). Fatwa syariah tidak
bisa dihasilkan secara isolatif. Ia harus
menjadi hasil dialog antara teks dan
konteks.

Dengan selesainya perdebatan kons-
titusional tentang kewenangan MUI, kini
tantangannya adalah membuktikan bah-
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wa otoritas tersebut bisa berjalan secara
modern, profesional, dan terpercaya. Kre-
dibilitas fatwa bukan hanya terletak pada
kesahihan fikih, tetapi juga pada kemam-
puannya menavigasi kompleksitas dunia
keuangan yang terus berubah.

Otoritas syariah dituntut tidak ha-
nya menjadi penafsir teks, tetapi juga
juru bicara kebutuhan zaman. Maka,
membangun sistem fatwa yang adaptif
dan terstruktur adalah keniscayaan. In-
donesia punya kesempatan besar untuk
menjadi pemimpin dalam inovasi tata
kelola fatwa keuangan syariah global—
selama ia mampu menggabungkan tradisi
keilmuan klasik dengan tata kelola kelem-
bagaan modern.

2. Pelembagaan Ulama dalam Qanun Aceh:
Pelajaran Eksperimen Lokal

Dalam lanskap politik dan sosial
Indonesia sebagai negara demokratis
dengan populasi muslim terbesar, peran
ulama dan lembaga keagamaan menjadi
sangat sentral, serta menghadapi tan-
tangan konstitusional dan kultural. Se-
bagai negara mayoritas Muslim, namun
bukan negara Islam, Indonesia harus

mendesain relasi yang tepat antara lem-
baga fatwa ulama dan negara: menjaga
independensi, namun tetap memberi pe-
ran strategis dalam proses legislasi dan
kebijakan publik.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Ula-
ma (MPU) menjadi studi kasus dan ba-
han komparasi lokal yang menarik untuk
menilai kemungkinan relasi ini dilem-
bagakan secara hukum tanpa kehilangan
legitimasi keagamaan. Qanun ini bukan
sekadar pengakuan, melainkan bentuk
pelembagaan yang mengintegrasikan
MPU ke dalam struktur tata kelola peme-
rintahan daerah. Analisis terhadap model
ini, serta perbandingan dengan praktik
internasional dan nasional lainnya, men-
jadi kunci untuk merumuskan desain
kelembagaan fatwa yang ideal di Indo-
nesia: kuat secara struktural, tetapi tetap
mandiri secara substansial.

Secara eksplisit, Qanun MPU mem-
perlihatkan keberanian politik dan ke-
sungguhan Aceh merumuskan kerang-
ka pelembagaan ulama dalam sistem
pemerintahan, melalui tata kelola yang

243

BAB IV
ANALISIS
PROBLEMATIKA
MENUJU
PENGUATAN
OTORITAS
SYARIAH




244

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH

DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

komprehensif. MPU dibentuk sebagai
lembaga resmi daerah dengan kedu-
dukan di ibu kota provinsi atau kabu-
paten. Fungsinya adalah memberi per-
timbangan terhadap kebijakan daerah
serta memberikan bimbingan ke masya-
rakat sesuai nilai-nilai Islam. MPU secara
definitif diakui sebagai mitra resmi Pe-
merintah Aceh dan DPR Aceh dalam pe-
rumusan kebijakan yang berbasis syariat
I[slam.

MPU memiliki kewenangan mene-
tapkan fatwa dalam isu-isu keislaman
yang terkait pemerintahan, ekonomi,
budaya, sosial, dan syariat. Lembaga ini
juga mengawasi pelaksanaan syariat
Islam oleh pemerintah serta melakukan
riset, publikasi, dan pengkaderan ulama.
Hal ini menjadikan fatwa MPU memiliki
legitimasi hukum sebagai rujukan resmi
di wilayah Aceh.

Struktur MPU terdiri dari berbagai
komponen seperti Majelis Syuyukh, Komi-
si Tematik (Fatwa, Ekonomi, Pendidikan,
Dakwah), Panitia Musyawarah, hingga
Badan Otonom. Seluruhnya dipilih se-
cara musyawarah dan dipayungi dalam

struktur hukum daerah. MPU dibiayai
melalui APBN/APBA/APBK. Tunjangan
pimpinan MPU setara dengan pejabat
struktural, dan status protokoler Ketua
MPU setara dengan Gubernur dalam
acara resmi. Ini menegaskan pengakuan
dan dukungan penuh negara terhadap
kelembagaan ini.

Regulasi ini memunculkan catatan
tentang urgensi dan risikonya. Satu sisi,
formalisasi dinilai penting, namun sisi
lain, dikhawartirkan dapat mengikis in-
dependensi. Ada dilema sentral anta-
ra kebutuhan regulasi dan potensi sub-
ordinasi. Urgensi regulasi ulama, antara
lain, “Menguatkan Otoritas dan Akunta-
bilitas”. Formalisasi kelembagaan ulama
penting untuk memberikan kerangka
hukum yang jelas dan pasti bagi pelaksa-
naan syariat.

Fatwa tidak lagi bersifat personal,
melainkan produk kelembagaan dengan
legitimasi hukum. Qanun ini menciptakan
mekanisme formal untuk sinergi dan
kolaborasi antara ulama dan pemerintah,
serta memastikan akuntabilitas, transpa-
ransi, dan pengawasan dalam tata kelola
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lembaga ulama meningkat, sehingga da-
pat memperkuat integritas dan wibawa
ulama di mata publik. Pendanaan negara
memungkinkan keberlanjutan organisasi
tanpa bergantung pada pihak swasta.
Ulama tidak lagi menjadi entitas eks-
ternal, tetapi bagian dari proses formulasi
kebijakan publik berbasis nilai-nilai
syariat Islam.

Sementara risiko pelembagaan ula-
ma ke dalam pemerinatahan daerah ada-
lah kehilangan independensi. Terdapat
potensi lembaga ulama akan menjadi
subordinat dari pemerintah. Fatwa bisa
dianggap sebagai “produk negara” alih-
alih suara murni para ulama, yang pada
akhirnya dapat merusak kredibilitas dan
reputasi moral lembaga ulama. Lembaga
ulama bisa dianggap sebagai alat peme-
rintah, terutama jika proses seleksi atau
pembiayaan dipolitisasi.

Jika struktur terlalu birokratis, ke-
cepatan dan marwah keagamaan peng-
ambilan fatwa juga dapat berkurang. Pro-
sedur administratif yang terlalu ketat bisa
menghambat kecepatan dan kedalaman
ijtihad. Jika ulama terlalu dekat dengan

kekuasaan, kepercayaan umat bisa luntur
karena dianggap “berpihak.”

Keberadaan Qanun MPU di Aceh
adalah preseden penting, bahwa forma-
lisasi lembaga ulama dapat dilakukan, de-
ngan mitigasi risiko sedemikian rupa, agar
legitimasi sosial keagamaan ulama terus
terjaga. Dari kasus Aceh ini, catatan ke de-
pan bukanlah memilih antara “negara atau
non-negara’, melainkan mendesain posisi
ulama yang “otonom tetapi akuntabel” dan
“formal tetapi tidak birokratis”.

Qanun MPU Aceh adalah labora-
torium awal bahwa pelembagaan ulama
dalam kerangka negara di Indonesia bu-
kan mustahil. Namun, untuk konteks na-
sional, perlu pendekatan lebih fleksibel
dan kontekstual: bukan memilih antara
negara atau masyarakat, tetapi meran-
cang bentuk hibrida yang kuat secara
struktural dan kokoh secara moral. In-
donesia butuh lembaga fatwa yang tidak
hanya menjadi benteng syariah, tetapi
juga navigator moral masyarakat modern.
Tidak terjebak dalam politisasi birokrasi,
juga tidak tercerabut dari ruang publik
dan tata kelola negara.
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3. MUI Bukan “Ormas Biasa”:
Agenda Reposisi Kelembagaan

Dalam narasi publik, MUI sering kali
disamakan dengan organisasi kemasyara-
katan (ormas) lainnya, seperti Nahdlatul
Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Na-
mun, perbandingan lebih mendalam,
baik secara historis, sosiologis, maupun
hukum, menunjukkan bahwa posisi MUI
lebih kompleks dan unik. Menyebut MUI
sebagai “ormas” atau bahkan “LSM” sebe-
narnya mereduksi fungsi unik dan stra-
tegis lembaga ini dalam struktur keaga-
maan dan ketatanegaraan Indonesia.

Jika dicermati lebih dalam, MUI se-
sungguhnya bukan ormas biasa, yang ber-
basis massa, bahkan bisa dikatakan bu-
kan ormas dalam pengertian yang dimak-
sudkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang
Ormas. MUI juga juga bukan organ negara
yang bersifat subordinat. Ia berdiri di anta-
ra dua kutub, yang mengemban peran jem-
batan strategis antara negara dan umat.

Sub bab ini akan memperlihatkan
posisi unik MUI sebagai organisasi ahli
keulamaan yang memiliki status hi-
brida, melalui perbandingan dengan mo-

del pelembagaan MPU di Aceh, analisis
terhadap Pedoman Dasar (PD) MUI, Per-
pres pendanaannya, serta perbandingan
antara UU Perbankan Syariah, UU P2SK,
dan putusan MK. Dengan argumentasi
sosiologis dan fungsional, diperoleh ja-
waban, mengapa MUI “Bukan Ormas
Biasa”? Analisis terhadap sifat dan fungsi
MUI menunjukkan bahwa ia berbeda dari
ormas pada umumnya.

Perbedaan ini terletak pada dua pi-
jakan utama. Pertama, MUI bukan organi-
sasi berbasis massa. MUI tidak memiliki
anggota perorangan layaknya NU yang
memiliki KARTANU atau Muhammadiyah
yang menerbitkan KTAM. Legitimasi MUI
tidak bersumber dari jumlah massa, me-
lainkan dari representasi keilmuan dan
otoritas moral para pimpinan dan pengu-
rusnya --para ulama, zuama, dan cende-
kiawan muslim dari berbagai ormas, per-
guruan tinggi, pesantren, dan MUI daerah.
Ini menjadikan MUI sebagai “organisasi
para ahli” atau “forum konsensus” ulama.

Kedua, MUI memiliki mandat hukum
khusus: Berbeda dengan ormas lain, MUI
secara eksplisit diberi kewenangan oleh
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UU untuk menjalankan fungsi publik
yang spesifik. Misal, UU Perbankan
Syariah 21/2008 yang diubah dengan UU
P2SK 4/2023 memberi wewenang MUI
menetapkan fatwa Prinsip Syariah dan
UU Jaminan Produk Halal (JPH) 33/2014
yang diubah dengan UU Cipta Kerja
6/2023, memberikan otoritas eksklusif
kepada MUI menetapkan fatwa halal.
Hal itu menegaskan bahwa negara telah
mengakui peran fungsional MUI dalam
sistem hukum nasional. Dua pijakan ini
sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa
menyamakan MUI dengan ormas biasa
lainnya adalah sebuah reduksi terhadap
peran strategisnya.

UU Ormas 17/2013 memperjelas
argumen bahwa MUI tidak bisa disama-
kan dengan ormas pada umumnya. Pasal
1 UU Ormas menyebutkan bahwa ormas
adalah organisasi yang “didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara suka-
rela” Meskipun MUI didukung masyara-
kat, kelahirannya tidak sepenuhnya ini-
siatif sukarela dari bawah, melainkan ju-
ga hasil desain sosial-politik di awal Orde
Baru untuk menyatukan berbagai ormas
dan menjadi mitra pemerintah.

UU Ormas menekankan peran or-
mas untuk “berpartisipasi dalam pemba-
ngunan.” Peran ini sangat berbeda dengan
MUI yang diberi kewenangan menentukan
norma hukum di bidang ekonomi syariah
dan jaminan produk halal, yang meru-
pakan sebuah atribusi fungsi publik yang
lebih tinggi dan mengikat, bukan sekadar
partisipasi. MUI berdiri dalam kategori
yang berbeda dengan ormas Islam pada
umumnya, yaitu sebagai lembaga keulama-
an publik yang diberi mandat oleh negara.

MUI menjalani dinamika ganda: an-
taraIndependensiInternal dan Kemitraan
Eksternal. Pedoman Dasar (PD) MUI
2020 Pasal 3 tegas menyatakan bahwa
MUI bersifat “independen.” Ini adalah
pernyataan jati diri yang vital untuk men-
jaga kredibilitas MUI di mata umat. Inde-
pendensi ini menjadi modal utama agar
fatwa yang dikeluarkan dipersepsi se-
bagai murni hasil ijtihad keilmuan, bukan
intervensi politik.

Di sisi lain, Perpres 151/2014 se-
cara eksplisit menempatkan MUI sebagai
“mitra pemerintah” dan memberikan ban-
tuan pendanaan sebagai bentuk penga-
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kuan atas peran MUI dalam membantu
program pembangunan. Hubungan ini
menunjukkan adanya simbiosis: peme-
rintah memperoleh legitimasi MUI, dan
MUI mendapatkan pengakuan serta du-
kungan finansial dari negara. Ketegangan
antara klaim independensi dan status
kemitraan ini adalah inti dari keunikan
MUL Ia ingin tetap mandiri dalam sub-
stansi fatwa, namun membutuhkan
pengakuan dan dukungan dari negara un-
tuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Apakah independensi substantif
bisa bertahan dalam relasi struktural
dengan negara? Jawabannya: bisa, se-
lama ada pemisahan antara pendanaan
administratif dan substansi normatif. In-
dependensi MUI adalah dalam fungsi
keilmuannya, bukan dalam pengelolaan
anggaran. Dalam analogi kelembagaan,
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas
HAM, dan Dewan Pers juga menerima
dana APBN tetapi tetap independen seca-
ra substansial. Semua lembaga tersebut
bukan organ negara, tetapi diberi tugas
oleh negara dan beroperasi secara in-
dependen demi menjaga legitimasi sosial
dan akuntabilitas substantif.

Perjalanan legislasi terkait posisi
MUI menunjukkan pergeseran yang me-
narik. UU 21/2008 (Perbankan Syariah)
memberikan atribusi eksplisit dan tegas.
UU ini adalah tonggak sejarah karena
secara langsung menunjuk “Majelis Ula-
ma Indonesia” di batang tubuh pasal se-
bagai otoritas fatwa. Ini adalah bentuk
atribusi hukum yang paling kuat, yang
menjadikan MUI otoritas de jure yang sah
dalam sektor perbankan syariah.

Putusan MK 2022 kemudian mem-
berikan pembenaran konstitusional. Ke-
tika UU 21/2008 diuji, Putusan MK 2022
membenarkan bahwa penunjukan MUI
sebagai otoritas fatwa adalah konstitu-
sional. MK berargumen bahwa negara
tidak mendelegasikan kewenangannya,
melainkan hanya mengadopsi otoritas
sosiologis yang sudah ada pada MUL
Putusan ini memberikan “lampu hijau”
bagi legislatif untuk terus menggunakan
model atribusi eksplisit ini.

Setahun pasca putusan MK 2022,
UU 4/2023 (P2SK) memperlihatkan lang-
kah mundur yang penuh perhitungan.
Di sinilah kontradiksi muncul. Meskipun
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putusan MK telah membenarkan model
eksplisit, UU P2SK justru memilih pen-
dekatan yang berbeda. Batang tubuh
pasalnya hanya menyebut frasa generik
“lembaga yang memiliki kewenangan...,
sementara nama MUI hanya muncul di
Penjelasan. Ini adalah sebuah kemun-
duran dari sisi atribusi hukum yang jelas,
yang disinyalir sebagai kompromi politik
untuk menghindari komitmen hukum
yang terlalu mengikat dan memberikan
fleksibilitas bagi negara.

Walhasil, MUI tidak dapat lagi di-
sebut sebagai ormas biasa. Berdasarkan
analisis sosiologis, fungsional, dan hukum,
MUI adalah sebuah Otoritas Keulamaan
Nasional. Posisi ini diperkuat oleh seti-
daknya tiga hal: (1) Atribusi Fungsional
oleh UU: MUI menjalankan fungsi publik
yang tidak diemban oleh ormas lain; (2)
Pembenaran Konstitusional oleh MK: Pu-
tusan MK menegaskan bahwa pembe-
rian mandat hukum kepada MUI adalah
sah secara konstitusi dan merupakan cara
negara untuk melindungi hak beragama
warganya; (3) Legitimasi sosiologis dan
sejarah: kekuatan MUI yang sesungguhnya
berasal dari akar sejarahnya, reputasi, dan

kredibilitasnya di mata umat, yang menjadi
fondasi utama atribusi hukum dari negara.

MUI bukan sekadar ormas keaga-
maan. la adalah otoritas kolektif ke-
ulamaan yang memainkan peran sen-
tral dalam membentuk konsensus nor-
matif umat Islam, menjembatani negara
dan umat, serta menetapkan standar
hukum syariah dalam berbagai sektor.
Status MUI seharusnya tidak lagi di-
batasi oleh kategori ormas, tetapi di-
akui secara hukum dan publik sebagai
Lembaga Keulamaan Publik Independen.
Pengakuan ini penting bukan hanya untuk
kejelasan identitas kelembagaan, tetapi
juga untuk menjaga otoritas moral MUI di
tengah dinamika sosial-politik bangsa.

Lebih lanjut, tantangan ke depan
adalah bagaimana mengokohkan status
MUI ini, tidak hanya sebagai “mitra
pemerintah” yang bersifat administratif,
tetapi sebagai Lembaga Publik Indepen-
den dengan mandat hukum yang terja-
min, agar ia dapat terus menjalankan
peran ganda yang krusial (membimbing
umat dan menjadi rujukan negara) tanpa
kehilangan kredibilitasnya.
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gai otoritas keagamaan, namun diberi
mandat hukum oleh negara dan diakui
secara konstitusional oleh putusan MK.
Meskipun posisi ini strategis, ia ren-
tan terhadap fluktuasi politik dan keti-
dakpastian hukum. Peran penting MUI
dijalankan dalam ketidakpastian hukum
yang signifikan: satu sisi dirujuk negara,
sisi lain tanpa dasar formil yang mengikat.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dalam
*"Annual Conference on Fatwa Studies
2022 di Jakarta, menawarkan gagasan
mengatasi problem ini.'*? [a tidak terjebak
pada dikotomi klasik antara “lembaga ne-
gara” dan “ormas biasa”. la menggagas po-
sisi tertentu fatwa MUI dalam sistem ke-
tatanegaraan Indonesia.

Negara yang eksplisit mengakui
agama tertentu dalam konstitusinya, da-

169 Jimly Asshiddigie, “Reinstitutionalisasi Infra-Struktur Fatwa Majelis
Ulama Indonesia”, Kertas Kerja dipresentasikan dalam " Annual Confe-
rence on Fatwa Studies (ACFS), di Jakarta, 27 Juli, 2022. Gagasan ini kem-
bali dikemukakan dalam ACFS ke-7, di Jakarta, Juli 2025.

lam catatan Jimly, terdapat 74 negara
(dari 193 negara anggota PBB: 38,34%).
Kristen diakui 41 negara. Islam disebut
dalam konstitusi 23 negara: Afghanistan,
Aljazair (Algeria), Bahrain, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Mesir, Iran, Iraq,
Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldives,
Mauritania, Morocco, Oman, Pakistan,
Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Tunisia, Uni
Emirat Arab, dan Yaman.

Indonesia yang moritas muslim dan
berpenduduk muslim terbesar di dunia,
tidak termasuk kelompok 23 negara
Islam tersebut, dan karena itu tidak ter-
masuk 74 negara yang memberikan sta-
tus khusus kepada agama tertentu. Sisi
lain, terdapat lebih 119 negara (61,66%
dari jumlah 193 negara anggota PBB)
yang tidak mengakui agama negara dan
tidak menyebut kata “Tuhan” dalam
konstitusinya, sehingga dilabeli “Godless
Constitution in the world".

Meski Indonesia tidak memberikan
pengakuan khusus pada salah satu aga-
ma, tetapi UUD NRI 1945, kata Jimly, Ada-
lah “the most-Godly Constitution in the
world”, karena paling banyak menyebut
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kata Tuhan dan Agama: kata “Allah” 2x,
“Ketuhanan Yang Maha Esa” 2x, kata
“moral” 1x, kata “akhlak mulia” 1x, dan
kata “agama” 14x. Total 20 kata. Dengan
itu, kata Jimly, konstitusi Indonesia mem-
beri ruang bagi nilai-nilai agama hidup
berdampingan dan berkontribusi aktif.
Dalam konteks ini, fatwa tidak diposisikan
sebagai suara “non-negara”, karena telah
menjadi bagian praksis hukum negara.

Jimly berargumen, model hubungan
“mitra pemerintah” yang ada saat ini
tidak memadai menopang peran stra-
tegis MUI. Status mitra pemerintah, di-
akui secara sosial, tetapi rapuh secara
hukum. Ia menawarkan MUI diberi sta-
tus hukum sebagai “alat kelengkapan
administrasi pemerintahan”. Istilah ini
bisa menghindari polemik MUI seba-
gai “organ negara” yang dapat mengarah
subordinasi. MUI menjalankan fungsi
administratif yang dibutuhkan peme-
rintah: menyediakan standar syariah
dan fatwa terkait kepentingan publik.
Istilah ini menekankan fungsi, bukan
struktur. Negara memfasilitasi, bukan
mengendalikan.

Jimly mengidentifikasi enam bentuk
payung hukum negara untuk mewadahi
fatwa: (1) regulasi pengaturan, (2) pu-
tusan gadhi (vonnis), (3) keputusan ad-
ministrasi, (4) aturan kebijakan (beleids-
regel, policy rules), seperti pedoman kerja,
buku petunjuk, kompilasi aturan yang di-
tetapkan tersendiri atau ditetapkan dalam
bentuk keputusan administrasi negara,
(5) konvensi internasional, seperti oleh
OK]I, dan (6) kontrak atau perjanjian. Dari
enam ragam itu, Jimly menawarkan fokus
pada dua fungsi: (1) regulatori, dan (2)
“directives” atau “policy rule, beleid-regels”.

Fatwa regulatori dan “directives”
dapat dituangkan dalam: (a) bentuk UU
tentang materi hukum tertentu, seperti
zakat, waqaf, haji, dsb; dan (b) dalam ben-
tuk ‘policy rules’ berupa kompilasi hu-
kum tahunan yang dihimpun MUI dan
diberlakukan dengan dua model: (i) ke-
putusan administrasi negara tertinggi
yaitu Keputusan Presiden tentang Kompi-
lasi Hukum Islam, atau diberlakukan de-
ngan (ii) penetapan administrasi oleh MA
kamar agama sebagai pedoman bagi hakim
pengadilan agama, berdasarkan tambahan
kewenangan baru berdasarkan UU.
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Infrastruktur Fatwa MUI masa de-
pan, dalam tawaran Jimly, terdiri atas
dua hal: (1) kaedah hukum materiel, dan
(2) kaedah hukum formil, menyangkut
tatacara pembentukan fatwa. Kaedah
materiel fatwa sepenuhnya merupakan
kewenangan Komisi Fatwa MUI tingkat
nasional, sedangkan kaedah formil me-
nyangkut prosedur pembentukan diatur
sepenuhnya berdasarkan peraturan MUI
Pusat.

Jimly mendorong reformasi prose-
dur pembentukan fatwa MUI yang bersifat
partisipatoris dari bawah, dimulai dengan
Fatwa MUI tingkat provinsi selama pe-
riode 2,5 tahun, kemudian diangkat men-
jadi materi bahasan silaturahmi kerja pe-
riode 2,5 tahun berikutnya oleh Komisi
Fatwa MUI Pusat, untuk ditetapkan topik-
nya dan hukumnya oleh forum nasional
tahunan fatwa MUI.

Hasil keputusan Forum Nasional
Fatwa MUI setiap 2,5 tahun diajukan ke-
pada Pemerintah, dalam hal ini, Menteri
Agama, untuk dua bentuk tindak lanjut.
Pertama, mendapatkan pesetujuan un-
tuk diberlakukan dengan Keputusan Pre-

siden atau sekurang-kurangnya dengan
Keputusan Menteri Agama atas nama
Presiden atau atas persetujuan Presiden.
Kedua, diadakan pengujian (judicial pre-
view) oleh Mahkamah Agung dan pe-
netapan sebagai pedoman hakim peng-
adilan agama dalam memeriksa, memu-
tus, dan mengadili.

Untuk itu, menurut Jimly, Komisi
Fatwa MUI perlu direstrukturisasi, se-
hingga secara nasional terdiri atas Komisi
Fatwa tingkat pusat dan Komisi Fatwa
tingkat provinsi di seluruh Indonesia
yang dapat menyusun sendiri pelbagai
ketentuan mengenai prosedur pemben-
tukan Fatwa MUI sebagaimana mestinya.
Dapat dipertimbangkan pula, menurut
Jimly, MUI sebagai alat kelengkapan admi-
nistrasi pemerintahan dapat pula diatur
tersendiri, dimana di dalamnya diadakan
pengaturan mengenai prosedur fatwa
MUI.

Pilihan bentuk hukum peraturan
tersebut adalah ada dua. Pertama, UU ter-
sendiri dengan turut mengubah UU ten-
tang MA, UU tentang Peradilan Agama,
UU tentang ZISWAF, UU tentang Hajj,
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dan sebagainya, dengan menggunakan
metode ‘omnibus law’. Kedua, cukup de-
ngan PP Atributif berdasarkan Pasal 5
ayat (2) UUD 1945 dengan pilihan: (a) pa-
ling luas berupa PP tentang MUI dan Pem-
bentukan Fatwa, atau (b) cukup sempit,
yaitu PP tentang Pembentukan Fatwa
MUI saja.

Secarakeseluruhan, pemikiran Jimly
adalah ajakan untuk merekonstruksi po-
sisiMUIdarisekadar “mitrainformal”yang
rentan, menjadi otoritas yang memiliki
infrastruktur hukum yang kokoh. Ia tidak
mengusulkan Indonesia menjadi negara
teokrasi, melainkan sebuah negara yang
cerdas dalam mengelola keragaman dan
memfasilitasi kebutuhan warganya.

Dengan demikian, MUI dapat ber-
transformasi menjadi lembaga yang tidak
hanya berwibawa di mata umat, tetapi
juga kokoh secara hukum dan diakui se-
bagai pilar penting dalam tata kelola
negara yang berdasarkan Pancasila. Fat-
wa adalah hasil ijtihad kolektif para ula-
ma, bukan produk eksekutif atau legis-
latif. Maka, meskipun diformalisasi secara
prosedural, substansi fatwa tidak boleh

dikendalikan negara. Kekuatan fatwa ha-
rus tetap berakar pada legitimasi moral
dan sosial umat, bukan semata legalitas
yuridis.

Gagasan Prof. Jimly menghadirkan
solusi konstitusional yang elegan: mem-
perkuat status fatwa dan MUI dalam sis-
tem hukum negara tanpa mengorbankan
independensi keagamaan. Di tengah plu-
ralisme otoritas keislaman dan dinamika
sosial-politik nasional, model lembaga
publik independen dengan payung PP
Atributif menjadi opsi paling seimbang
— antara legitimasi hukum, kebebasan
ijtihad, dan pengakuan sosial. #
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luruh ulasan dalam buku ini. Seputar dina-

mika otoritas syariah dalam hukum per-
bankan di Indonesia. Baik aspek konseptual,
normatif, dinamika empiris, maupun catatan
perbandingan praktik hukum di berbagai ne-
gara mayoritas muslim. Isu otoritas syariah
merupakan kajian titik singgung antara norma
agama dan sistem hukum negara kebangsaan.
[a tidak hanya bekerja sebagai pemandu prinsip
syariah, tetapi juga sumber hukum materiel
yang memengaruhi kebijakan. Dalam pada itu,
pencarian titik keseimbangan antara: (1) isu
legalitas dan daya ikat fatwa secara legal formal,
(2) independensi otoritas, dan (3) reputasi-
kredibilitas-kompetensi institusi secara sosial
keagamaan, masih menjadi agenda mendasar
yang menuntut pendalaman dan pengujian re-
levansi secara berkelanjutan.

B ab ini merangkum bagian terpilih dari se-

A. Legitimasi Otoritas Agama dalam

Nation-State: Dinamika Awal

Proses pembentukan skema otoritas sya-
riah dalam hukum perbankan Indonesia sarat
dengan dinamika tarik-menarik politik legislasi,
bukan semata pertimbangan teknokratis ke-
lembagaan. Pada awal pembahasan RUU Per-
bankan Syariah tahun 2007-2008, debat uta-
ma berpusat pada dua kutub gagasan: per-
tama, “DSN-Negara”, otoritas fatwa baru di
bawah BI/OJK, menjadi bagian kelembagaan
negara, serta terpisah dari MUI; dan kedua,
mempertahankan “DSN-MUI” sebagai otoritas
fatwa independen non-negara, yang melekat
pada legitimasi keagamaan MUI, sebagaimana
praktik berlangsung sebelumnya.

Skema “DSN-Negara” yang diusulkan
DPR tahun, dirancang sebagai satu-satunya
otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa
dan mengawasi implementasinya. Formula ini
mendapat penolakan keras MUI, khususnya
dari KH Ma’ruf Amin, Ketua MUI Bidang Fatwa
saat itu, yang menilai pemindahan otoritas ter-
sebut dapat merusak independensi dan oto-
ritas keagamaan fatwa syariah. Sikap MUI ini
kemudian mendapat dukungan pemerintah,
yang disampaikan Menteri Keuangan saat itu,
Sri Mulyani.
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Pada akhirnya, melalui proses kompromi,
formula final dalam UU 21/2008 memperta-
hankan otoritas MUI dalam menetapkan fatwa
prinsip syariah. Fungsi pengawasan di setiap
bank diserahkan kepada DPS yang diangkat
berdasarkan rekomendasi MUI, sesuai UU Per-
seroan Terbatas 40/2007. Sebagai jalan tengah,
dibentuklah Komite Perbankan Syariah (KPS)
di internal BI yang bertugas memproses fatwa
MUI menjadi Peraturan BI, dengan komposisi
anggota yang melibatkan unsur masyarakat
dan pemerintah.

Dengan demikian, meskipun melibatkan
negara dalam implementasi regulasinya, oto-
ritas primer dalam menetapkan prinsip sya-
riah tetap diberikan kepada MUI. Struktur ini
merupakan hasil negosiasi historis yang mem-
perlihatkan bagaimana otoritas syariah di Indo-
nesia tidak hanya merupakan urusan yuridis-
teknis, tetapi juga simbol posisi dan legitimasi
otoritas keagamaan dalam negara kebangsaan
(nation-state, bukan religion-state).

B. Pelajaran Komparasi:
Keseimbangan Legalitas,
Independensi, dan Kompetensi
Studi komparatif beberapa negara mus-

lim, seperti Malaysia, Pakistan, Sudan, Iran, dan
Bahrain, menawarkan pelajaran berharga da-
lam desain institusional otoritas fatwa prinsip
syariah dan tata kelola kepatuhan syariah di
sektor keuangan. Masing-masing menampilkan
variasi pendekatan antara integrasi dengan
otoritas negara dan upaya menjaga indepen-
densi lembaga fatwa. Pelajaran utama yang da-
pat dipetik dari perbandingan ini adalah pen-
tingnya menyeimbangkan tiga prinsip kunci:
legalitas, independensi, dan kompetensi.

Mereka berupaya menyelesaikan dilema
antara otoritas yang berdaya ikat hukum dan
legitimasi fatwa yang berakar dariijtihad ulama.
Model yang dihasilkan bervariasi, mulai dari
yang terintegrasi dalam bank sentral (Malaysia,
Pakistan, Sudan) hingga model non-negara
yang diakui secara formal (Bahrain, Indonesia).
Pakistan dan Sudan memperlihatkan model
bagian struktur formal negara, namun tetap
menekankan kompetensi dan independensi.
Malaysia menjadi contoh progresif dalam daya
ikat fatwa, yang tidak hanya dirujuk lembaga
keuangan, tetapi juga pengadilan sipil. Iran
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menunjukkan model sentralisasi ekstrem, na-
mun tetap menekankan legitimasi keilmuan.
Bahrain mengandalkan standar internasional
AAOIFI, dengan fleksibilitas kelembagaan
yang lebih longgar. Itu menunjukkan bahwa
keberhasilan industri keuangan syariah tidak
hanya bergantung fatwa yang kredibel, tapi
juga tata kelola yang kuat dan efektif.

Pelajaran utamanya adalah bahwa fatwa
harus memiliki daya ikat hukum agar dapat
efektif dalam mengawal kepatuhan syariah.
Kekuatan itu dapat dicapai melalui berbagai
cara, baik dengan menyatukan otoritas fatwa
dalam kelembagaan negara maupun dengan
memberikan atribusi hukum padalembaganon-
negara. Dalam konteks Indonesia, yang bukan
negara Islam, posisi otoritas syariah di tangan
MUI berada dalam dilema antara status non-
negara dan kebutuhan fatwa yang berdaya ikat
hukum. Maka, improvisasi regulatif Indonesia
perlu lebih progresif untuk memperijelas status,
standar kompetensi, serta kekuatan hukum
fatwa, dengan mengambil pelajaran dari penga-
laman negara-negara tersebut sebagai cermin
kritis yang kontekstual.

C. Putusan MK 2022:

Pengukuhan Model Otoritas

Dinamika perdebatan panjang otoritas
syariah dalam hukum perbankan di Indonesia
mulai menemui titik terang setelah lebih dari
satu dekade (2007-2022) dengan lahirnya
putusan MK 2022. Dalam putusan perkara
65/PUU-XIX/2021, yang dibacakan Agustus
2022, MK secara konstitusional mengukuhkan
legitimasi dan kedudukan strategis MUI se-
bagai pemegang otoritas dalam menetapkan
prinsip syariah pada perbankan. Putusan ini
menolak permohonan yang mempertanyakan
kewenangan MUI sebagai lembaga non-negara,
dengan alasan bahwa urusan penentuan prinsip
syariah adalah otoritas agama, bukan otoritas
perbankan atau negara. MK menolak seluruh
argumentasi pemohon yang mempersoalkan
pemberian delegasi kewenangan kepada lem-
baga non-negara (MUI).

Pertimbangan utama MK adalah kekhu-
susan perbankan syariah yang harus tunduk
pada prinsip syariah, dimana otoritas untuk
menetapkannya merupakan “otoritas agama”
(ulama), bukan “otoritas negara” (BI/OJK). Bagi
MK, BI atau OJK tidak memiliki kompetensi dan
sumber daya memadai untuk merumuskan sub-
stansi prinsip syariah. MK menegaskan bahwa
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menyerahkan kewenangan ini kepada negara
justru akan menjadi tindakan sewenang-
wenang, dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum dan kekacauan, yang dapat menciderai
keyakinan umat Islam, mengingat Indonesia
bukanlah negara agama.

MK menilai penempatan MUI sebagai oto-
ritas syariah merupakan tindakan yang tepat
dan proporsional. Pasca putusan tersebut, kons-
truksi hubungan agama dan otoritas negara
makin jelas. Fatwa MUI berperan sebagai sum-
ber hukum materiil yang menetapkan substansi
prinsip syariah, melalui proses perumusan
secara kolektif oleh para ulama dan ahli yang
kompeten. Sementara BI/OJK berperan seba-
gai sumber hukum formal yang berwenang
menuangkan fatwa ke dalam regulasi, sehingga
berkekuatan mengikat publik.

Pembagian peran ini dinilai MK tepat,
karena menghormati otoritas keagamaan dan
menjaga kewenangan negara. Selain itu, dengan
diakui dan diberinya mandat kepada MUI, MK
menegaskan bahwa skema ini juga menghindari
potensi perbedaan fatwa dari berbagai orga-
nisasi Islam, yang bisa membingungkan masya-
rakat dan menimbulkan ketidakpastian. MK
menegaskan, negara tidak mendelegasikan ke-

wenangan, melainkan mengadopsi otoritas so-
siologis yang sudah ada pada MUI.

Putusan MK secara definitif memposisi-
kan MUI sebagai lembaga yang secara historis
dan dari aspek kompetensi berperan dalam
penetapan fatwa syariah, sedangkan negara
berperan dalam mengadopsi fatwa menjadi
hukum positif yang mengikat secara umum.
Pembagian peran ini memastikan bahwa ke-
khususan perbankan syariah tetap terjaga,
yaitu sebagai praktik ekonomi yang dijalankan
sesuai syariat agama, sejalan dengan prinsip-
prinsip konstitusional yang menjamin kebe-
basan beragama di Indonesia.

D. Omnibus Law 2023: Antara
Konsolidasi dan Pergeseran
Omnibus Law melalui UU 4/2023 ten-

tang Pengembangan dan Penguatan Sektor Ke-

uangan (P2SK) melakukan konsolidasi signifi-
kan dalam tata kelola otoritas syariah sektor
keuangan di Indonesia. Omnibus Law ini me-
lakukan harmonisasi dengan menghapus se-
butan spesifik “Majelis Ulama Indonesia” dari
batang tubuh seluruh UU di sektor keuangan
dan menggantinya dengan frasa generik, yaitu
“Lembaga yang Memiliki Kewenangan dalam

273

BABV
PENUTUP




274

DINAMIKA
OTORITAS
SYARIAH

DALAM HUKUM
PERBANKAN
INDONESIA
Studi Komparatif
Beberapa
Negara Muslim

Penetapan Fatwa di Bidang Syariah”. Meski frasa
dalam batang tubuh bersifat generik, Penjelas-
an Pasal 337 huruf (h) UU P2SK menegaskan
dengan pasti bahwa yang dimaksud dengan
“lembaga” tersebut adalah MUI. Secara sub-
stantif, konsolidasi ini mengukuhkan dan mem-
perluas otoritas MUI.

Konsolidasi ini sekaligus menghapus
fragmentasi model otoritas syariah yang sebe-
lumnya terbagi dalam dua pendekatan: terbuka
(multi-lembaga) seperti dalam UU SBSN dan UU
Perasuransian, serta tertutup (single authority)
seperti dalam UU Perbankan Syariah. Penegasan
ini juga menghapus ambiguitas dalam UU sebe-
lumnya yang membuka opsi bagi lembaga lain
dan mengukuhkan model otoritas tunggal yang
terpadu di bawah MUI.

Dengan demikian, Omnibus Law 2023
tidak hanya menyelaraskan peraturan tetapi
juga memperkuat posisi sentral MUI sebagai
pemegang otoritas syariah yang berlaku tidak
hanya untuk perbankan, tetapi juga seluruh
sektor keuangan lainnya seperti asuransi, pem-
biayaan, dan dana pensiun. Ini memberikan
kepastian hukum dan memperkuat peran
MUI sebagai rujukan fatwa prinsip syariah
di seluruh sektor keuangan. Selain kepastian

hukum dalam transformasi prinsip syariah
dari fatwa ke regulasi, ini tetap membuka
ruang koordinatif antara regulator dan oto-
ritas syariah, memperkuat integrasi antara
hukum nasional dan prinsip syariah secara
institusional.

Melalui UU P2SK, mekanisme transfor-
masi fatwa ke dalam regulasi memperoleh
bentuk yang makin terpadu, sistematis, dan
lintas-sektor. Tidak lagi terbatas pada per-
bankan syariah, seluruh sektor jasa keuangan
kini memiliki kerangka hukum untuk memas-
tikan bahwa fatwa yang menjadi pedoman
dapat diinstitusionalisasikan sebagai regu-
lasi. Terdapat empat klausul penting. Perta-
ma, prinsip syariah dari otoritas fatwa harus
ditindaklanjuti oleh regulator dengan pem-
bentukan peraturan sektoral. Kedua, proses
pembentukan regulasi tersebut wajib dikoor-
dinasikan dengan otoritas fatwa agar tidak
berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, otoritas re-
gulasi dapat membentuk komite khusus sekto-
ral—seperti Komite Perbankan Syariah, Komite
Asuransi Syariah, dan komite sejenis di sektor
lainnya—untuk memfasilitasi integrasi fatwa
ke dalam regulasi. Keempat, dalam kasus belum
adanya fatwa atas produk atau aktivitas tertentu
(misalnya dalam asuransi syariah), regulator
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tetap wajib berkoordinasi dengan otoritas
fatwa dan dapat mengikuti rekomendasinya.

Namun, tampaknya konsolidasi yang ber-
kelanjutan masih diperlukan, mengingat UU
P2SK 2023 juga memperlihatkan adanya per-
geseran. Dalam perjalanan legislasi awal, UU
Perbankan Syariah (2008), memberikan atri-
busi hukum yang eksplisit dan tegas kepada
MUI, dengan langsung menunjuk MUI sebagai
otoritas fatwa. Lima belas tahun kemudian, UU
P2SK memilih pendekatan berbeda, dengan
menyebut nama MUI di penjelasan.

Pergeseran ini juga bisa disebut menandai
langkah mundur dari atribusi eksplisit menjadi
atribusi implisit, dan bisa dipandang sebagai
wujud dinamika politik legislasi: satu sisi mem-
beri fleksibilitas bagi negara agar tidak terikat
permanen pada satu institusi, sisi lain menga-
burkan kepastian hukum bagi MUI sebagai oto-
ritas syariah.

Setahun pasca putusan MK 2022, UU
P2SK 2023 memperlihatkan langkah berbeda.
Putusan MK membenarkan model eksplisit, UU
P2SK memilih pendekatan implisit. Putusan
MK membenarkan model UU 21/2008 yang
menunjuk MUI secara langsung. Tidak ada

halangan hukum bagi pembuat UU untuk terus
menggunakan model atribusi eksplisit itu.
Namun, ketika merumuskan UU P2SK, legislatif
memilih tidak mengikuti preseden yang dibe-
narkan MK. Ini bukan keharusan hukum, me-
lainkan pilihan politik. Setelah MK memberi
lampu hijau, legislatif terkesan berpaling.

Ini ambiguitas yang terkesan sengaja di-
ciptakan dalam legislasi. Pembuat UU seolah
ingin mengakui fungsi MUI, karena dibutuhkan,
tetapi menghindari komitmen yang mengikat,
dengan tidak menyebut nama eksplisit di ba-
tang tubuh. Bisa jadi, ini untuk menjaga flek-
sibilitas dan menghindari kontroversi. Secara
teori hukum, batang tubuh lebih kuat daripada
penjelasan. Dari sisi kepastian hukum otoritas
syariah, bisa dikatakan, UU P2SK 2023 adalah
kemunduran dibandingkan UU Perbankan Sya-
riah 2008.

Ada indikasi, pembuat UU P2SK berniat
mengurangi peran MUI. Pembentuk UU seolah
membuka kemungkinan ke depan untuk tidak
hanya merujuk MUI. Tetapi, karena ada indikasi
diamika, mengingat saat pembahasan omnibus
law, KH Ma’ruf Amin yang pernah berperan
istimewa dalam pembahasan RUU Perbankan
Syariah 2008 tengah menjadi Wapres, akhirnya
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nama MUI tetap dimasukkan, meski di penje-
lasan. MUI masih diakui, tetapi tidak lagi sekuat
pengakuan eksplisit dalam UU 21/2008.

Denganistilah “lembagayangberwenang,”
bisa saja suatu saat muncul lembaga baru yang
diberi otoritas fatwa syariah selain MUI. Secara
hukum, pintu itu terbuka. Karena di penjelasan
ditegaskan bahwa lembaga itu adalah MUI,
untuk saat ini posisi MUI tidak hilang. Hanya
saja, penjelasan tidak punya bobot hukum
setara pasal, sehingga secara jangka panjang
status ini rapuh.

Jika dalam UU 21 /2008, otoritas MUI eks-
Klusif, eksplisit, dan pasti, dalam UU 4/2023,
otoritas MUI implisit, kompromis, dan bisa
dinegosiasi ulang. Terindikasi masih terjadi
tarik-menarik: awalnya MUI hendak “dihapus”
dari teks UU, lalu dikompromikan masuk ke
penjelasan. Ini menandakan ada pergeseran
politik hukum menuju pelemahan wewenang
MUI. Dari semua itu, diperlukan konsolidasi
berkelanjutan agar otoritas syariah di Indonesia
tidak terus-menerus terjebak dalam tarik-
menarik politik hukum, tetapi dapat berdiri
kokoh sebagai bagian dari infrastruktur hukum
nasional.

E. Agenda Mendatang:

Penguatan Kerangka Tata Kelola

Konsolidasi otoritas syariah pasca-UU
P2SK4/2023 mendorong pergeseran fokus dari
perdebatan tentang “siapa” pemegang otoritas
ke “bagaimana” penguatan kerangka tata ke-
lola syariah (Sharia Governance Framework)
untuk menjamin kepatuhan. Momen penting
berikutnya ditandai penerbitan Peraturan POJK
No.2/2024 tentang Tata Kelola Syariah. POJK ini
memperbarui kerangka kerja tata kelola yang
sebelumnya hanya menekankan tugas DPS dan
kepatuhan. Kini, diperluas mencakup mana-
jemen risiko syariah, audit internal syariah, dan
kajian ulang eksternal. Perluasan ini bertujuan
memastikan seluruh operasional perbankan
syariah tidak bertentangan dengan prinsip sya-
riah dan pada akhirnya meningkatkan keper-
cayaan masyarakat serta daya saing industri.

Secara khusus, reformulasi kedudukan
dan kewenangan DPS menjadi salah satu aspek
paling krusial dalam penguatan governance
otoritas syariah ke depan. POJK 2/2024 Tata
Kelola Syariah menempatkan DPS sebagai
“pihak utama bank” yang setara dengan direksi
dan komisaris. Diiringi penguatan aspek inde-
pendensi, kewenangan substantif, hingga insen-
tif remunerasi DPS yang proporsional. Trans-
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formasi ini bagian integral dari semangat UU
P2SK yang mendorong peran DPS tidak hanya
pada fungsi pengawasan syariah, melainkan
bagian dari sistem pengambilan keputusan
strategis dalam institusi keuangan syariah. Ke-
dudukan baru ini juga membedakan DPS dari
pihak ketiga seperti konsultan hukum dan
akuntan publik, menegaskan posisi vitalnya da-
lam memastikan kepatuhan syariah. Dengan
kerangka kerja yang lebih komprehensif dan
peran DPS yang lebih kuat, fondasi penguatan
governance otoritas syariah di masa depan te-
lah diperkokoh, menciptakan landasan bagi
pertumbuhan perbankan syariah yang inklusif
dan berkelanjutan.

Walhasil, agenda krusial otoritas syariah
ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan
fungsi dan wewenang. Ini mencakup penguat-
an profesionalisme, transparansi, dan akunta-
bilitas dalam tata kelola otoritas syariah. Dengan
konsolidasi kewenangan yang telah dijamin UU,
pemegang otoritas syariah kini memiliki modal
hukum yang kuat untuk terus bertransformasi
dan menjadi pilar utama dalam sistem hukum
ekonomi syariah di Indonesia. #
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